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SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Rencana Strategis Pendidikan Tinggi Islam dibutuhkan kualitas

perencanaan program dan anggaran yang baik. Perencana yang berkualitas
merupakan bagian terpenting dalam sebuah institusi yang dapat memberikan
pengaruh dan mewarnai sebuah kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan dari
suatu program banyak dipengaruhi dari perencanaannya. Dalam merencanakan
program dan anggaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus
memperhatikan konsep SMART vyaitu (Specific/jelas; Measurable/ terukur;
Aggressive/ menantang; Realistic/masuk akal; Time bound/dicapai dalam kurun
waktu tertentu). Dengan menggunakan filosofi SMART diatas, saya harap para
perencana mempunyai gambaran tentang bagaimana merumuskan tujuan
Satuan Kerja (Satker), karena jika dari perencanaan program dan anggaran
sudah dilakukan dengan baik, maka sebagian besar program dipastikan dapat
berjalan dengan lancar dan baik pula.

Implementasi 7 (tujuh) Sasaran Program sebagaimana yang tertuang dalam

Jumlah satuan kerja yang begitu banyak pada Program Pendidikan Islam
menuntut adanya satu regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi perencana
dalam menyusun anggaran. Persamaan persepsi terhadap setiap pengalokasian
anggaran sangat diperlukan untuk mengurangi interpretasi yang berbeda dalam
menerjemahkan suatu kebijakan, agar tidak menimbulkan bias atas capaian
target dan sasaran.

Buku Panduan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Program
Pendidikan Islam (edisi revisi) ini diharapkan dapat dijadikan panduan oleh
para perencana pada Pendidikan Tinggi Islam sehingga para perencana dapat
meminimalisir kesalahan dalam menyusun program dan anggaran sesuai
dengan targer dan kebijakan yang telah ditetapkan.
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Semoga buku ini bisa dijadikan panduan dan pedoman yang harus diikuti oleh
setiap perencana dalam menyusun anggaran, dan kepada semua pihak yang
telah membantu terbitnya panduan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

H. Kamaruddin Amin
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan

Karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Panduan ini selesai. Sholawat
dan salam semoga tersampaikan pula kepada Nabi Muhammad Rasulullah
SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Amin.

Bismillahirmhmanirmhiim, Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami

Buku Panduan ini merupakan edisi revisi yang telah diupayakan Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, sebagai tindak lanjut perubahan regulasi baik dari
Kementerian Agama maupun dari Kementerian lain dalam rangka
meningkatkan transparansi penganggaran, menjaga akuntabilitas anggaran
pemerintah, dan mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, dan menjaga
capaian target pembangunan yang ada dalam RPJMN dan Renstra Program
Pendidikan islam.

Perubahan buku panduan ini diantaranya, Pertama: adanya perubahan aplikasi
dari ADIK ke aplikasi Krisna yang mendasari penggunaan output, sub output
dan komponen dan sub komponen serta penyederhanaan isi pada penjelasan
yang meliputi: output, penggunaan output, penggunaan akun dan sumber
dana. Kedua: penyesuaian terhadap klasifikasi penggunaan akun pendapatan
dan jenis belanja berdasar pada keputusan Dirjend Perbendaharaan Nomor
KEP-211/PB/2018 dan PMK 181/PMK.06/2016 tetang Penatausahaan Barang
Milik Negara. Ketign: Penyesuaian Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Angaran
berdasar PMK Nomor: 142/PMK.02/2018 tentang Juksunlah RKA-K/L dan
penyelesaian DIPA. Keempat: penambahan Bab baru tentang Teknis penggunaan
aplikasi RKA-K/L dan Reviu Unit Eselon I yang berisi penjelasan teknis
penggunaan aplikasi RKA- K/L. Kelima: Penyesuaian penggunaa PMK Nomor:
78/PMK.02/2019 tentang SBM 2020, PMK Nomor: 69/PMK.02/2018 tentang
SBK Tahun Anggaran 2019 dan PMA Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar
Satuan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (SSBOPT). Keenam: perubahan
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lampiran pada kebijakan anggaran PTKIN tahun 2018, beberapa Standar
Operasional Prosedur dan templete penyusunan Anggaran pada aplikasi RKA-
K/L.

Penyusunan revisi buku panduan ini tidak lepas dari peran Tim Task Force
Peningkatan Mutu Perencanaan dan Kompetensi Tenaga Perencana Program
Pendidikan Islam yang secara terus menerus melakukan koordinasi dan
komunikasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan
Kementerian terkait lainnya termasuk melalui forum nasional Focused Group
Discussion (FGD) yang melibatkan peran masing-masing PTKIN dalam rangka
penyempurnaan dan perbaikan buku panduan ini.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan bagi perencana dalam menyusun
program dan anggaran, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam
memahami tiap-tiap alokasi anggaran dan mengurangi perbedaan interpretasi
yang menimbulkan kekeliruan dalam menetapkan target dan tujuan
pengalokasian anggaran, baik antara penyusun anggaran, pelaksanaan
anggaran maupun antar lembaga PTKIN.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
penyusunan buku panduan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal sholeh
buat kita semua. Jika dalam panduan ini masih terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan seperlunya dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak
yang berwenang.

Wassalamu’ alaikum Wr. Wh.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

H. Imam Syafi’i
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BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka

mencapai tujuan itu, negara melakukan pembangunan di berbagai
bidang termasuk bidang pendidikan tinggi yang merupakan salah satu pilar
kemajuan peradaban bangsa. Lebih penting lagi, salah satu fokus dalam
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs)
adalah kualitas pendidikan yang baik dengan menjamin pemerataan
pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar seumur
hidup untuk semua orang.

Salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI

Kementerian Agama sebagai salah satu bagian terpenting dalam melakukan
pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar tujuan negara
tercapai, terlebih pada jaminan kualitas pemerataan dan mutu Pendidikan,
terutama Pendidikan agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
untuk menterjemahkan tujuan itu dalam program-program strategis yang
harus dijangkau dan diselesaikan dengan interval minimal 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam merupakan Rancangan
Teknokratik tingkat Eselon I Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2040, dengan berpedoman
kepada rancangan awal RPJMN dan Renstra Kementerian Agama RI tahun
2020-2024.

Rencana Strategis Pendidikan Islam 2020-2024 merupakan bagian dari
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rencana jangka panjang pembangunan Pendidikan Islam. Dengan demikian
penyusunan rencana strategis ini tidak dapat dilepaskan dari capaian
pembangunan Pendidikan Islam pada periode sebelumnya. Sampai dengan
tahun 2019, Direktorat Jenderal (Ditjen.) Pendidikan Islam telah menyusun
dan melaksanakan Renstra Pembangunan Pendidikan Islam tiga kali, yaitu
2004-2009, 2010-2014, dan 2015-2019. Pada ketiga periode tersebut, Ditjen.
Pendidikan Islam telah meletakkan fondasi pembangunan Pendidikan Islam
yang mengintegrasikan kedua bidang pembangunan yakni agama dan
pendidikan. Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Islam tahun 2015-
2019 merupakan upaya tindak lanjut yang lebih komprehensif dari
pembangunan Pendidikan Islam periode sebelumnya dengan fokus: (i)
meningkatkan akses pendidikan yang merata, (ii) meningkatkan mutu, (iii)
meningkatkan relevansi dan daya saing, serta (iv) meningkatkan tata kelola
yang transparan dan akutabel dengan partisipasi masyarakat. Hasil analisis
dari pelaksanaan, capaian, dan isu-isu strategis Renstra periode ini menjadi
salah satu dasar guna penyusunan Renstra Pendidikan Islam 2020-2024.

Penyusunan Renstra Pendidikan Islam 2020-2024 merupakan tindak lanjut
dari implementasi amanat Undang-undang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional No. 25/2004. Sedangkan sistem, mekanisme, tata
cara penyusunan serta garis besar isinya mengacu kepada Keputusan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappennas No. 5/2019
sebagai penjabaran teknis dari Undang-undang tersebut. Sesuai dengan
peraturan perundangan tersebut, penyusunan Rencana Strategis
Pendidikan Islam periode ini mengacu kepada RPJMN dan Rencana
Strategis Kementerian Agama RI 2020-2024, dengan mempertimbangkan
hasil capaian Renstra sebelumnya sebagai informasi dasar (base-line), isu-isu
hasil telaah strategik, yang kemudian dituangkan dalam bentuk visi, misi
dan tujuan, arah kebijakan dan program strategik, serta indikator kinerja
yang ingin dicapai. Untuk mendukung implementasinya, Renstra ini juga
dilengkapi dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, strategi
pendanaan, dan strategi implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam
rangka pembangunan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia
bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dalam
rangka meningkatkan daya saing bangsa, melakukan pemerataan
pendidikan yang bermutu melalui penataan kelembangaan yang efisien,
mengelola pembiayaan pendidikan yang berkeadilan dan akuntabel, serta
menerapkan konsep gooduniversity governance dalam pengelolaan pendidikan.
Melalui penerapan prinsip-prinsip penyelenggaran pendidikan tinggi ini
diharapkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dapat berpartisipasi
aktif dalam membangun masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan
(knowledge-based society) pada era kesejagatan.

PANDUAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN



Keberadaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) diatur dalam
regulasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan
Keagamaan Islam, adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk
mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai
rumpun ilmu pengetahuan. PTKI dapat diselenggarakan dalam bentuk
Univeristas, Institut, maupun Sekolah Tinggi, maupun Ma'had Aly, yang
jumlah lembaganya sebanyak 831 Lembaga, negeri maupun swasta. Selain
itu, ada fakultas keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Perguruan
Tinggi Umum, yang menjadi yurisdiksi pembinaan Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam. Dengan didukung oleh 28.735 orang dosen, PTKI telah
melayani pendidikan tinggi bagi 927.221 orang mahasiswa, dan memberikan
kontribusi kepada APK pendidikan tinggi sebesar 5 persen. Rencana
strategis yang disusun oleh perguruan tinggi harus menjadi perioritas
perencanaan dan penganggaran, karena Renstra tersebut akan dijadikan
acuan oleh perguruan tinggi dalam mecapai visi dan misi yang disusun dan
disepakati.

Dalam struktur anggaran, Program, Kegiatan, Output, Sub Output,
Komponen, Sub Komponen, Input, Rincian, Detil Anggaran adalah
rangkaian konsistensi yang saling mendukung dari suatu sistem
penganggaran yang terpadu dan tidak terpisahkan sebagai perwujudan dari
reformasi perencanaan dan penganggaran.

Setiap Kegiatan mencerminkan tugas dan fungsi dari tiap-tiap unit Eselon
II. Dalam mencapai melaksanakan tugas dan fungsinya, oleh karena itu
setiap kegiatan harus menetapkan output-output yang menjadi sasaran dan
indikator capaian kinerja kegiatan. Dalam rangka mencapai output tersebut
dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai bagian dari proses alur
pencapaian output kegiatan, yaitu dalam bentuk komponen-komponen
kegiatan yang dirinci secara detail, sehingga proses pembiayaannya menjadi
lebih jelas dengan system pengkodean yang tidak mengikat sehingga
prinsip fleksibelitas diberikan kepada masing-masing pengguna sesuai
dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan anggaran, kecuali mata
anggaran atau akun belanja yang sudah diatur dalam Peraturan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yaitu Bagan Akun Standar (BAS).

Proses reformasi anggaran yang dilakukan sejak tahun 2011 adalah dalam
rangka transparansi penganggaran, menjaga akuntabilitas anggaran
pemerintah, mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, serta menjaga
capaian target pembangunan yang ada dalam RPJMN dan Renstra Program
Pendidikan Islam 2020-2024.

Proses restrukturisasi dalam sebuah organisasi (baca : UIN, IAIN dan

STAIN) akan mengakibatkan pemahaman perencana pada masing-masing
satuan kerja mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena Direktorat
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Jenderal Pendidikan Islam sangat berkepentingan untuk menerbitkan buku
panduan perencanaan dan penyusunan anggaran ini menjadi solusi
alternative untuk mempercepat pemahaman itu.

Untuk menerbitkan panduan perencanaan program dan anggaran
sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah
melakukan berbagai upaya sebagai bagian dari ikhtiar untuk memecahkan
masalah yang sedang dihadapi para perencana, antara lain pemahaman
terhadap regulasi, penerapan BAS, sampai pada pemahaman terhadap
output dan suboutput yaitu dengan melaksanakan Focus Gorup Discussion
(FGD) Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang
diselenggarakan di beberapa UIN, IAIN maupun STAIN sejak tahun 2015
sampai sekarang.

Sebagai tahap akhir, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama melalui Surat Keputusan Direktur membentuk Tim Task Force dan
Tim Teknis untuk menyusun hasil-hasil FGD yang dituangkan dalam
bentuk Buku Panduan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2020.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Gedung Bangunan

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara.

7. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan
Kehormatan Profesor.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

15. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang
pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang
tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dam Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia = Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia = Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Anggaran.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Agama Nomor 07 Tahun 2018 tentang Satuan Standar
Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (SSBOPTN).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penelitian.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan
Komite Penilaian dan/atau reviewer penelitian.

Peraturan Direktura Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran
Anggaran Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran
Penelitian.

Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang
Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Nomor
SJ/DJ.11/3/KP00.3/15/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan
Profesor dalam Binaan Kementerian Agama.

C. PENGERTIAN

1. Program adalah langkah strategis pada Kementerian/Lembaga dalam
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10.
11.

rangka untuk mencapai visi dan misi Kementerian/Lembaga yang
merefleksikan tugas dan fungsi dari unit Eselon I. Indikator kinerja dari
program adalah outcome.

Kegiatan adalah bagian dari langkah strategis untuk mendukung
tercapainya program. Kegiatan mencerminkan tugas dan fungsi dari unit
Eselon II pada suatu program. Pencapaian setiap kegiatan ditandai
dengan capaian output kegiatan.

. Output adalah keluaran yaitu sasaran yang menjadi target capaian

indikator kinerja kegiatan. Pencapaian output menjadi ukuran
pencapaian kinerja.

. Komponen adalah tahapan-tahapan yang merupakan langkah-langkah

untuk pencapaian target suatu output. Komponen menggambarkan
proses dalam rangka pencapaian suatu output kegiatan yang telah
ditetapkan. Strukturnya tergantung kepada alur proses dari proses
pencapaian output.

. Input adalah rincian atau detil-detil yang diperlukan dalam setiap

tahapan proses atau komponen.

. Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi

standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan
standar pengabdian pada masyarakat.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instuktur fasilitator
dan sebutan yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan. (UU Nomor 2 Tahun 2003, hal. 3-
)

. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan

diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (UU
Nomor 20 Tahun 2003, hal. 3).

. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama,

menstransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat.

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada
Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan
Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi
akademik.
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BAB II
PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN

Berbasis Kinerja, lebih fokus pada kejelasan keterkaitan hubungan

antara kebijakan (top down) dan pelaksanaan kebijakan (bottom up).
Perencanaan berbasis usulan dari unit pelaksana (bottom up) sesuai dengan
prioritas, tanggung jawab dan kewenangan. Penganggaran berpola pada
kebijakan (top down) atas dasar ketersedian sumber daya pendanaan yang
ditetapkan pada (tri lateral meeting) yaitu kementerian Agama, Keuangan dan
BAPPENAS setiap Program. Struktur Anggaran merupakan kesatuan dalam
kebutuhan sumberdaya pendanaan anggaran yang dibutuhkan oleh unit
pelaksana dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab
dan kewenangannya sebagaimana tugas fungsi yang diemban Satker (bottom
up). Hal ini harus sejalan dengan rancangan kebijakan yang diputuskan pada
tingkat organisasi Pemerintah yang telah dikoordinasikan oleh unit-unit
organisasinya (top down) yang bertanggungjawab terhadap Program. Struktur
perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

Perencanaan dan Penganggaran dalam penerapan Penganggaran

A. TUJUAN AKHIR

Tujuan akhir adalah kontrak kinerja yang harus dicapai oleh K/L melalui

kesepakatan bersama kementerian Keuangan dan BAPENAS (Tri Lateral

Meeting) yang tertuang didalam RPJMN. Capaian RPJMN Program

Pendidikan Islam untuk PTKIN dijabarkan dalam 2 Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (2132)

2. Kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas
Teknis Lainnya Pendidikan Islam (2135)

Pada setiap kegiatan diatas diurai pada IKU, IKK, dan Capaian (Outcome)

sebagaimana ketetapan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam ADIK.
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1.

3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program

IKU Program merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur

hasil pada tingkat Program, pendekatan yang digunakan dalam

menyusun IKU Program berorientasi pada kuantitas, kualitas, dan/

atau harga. Dalam menetapkan IKU Program, K/L berkoordinasi

dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan

rumusan IKU Program dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan

rumusan IKU Program yang ada dalam dokumen Renja K/L.

Indikator Kinetja Kegiatan (IKK)

IKK merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur

keluaran (output)pada tingkat Kegiatan, dengan pendekatan yang

digunakan dalam menyusun IKK berorientasi pada kuantitas, kualitas,

dan atau harga dan dalam menetapkan IKK, K/L berkoordinasi dengan

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan serta rumusan

IKK dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan rumusan IKK

yang ada dalam dokumen Renja K/L.

Hasil (outcome)

Hasil (outcome) merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu

yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari Kegiatan

dalam satu Program. Secara umum kriteria dari hasil sebuah Program

adalah

a. mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I sesuai dengan visi,
misi dan tugas- fungsinya;

b. mendukung Sasaran strategis K/L; dan

c. dapat dilakukan evaluasi.

Rumusan hasil dalam dokumen RKA-K/L harus sesuai dengan

rumusan hasil yang ada dalam dokumen Renja K/L.

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan akhir yang akan dicapai dalam
jangka waktu tertentu, atau rangkaian tindakan-tendakan yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan, diuraikan dalam Kegiatan yang terdiri
dari Output, dan Proses Pencapaian Keluaran.

1. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu K/L
yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai keluaran (output)
dengan indikator kinerja yang terukur. Rumusan Kegiatan dalam
dokumen RKA-KL harus sesuai dengan rumusan kegiatan yang ada
dalam dokumen Renja K/L. Rumusan Kegiatan merupakan hasil
restrukturisasi tahun 2009 dan penyesuaiannya
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2. Keluaran (output)

Keluaran (output) merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa
yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Rumusan keluaran (output) dalam dokumen RKA-K/L mengambil dari
rumusan keluaran (output) yang ada dalam dokumen Renja K/L.
Rumusan keluaran (output) berupa barang atau jasa berupa:

PANDUAN

a.

jenis keluaran (output), merupakan uraian mengenai identitas dari
setiap keluaran (output) yang mencerminkan tugas fungsi unit
Satker secara spesifik;

volume keluaran merupakan data mengenai jumlah / banyaknya
kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan; dan

satuan keluaran (output), merupakan uraian mengenai satuan ukur
yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume)
keluaran (output) sesuai dengan sesuai karakteristiknya

Secara umum kriteria dari keluaran (output) adalah:

a.

b.

mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau
penugasan prioritas pembangunan nasional;
merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Satker
penanggungjawab kegiatan;
bersifat spesifik dan terukur;
untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar keluaran (output) yang
dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Satker;

untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Pembangunan Nasional)
menghasilkan keluaran (output) prioritas pembangunan nasional
yang mempunyai dampak secara nasional;

setiap Kegiatan bisa menghasilkan keluaran (output) lebih dari satu
jenis;
setiap Keluaran (output) didukung oleh komponen masukan dalam
implementasinya; dan
Revisi rumusan keluaran (output) dimungkinkan penyusunan RKA-
K/L dengan meng- acu pada Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran
K/L.

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap
keluaran (output) pada RKA-K/L maka jenis keluaran (output) dalam
RKA-K/L dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a.

Keluaran (output) barang, yang terdiri dari

1) Keluaran (output) barang infrastruktur yaitu keluaran (output)
kegiatan yang merupakan barang berwujud dan/ atau berupa
jaringan. Contoh: jalan, jembatan, bangunan, jaringan irigasi.

2) Keluaran (output) barang non infrastruktur yaitu keluaran
(output) kegiatan yang merupakan barang baik berwujucl
maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan. Contoh:
kendaraan bermotor, peralatan kantor, software aplikasi.

PERENCANAAN & PENGANGGARAN
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b. Keluaran (output) jasa, yang terdiri dari

1) Keluaran (output) jasa regulasi yaitu keluaran (output) kegiatan
yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau
pendukung administrasi birokrasi. Bentuk keluaran (output) ini
dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan. Contoh:
UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Peraturan Menteri,
Peraturan Direktur Jenderal.

2) Keluaran (output) jasa layanan non-regulasi yaitu keluaran
(output) kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan
dari suatu instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi
berkenaan. Contoh: layanan SIM, layanan SP2D, layanan BOS.

3. Proses Pencapaian Keluaran (output)
Proses pencapaian keluaran atau output terbagi dalam beberapa
tahapan, yaitu:
a. Subkeluaran (suboutput)

1) Subkeluaran (suboutput) pada hakekatnya adalah keluaran
(output);

2) Keluaran (output) yang dinyatakan sebagai Subkeluaran
(suboutput) adalah keluaran (output)-keluaran (output) yang
mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya;

3) Subkeluaran (suboutput) digunakan sebagai penjabaran dari
masing-masing barang atau jasa dalam kumpulan barang atau
jasa sejenis yang dirangkum dalam satu keluaran (output);

4) Banyaknya subkeluaran (suboutput) atau akumulasi dari volume
Sub-sub keluaran (sub-suboutput) mencerminkan jumlah volume
keluaran (output);

5) Subkeluaran (suboutput) sifatnya opsional (boleh digunakan,
boleh tidak);

6) Subkeluaran (suboutput) hanya digunakan pada keluaran
(output) yang merupakan rangkuman dari barang atau jasa yang
sejenis; dan

7) Keluaran (output) yang sudah spesifik dan berdiri sendiri
(bukan rangkuman dari barang atau jasa yang sejenis) tidak
memerlukan Subkeluaran (suboutput).

b. Komponen

1) Komponen merupakan tahapan / bagian dari proses
pencapaian keluaran (output), yang berupa paket-paket
pekerjaan;

2) Komponen dapat secara langsung mendukung pada keluaran
(output) maupun pada Subkeluaran (suboutput);

3) Komponen disusun karena kebutuhan dan relevansinya
terhadap pencapaian keluaran (output), yang terdiri atas
komponen utama dan komponen pendukung; dan

4) Antar komponen mempunyai keterkaitan yang saling
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mendukung atau bersinergi secara efektif dalam proses atau
mekanisme  pencapaian  keluaran (output), sehingga
ketidakterlaksanaan/keterlambatan pada salah satu komponen
dapat menyebabkan ketidakterlaksanaan/ keterlambatan
komponen yang lain dan juga bisa berdampak pada penurunan
kualitas, penurunan kuantitas maupun kegagalan dalam
pencapaian keluaran (output).

c. Subkomponen
1) subkomponen merupakan kelompok detil belanja, yang
disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan
Komponen input; dan
2) subkomponen sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh
tidak).

d. Akun
Akun adalah pengelompokan transaksi keuangan yang terbgi atas
dua jenis kelompok, yaitu akun pengeluran dan pendapatan.

e. Detil Belanja

Detil Belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam tiap tiap
jenis belanja yang berisikan item-item belanja.
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BAB III

OUTPUT PADA PTKIN

digunakan oleh PTKIN dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Output yang dijelaskan pada Bab III ini merupakan output yang

Anggaran. Dengan adanya deskripsi pada masing-masing output,
diharapkan adanya persamaan pengetahuan bagi para perencana PTKIN tentang
penggunaan output dan ruang lingkup penggunaannya. Dengan demikian,
harapan akan terwujudnya rencana program dan anggaran yang tepat sasaran

akan tercapai.

A. OUTPUT YANG DIGUNAKAN PADA SATUAN KERJA PTKIN
UNTUK KEGIATAN 2132 (PENINGKATAN AKSES, MUTU,
RELEVANSI, DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI

KEAGAMAAN ISLAM)

1. Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

(2132.002)

Cakupan Output Output

Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam mencakup layanan yang terdiri dari:

a. Sub output 200(RM): Penguatan Tusi Bidang Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam dari:

)

2)
3)
4)

PANDUAN

Komponen 051: Pemilihan Rektor PTKIN;
Komponen 052: Bantuan Lembaga Kemahasiswaan;
Komponen 053: Penghargaan Mahasiswa Berprestasi;
Komponen 054: Manajemen Sarana dan Prasarana
PTKI;

Komponen 055: Manajemen Beasiswa Program 5000
Doktor;

Komponen 056: Manajemen Beasiswa Mahasiswa;
Komponen 057: Bantuan Kemitraan Lembaga
Pendukung PTKI;

Komponen 058: Manajemen PTSP Izin Program Studi
Pada PTKI;
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Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

9) Komponen 059: Pemberdayaan Pengelolaan PTKIN
BLU;
10) Komponen 060: Manajemen Beasiswa Mahasiswa
Asing.
b. Sub output 400: Penyelenggaraan PTKIN (PNBP/BLU),
yang terdiri dari:
1) Komponen 051: Pemberdayaan Pengelolaan PTKIN

BLU;

2) Komponen 600: Penyelenggaraan PTKIN Bersum-ber
PNBP;

3) Komponen 700: Penyelenggaraan PTKIN Bersum-ber
BLU.

c. Sub output 401: Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan
SDM (PNBP/BLU) , yang terdiri dari:

1) Komponen 051: Pengembangan Sistem Tata Kelola,
Kelembagaan, dan SDM;

2) Komponen 052: Bantuan Hukum Institusi;

3) Kompnen 053: Peningkatan Kualifikasi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan;

4) Komponen 054: Pengembangan Kerjasama dan
Kelembagaan;

5) Komponen 055: Peningkatan mutu dan kompetensi
tenaga pendidik dan kependidikan;

6) Komponen 056: Peningkatan Mutu Perpustakaan;

7) Komponen 057: Ma’had Al Jami’ah;

8) Komponen 058: Rumah Sakit.

d. Sub output 403: Mahasiswa Penerima Penghargaan
(PNBP/BLU), terdiri dari:

1) Komponen 051: Mahasiswa Penerima Penghargaan
dalam Bentuk Uang;

2) Komponen 052: Mahasiswa Penerima Penghargaan
dalam Bentuk Barang.

e. Sub output 405: Praktikum/Kuliah (PNBP/BLU), yang
terdiri dari:

1) Komponen 051: Praktikum/Kuliah.

f. Sub output 408: Penerbitan/Publikasi Ilmiah (PNBP/
BLU), berupa komponen 051: Penerbitan/Publikasi
IImiah.

g. Sub output 411: Yudisium/Wisuda (PNBP/BLU), berupa:
komponen 051: Yudisium/Wisuda.

h. Sub output 412: Pembinaan kegiatan kemahasiswaan
(PNBP/BLU), yang terdiri dari:

1) Komponen 051: Pembinaan kegiatan kemahasis-waan;
2) Komponen 052: Pendelegasian Mahasiswa untuk
Kegiatan Nasional/Internasional;

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari RM (A00) dan
PNBP (D000/BLU (F00).

Mahasiswa/ Dosen yang Berprestasi dan Berdaya Saing (2132.003)

Cakupan Output

PERENCANAAN &

Output Mahasiswa/Dosen yang Berprestasi dan Berdaya
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Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

saing berupa:

Sub output (200) : Mahasiswa/ Dosen yang Berprestasi dan

Berdaya Saing (RM) terdiri dari :

1) Komponen 051: Penyelenggaraan Seminar Nasional dan
Internasional;

2) Komponen 052: Apresiasi dan Kreatifitas Mahasiswa
antar PTKIL

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan

prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni. (RM) (A00)

PTKI yang terakreditasi (2132.004)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Output Perguruan Tinggi yang terakreditasi ini digunakan
oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berupa:

Sub output (200) PTKI yang Terakreditasi (RM), dengan
ketentuan sebagai berikut:

Sub output dimaksud terdiri dari:

1) Komponen 051: Penguatan Lembaga Akreditasi
Mandiri Agama (LAM);

2) Komponen 052: Penguatan Akreditasi Institusi PTKI;
3) Komponen 053: Penguatan Akreditasi Program Studi;
4) Komponen 054: Visitasi AIPT PTKI;

5) Komponen 055: Visitasi APS PTKI;

6) Komponen 056: Bantuan Akreditasi Internasional.

Sub output (400) PTKI yang Terakreditasi (PNBP/BLU),
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PIKI yang akan melakukan proses Akreditasi
Kelembagaan/institusi/program studi oleh lembaga
akreditasi;

b. PTKI yang sudah terakreditasi, akan tetapi masih
mendapatkan nilai Cukup, sehingga dibutuhkan
reakreditasi;

c. PTIKI yang telah mendapatkan nilai A, dapat
melakukan pendampingan terhadap PTKIN lain yang
akan melakukan proses Akreditasi Kelembagaan/
institusi/program studji;

d. PIKI yang mempertahankan dan meningkatkan
akreditasi baik nasional maupun internasional.

Sub output dimaksud terdiri dari:

1) Komponen 051: Penguatan Lembaga Akreditasi
Mandiri Agama (LAM)

2) Komponen 052: Akreditasi Prodi

3) Komponen 053: Peningkatan Akreditasi Prodi
4) Komponen 054: Akreditasi Perpustakaan

5) Komponen 055: Akreditasi Jurnal

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00], PNBP/BLU [D00]/ [F00]
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3. Sarana Prasarana Perpustakaan pada PTKI (2132.005)

PANDUAN

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Output Sarana Prasarana Perpustakaan pada PTKI berupa:

Sub output (200) Sarana dan Prasarana Perpustakaan pada

PTKI (RM), yang memuat:

a. Komponen 051: Penambahan Koleksi Buku dan
Prasarana Perpustakaan, misalnya penambahan koleksi
buku, ebook, online jurnal, dan sebagainya termasuk
pemeliharaan bahan pustaka;

b. Komponen 052: (Peningkatan Prasarana Perpustakaan
PTKI), misalnya untuk pengadaan RFID beserta
kelengkapannya, perangkat pelayanan self service, dan
sebagainya;

Sub output (400) Sarana dan Prasarana Perpustakaan pada

PTKI (PNBP), yang memuat:

a. Komponen 051: (Peningkatan Koleksi Perpustakaan
PTKI), misalnya penambahan koleksi buku, ebook,
online jurnal, dan sebagainya termasuk pemeliharaan
bahan pustaka.

b. Komponen 052: (Peningkatan Prasarana Perpustakaan
PTKI), misalnya untuk pengadaan RFID beserta
kelengkapannya, perangkat pelayanan self service, dan
sebagainya;

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan

prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00], PNBP/BLU [D00]/ [F00]

Pengabdian kepada Masyarakat (2132.006)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

PERENCANAAN &

Output Pengabdian kepada Masyarakat berupa:

Sub output (200) Pengabdian kepada Masyarakat (RM),
mencakup: kuliah kerja nyata, pemberdayaan masyarakat,
pelayanan profesional kepada masyarakat, kegiatan
pengembangan dan pembelajaran masyarakat, programme
action research dan pengembangan wilayah terpadu, dan
program desa binaan terpadu berbasis pendidikan dalam
konteks community development.

Sub output tersebut memuat:

Komponen 051: Pengabdian Masyarakat PTKI

Sub output (400) Pengabdian kepada Masyarakat
(PNBP/BLU), mencakup: kuliah kerja nyata, pember-
dayaan masyarakat, pelayanan profesional kepada
masyarakat, kegiatan pengembangan dan pembelajaran
masyarakat, programme action research dan pengembangan
wilayah terpadu, dan program desa binaan terpadu
berbasis pendidikan dalam konteks community development.

Sub output tersebut memuat:
Komponen 051: Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
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Sumber Dana

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00]. PNBP/BLU [D00]/ [F00]

Catatan: Anggaran yang dialokasikan dari BOPTN
menggunakan Output PTKIN Penerima BOPTN (2132.050).

5. Sarana Prasarana PTKI (2132.007)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Output Sarana Prasarana PTKI berupa: Sub output (001)

Penyelesaian Terhutang (RM)

Sub output tersebut memuat:

1) Komponen 051: Penyelesaian Terhutang

Sub output (200) Sarana dan Prasarana PTKI (RM),

mencakup:

a. Sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber
belajar, bahan habis pakai;

b. prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang
pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel
kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya
listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat
bermain, tempat rekreasi. (Pasal 42-48 dalam PP No.
19/2005).

Sub output tersebut memuat:

1) Komponen 051: Pembangunan Gedung Kuliah/

Sarana Prasarana PTKIN

2) Komponen 052: Revitalisasi Peralatan Laboratorium
Saintek PTKI

3) Komponen 053: Bantuan Pembangunan Sarana dan
Prasarana PTKIS

4) Komponen 054: Pengadaan Tanah
5) Komponen 055: Penyelesaian Bangunan Mangkrak
6) Komponen 056: Penyelesaian Terhutang

Sub output (400) Sarana Dan Prasarana PTKI

(PNBP/BLU), mencakup:

a. Sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pen-
didikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar,
bahan habis pakai;

b. prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang
pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel
kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya
listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat
bermain, tempat rekreasi. (Pasal 42-48 dalam PP No.
19/2005).

Sub output tersebut memuat:
1) Komponen 051: Sarana dan Prasarana PTKI

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00]. PNBP/BLU [D00]/ [F00]
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6. Penelitian pada PTKI (2132.008)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Output Penelitian pada PTKI berupa:
Sub output (200) Penelitian pada PTKI (RM), mencakup:

seluruh kegiatan penelitian secara keseluruhan pada
lembaga mulai dari persiapan, proses dan sampai
mendapatkan output hasil penelitian dan juga Perguruan
tinggi dapat memberdayakan dan melibatkan program
studi untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan,
pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan
penelitian, sehingga mampu meningkatkan akreditasi baik
tingkat prodi, fakultas maupun Lembaga.

Sub output tersebut memuat:

1) Komponen 051: Penelitian yang Bermutu pada PTKI

2) Komponen 052: Langganan Jurnal Publikasi Ilmiah (e-
Jurnal)

3) Komponen 053: Pusat Studi Anak dan Gender

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan

prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah

Murni (RM) [A00]

Catatan: Anggaran yang dialokasikan sebesar 30% dari

dana BOPTN yang diterima PTKI untuk pembiayaan

pelaksanaan pendampingan, pelaksanaan penelitian,

seminar evaluasi, dan seminar hasil penelitian serta

publikasinya, menggunakan Output PTKIN Penerima

BOPTN (2132.050).

7. Kopertais yang Terbina (2132.009)

PANDUAN

Cakupan Output

PERENCANAAN &

Output Kopertais yang Terbina berupa:
Sub output (200) Kopertais yang Terbina (RM), mencakup:

Anggaran operasional secara keseluruhan pada lembaga
Kopertais yang penggunaannya mencakup berbagai
kegiatan, antara lain: Peningkatan kompetensi dosen
PTAIS (Workshop/Sosialisasi/ kegiatan yang sejenis),
Monitoring dan Evaluasi, penetapan penilaian angka
kredit, penilaian berkas proposal prodi PTAIS, penilaian
beban kinerja dosen, penilaian berkas sertifikasi dosen
yang berada pada lingkup PTKIS.

Sub output tersebut memuat:

1) Komponen 051: Operasional Penyelenggaraan
Kopertais

2) Komponen 052: Pendampingan Peningkatan Kualitas
PTKIN

Sub output (400) Kopertais yang Terbina (PNBP/BLU),

mencakup:

anggaran operasional secara keseluruhan pada lembaga

Kopertais yang penggunaannya mencakup berbagai

kegiatan, antara lain: Peningkatan kompetensi dosen

PTAIS (Workshop/Sosialisasi/ kegiatan yang sejenis),

Monitoring dan Evaluasi, penetapan penilaian angka
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Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

kredit, penilaian berkas proposal prodi PTAIS, penilaian
beban kinerja dosen, penilaian berkas sertifikasi dosen
yang berada pada lingkup PTKIS.

Sub output tersebut memuat:

Komponen 051: Pembinaan Kopertais

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00]. ]. PNBP/BLU [D00]/[F00]

8. Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa (2132.011)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan (UU No. 20 tahun 2003 psl 1,
BAB 1 Ketentuan umum) dan juga merupakan tenaga yang
bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan
teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan (UU No.20 THN 2003, Pasal 39 (1).

Output Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa berupa:

Sub Output (200) Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa
(RM), mencakup:

Biaya penyelenggaraan pendidikan;

Biaya hidup;

Biaya buku;

Biaya penelitian; dan/atau

Biaya kedatangan dan kepulangan

P an o

Beasiswa ini diberikan kepada tenaga kependidikan Tetap
(PNS). Komponen pembiayaan dan juga persyaratan
beasiswa selanjutnya ditetapkan oleh kebijakan masing-
masing Pimpinan PTKIN.

Sub output tersebut memuat:

komponen 051: Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 52/S3

Sub Output (400) Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa
(PNBP/BLU), mencakup:

Biaya penyelenggaraan pendidikan;

Biaya hidup;

Biaya buku;

Biaya penelitian; dan/atau

Biaya kedatangan dan kepulangan

P anoe

Beasiswa ini diberikan kepada tenaga kependidikan Tetap
(PNS). Komponen pembiayaan dan juga persyaratan
beasiswa selanjutnya ditetapkan oleh kebijakan masing-
masing Pimpinan PTKIN.

Sub output tersebut memuat:

komponen 051: Peningkatan Kualifikasi tenaga kepen-
didikan

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
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Sumber Dana

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00]. PNBP/BLU [D00]/[F00]

9. Sarana dan Prasarana PTKI Melalui SBSN (2132.012)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Output Sarana dan Prasarana PTKI Melalui SBSN mencakup

berbagai kegiatan di antaranya:

a. Pengadaan gedung dan bangunan

b. Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin

c. Pengadaan Mebeuler

d. Pengadaan infrastruktur lain yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan pembiayaan.

Dokumen penetapan pembiayaan antara Kementerian

Keuangan dengan pemrakarsa proyek menjadi dasar

pembiayaan proyek-proyek yang akan dilaksanakan sesuai

dengan target, sasaran dan output yang akan dicapai.

Sub output (300) Sarana dan Prasarana Pembiayaan melalui

SBSN, yang memuat:

1) Komponen 051: Peningkatan Sarana dan Prasarana PTKI
melalui SBSN

2) Komponen 052: Manajemen SBSN

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan

prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dialokasikan dari SBSN-PBS [K03].

10. Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi (2132.013)

PANDUAN

Cakupan Output

PERENCANAAN &

Beasiswa Afirmasi merupakan kebijakan pemerintah untuk

memberikan beasiswa bagi kelompok masyarakat yang

membutuhkan perlakuan khusus. Dengan adanya beasiswa
afirmasi ini, diharapkan putra-putri terbaik dari kelompok
masyarakat tersebut dapat mengikuti studi pada Perguruan
Tinggi Agama Islam Negeri. Sasaran utama dari Beasiswa
Afirmasi adalah:
a. Daerah Perbatasan; yaitu wilayah kabupaten/kota yang
secara geografis dan demografis berbatasan langsung
dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan
perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut,
yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam,
mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan
(terluar).
b. Daerah Tertinggal; yaitu daerah dengan pencapaian
pembangunan yang rendah dan diperhitungkan memiliki
indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber
daya manusia di bawah rata-rata indeks nasional.
Output tersebut terdiri dari Sub output:
a. Beasiswa Afirmasi Mahasiswa PTKI (200), yang memuat:
1) Komponen 052: Beasiswa Afirmasi PTKI Adiktis
(Rekrutmen Baru)

2) Komponen 053: Beasiswa Afirmasi PTKI Adiktis (On
Going 2018)

3) Komponen 054: Beasiswa Afirmasi PTKI Adiktis (On
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Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Going 2017)
Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A0O].

11. Dosen Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi (2132.014)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Output Dosen Non PNS Penerima Tunjangan profesi

mencakup dosen non PNS pada PTKIS dan dosen non PNS

pada PTKIN yang sudah tersertifikasi.

Output ini berisi Sub Output (001) Dosen Non PNS Penerima

Tunjangan Profesi (RM), Output dimaksud memuat:

a. Komponen 004: Dukungan Operasional Penyeleng-garaan
Pendidikan

b. Komponen 051: Tunjangan Profesi Dosen Non PNS

Akun yang digunakan 511521 (Belanja Tunjangan Tenaga

Pendidik Non PNS)

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah

Murni (RM) [A00].

12. Peningkatan Mutu Akademik PTKI (2132.016)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Penggunaan Output ini dipergunakan untuk mewadahi
anggaran peningkatan mutu akademik dan penguatan
integritas Islam dan sain di PTKI, dengan sumber dana
Rupiah murni dan PNPB/BLU. Cakupan Jenis Kegiatan pada
output ini meliputi Seminar/ Rapat / Sosialisasi / Diseminasi
/ Bimbingan Teknis / Workshop/Sarasehan/
Simposium/Lokakarya / Focus Group Discussion dan atau
Kegiatan Sejenis sesuai dengan program prioritas pada
masing-masing satuan kerja.

Output ini berisi Sub Output (200) Peningkatan Mutu
Akademik PTKI (RM), yang memuat:

a. Komponen 051: Peningkatan Mutu Akademik PTKI

b. Komponen 052: Senior Experten Service (SES)

c. Komponen 053: Beasiswa Master Leading to Doktoral DN
Output ini berisi Sub Output (400), Sub Output ini yang
memuat:

Komponen 051: Peningkatan Mutu Akademik PTKI

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00] dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) [D00].

13. Dosen Yang Tersertifikasi (2132.019)

Cakupan Output

Penggunaan Output ini untuk mewadahi dukungan anggaran
untuk proses sertifikasi dosen di PTKI dimana lingkup
kegiatan output ini meliputi koordinasi, sosialisasi, proses
penilaian portofolio dan kegiatan yang menunjang
terlaksananya sertifikasi dosen PNS, dan Dosen Non PNS.

PANDUAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN



Output ini berisi Sub Output (001) Dosen yang Tersertifikasi
(RM), Sub Output tersebut terdiri dari:

a. Komponen 051: Sertifikasi Dosen PTKI

b. Komponen 052: Sertifikasi Guru PAI melalui SG-PPGJ

Akun Yang Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
Digunakan prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
Sumber Dana Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah

Murni (RM) [A00].

14. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan Mutunya
(2132.021)

Cakupan Output Penggunaan output ini untuk mewadahi anggaran
peningkatan kemampuan Bahasa asing bagi pendidik dan
tenaga kependidkan di PTKI. Ruang lingkup Kegiatan ini
meliputi short course, training, sertifikasi keahlian, dan
kegiatan lainnya yang dilaksanakan di dalam maupun di luar
negeri.

Output tersebut berisi Sub Output (200) Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang ditingkatkan mutunya (RM), yang
memuat:
a. Komponen 051: Penguatan Kemampuan Bahasa Asing
bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
b. Komponen 052: Sensus PTKI
Akun Yang Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
Digunakan prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber Dana Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00].

15. Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan

Akademik [PPA] (2132.022)

Cakupan Output Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik diberikan
kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik
dan/atau non akademik.

Output tersebut berisi Sub Output (001) Mahasiswa Penerima

Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (RM), Sub

Output dimaksud memuat:

a. Komponen 051: Beasiswa Peningkatan Prestasi dan
Akademik

b. Komponen 052: Beasiswa Mahasiswa Asing (51,52, dan S3)

c. Komponen 053: Beasiswa Peningkatan Prestasi dan

Akademik (PNBP/BLU)
Akun Yang Akun yang di pergunakan dalam output ini adalah 521231
Digunakan (Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang).
Sumber Dana Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah

Murni (RM) [A00] dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP [DO00]

16. Mahasiswa Penerima Program Pemagangan (2132.024)
Cakupan Output Output Mahasiswa Penerima Program Pemagangan
mencakup program pemagangan mahasiswa pada dunia
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usaha /dan atau industri (di dalam maupun luar negeri), yang

dikelola oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

maupun PTKIN, dengan ketentuan:

a. Program pemagangan yang dikelola oleh Direktorat
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ini menjadi tanggung
jawab dan kewenangan dari Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam;

b. Program pemagangan yang dikelola oleh PTKIN, proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ini
menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari PTKIN
masing-masing;

Indikator output ini adalah jumlah mahasiswa PTKI yang

mendapatkan program pemagangan pada dunia usaha / dan

atau industri.

Akun Yang Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
Digunakan prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
Sumber Dana Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah

Murni (RM) [A00].

17. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kajian Keislaman (Prodi Ilmu
Dasar) (2132.025)

Cakupan Output Beasiswa Kajian Kelslaman (Prodi Ilmu Dasar) mencakup
prodi ilmu-ilmu Dirasah Islamiyah yang cenderung langka
peminat pada penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya,
seperti kajian tafsir, hadits, tafsir hadis, figih, pada fakultas
ushuludin, syariah, dakwah, dan lain sebagainya yang
sifatnya kondisional menurut kebutuhan masing-masing
PTKIN.

Indikator Keberhasilan dari kegiatan yang dikembangkan
pada output ini adalah meningkatnya jumlah mahasiswa
PTKIN yang kuliah pada prodi-prodi langka peminat.
Output ini berisi Sub Output (200) Mahasiswa Penerima
Beasiswa Kajian Keislaman/Prodi Ilmu Dasar Islam (RM),
yang memuat:

Komponen 051: Beasiswa Kajian Keislaman

Output ini berisi Sub Output (400) Mahasiswa Penerima
Beasiswa Kajian Keislaman/Prodi Ilmu Dasar Islam
(PNBP/BLU), yang memuat:

Komponen 051 : Beasiswa Kajian Keislaman

Akun Yang Akun yang di pergunakan dalam output ini adalah 521231
Digunakan (Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang).
Sumber Dana Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah

Murni (RM) [A00] dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) [D00]

18. Prodi Terakreditasi Menjadi Minimal B (2132.027)
Cakupan Output Penggunaan output ini [berupa sub output (200) Prodi yang
Terkreditasi Menjadi Minimal B (RM)], mencakup:

seluruh kegiatan yang mendukung proses akreditasi, mulai
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Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

dari persiapan (seperti seminar, workshop, lokakarya, dan
lain-lain) hingga pelaksanaan visitasi.

Penggunaan output ini diharapkan dapat meningkatkan
akreditasi ~ masing-masing  Program  Studi  untuk
meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi menjadi minimal B.
Output tersebut berisi Sub Output (200) Prodi yang
Terkreditasi Menjadi Minimal B (RM), Sub output tersebut
memuat:

Komponen 051: Percepatan Akreditasi Prodi PTKI
Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00].

19. Mahasiswa Baru (2132.031)

PANDUAN

Cakupan Output

PERENCANAAN &

Rekruitmen mahasiswa baru oleh perguruan tinggi pada

Kementerian Agama dilakukan dengan sistem online melalui

jalur SPMB-PTAIN yang terdiri dari dua model jalur masuk

ditambah dengan jalur lokal, yaitu:

a. Jalur Seleksi SPAN-PTKIN adalah model seleksi yang
dilaksanakan berdasarkan prestasi calon mahasiswa
baru. Pendaftaran online ini dilaksanakan melalui situs
resmi www.span-ptkin.ac.id.

b. Jalur Seleksi UM-PTKIN adalah jalur masuk tujuan
menyaring mahasiswa baru melalui jalur ujian tulis.
Pendaftaran online ini dilaksanakan melalui situs resmi
www.um-ptkin.ac.id.

c. Jalur seleksi SPMB-PTAIN secara lokal, yang
memberikan hak penuh kepada PTKIN masing-masing
untuk melakukan penerimaan dan menseleksi
mahasiswa yang mendaftar melalui jalur lokal sesuai
dengan kuota yang telah di tetapkan.

Catatan:

e Alokasi anggaran jalur seleksi SPAN-PTKIN dan UM-
PTKIN dari sumber dana Rupiah Murni (RM)

e Alokasi anggaran jalur Seleksi Lokal dari sumber dana
PNBP/BLU

e Bagi Satuan kerja dengan pola penganggaran Badan
Layanan Umum pada umumnya membuka jalur mandiri
dengan biaya pendaftaran sesuai dengan tarif layanan
BLU masing-masing satker. Proses rekuitmen mahasiswa
baru melalui jalur ini sesuai dengan kebijakan masing-
masing Satker.

Penggunaan output ini mencakup seluruh proses rekruitmen

dan seleksi mahasiswa baru dari semua jalur, dilanjutkan

dengan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan

Kemahasiswaan (PBAK) atau kegiatan sejenis lainnya sebagai

sarana untuk memberikan informasi awal tentang sistem

perkuliahan

dan sistem administrasi pada perguruan tinggi.

Output tersebut berupa Sub Output (200) Penerimaan
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Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Mahasiswa Baru (RM), terdiri dari:
Komponen 051: Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru

Output tersebut berupa Sub Output (400) Penerimaan
Mahasiswa Baru (PNBP/BLU)

Komponen 051: Penerimaan Mahasiswa Baru

Penggunaan output ini mencakup seluruh proses rekruitmen
dan seleksi mahasiswa baru dari semua jalur, dilanjutkan
dengan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan
Kemahasiswaan (PBAK) atau kegiatan sejenis lainnya sebagai
sarana untuk memberikan informasi awal tentang sistem
perkuliahan dan sistem administrasi pada perguruan tinggi.
Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00] dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) [D00]

20. Bidik Misi PTKI (2132.035)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

21. Sarana Prasarana
Cakupan Output

Beasiswa Bidik Misi atau singkatan Bantuan Pendidikan

Miskin Berprestasi merupakan suatu upaya pemerintah

dalam membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi anak-

anak kurang mampu namun berprestasi untuk dapat

mengenyam bangku perkuliahan. Terutama di perguruan

tinggi negeri.

Catatan:

e Alokasi beasiswa Bidikmisi dari sumber dana Rupiah
Murni (RM)

e Akun yang digunakan adalah 574111 (Belanja Bantuan
Sosial Untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang)

e Volume output sesuai pagu yang diterima dari Unit
Eselon I (Direktorat Jenderal Pendidikaan Islam)

Output tersebut berisi Sub Output (001) Bidik Misi PTKI

(RM), Sub Output tersebut terdiri dari:

a. Komponen 051: Bidik Misi (rekruitmen baru)

b. Komponen 052: Bidik Misi (on going 2019 - 2 semester)

c. Kompnen 053: Bidik Misi (on going 2018 -2 semester)

d. Komponen 054: Bidik Misi (On going 2017 - 2 semester)
e. Komponen 055: Bidik Misi (On going - 1 semester)

Akun yang di pergunakan dalam output ini 574111 (Belanja
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk
Uang).

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A0O].

PTKIN melalui P/HLN (2132.039)

Peningkatan sarana dan prasarana di PTKIN mutlak untuk
terus dilakukan. Terbatasnya anggaran pada Kementerian
Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
mengharuskan PTKIN bergerak mencari peluang pembiayaan
dalam hal pemenuhan sarana prasarana. Salah satunya adalah
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22,

23. Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Tahfidz Al Qur’an

PANDUAN

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

dengan bekerjasama dengan pihak Luar Negeri dalam
membiayai proyek-proyek sarpras yang berskala besar dan
bersifat multiyears, dengan indikator keberhasilan dari
program yang dikembangkan dalam output ini adalah
terpenuhinya sarana prasarana yang berkualitas melalui
kerjasama Luar Negeri.

Keluaran ini digunakan untuk mewadahi anggaran yang
berasal dari hasil kerjasama Luar Negeri dalam bentuk
pinjaman/bantuan ~ Luar  Negeri  yang  meliputi
Penyelenggaraan Kegiatan Pendamping P/HLN maupun
Peningkatan Sarana dan Prasarana PTKI melalui P/HLN,
antara lain mencakup:

a. Pengadaan sarana prasarana beserta infrastrukturnya;

b. Pengadaan Konsultan;

Pengelolaan administrasi proyek;

Pengembangan Kurikulum;

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan.

® a0

Output tersebut terdiri dari:

a. Sub Output (200) Sarana dan Prasarana PTKIN melalui
P/HLN (Program 4in1), berupa:
1) Komponen 051: Penyelenggaraan  Kegiatan
Pendamping P/HLN.
2) Komponen 052: Peningkatan Sarana dan Prasarana
PTKI melalui P/HLN
b. Sub Ouput (701) Sarana dan Prasarana PTKIN melalui
P/HLN (Program 6 in 1).
c. Sub Output (702) Sarana dan Prasarana PTKIN melalui
P/HLN (Program Saudi Fund for Development), berupa:
1) Komponen 051: Penyelenggaraan  Kegiatan
Pendamping P/HLN
2) Komponen 052: Peningkatan Sarana dan Prasarana
PTKI melalui P/HLN
Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari P/HLN
maupun Rupiah Murni (RM) [A00].

Penyelenggaraam LPTK (2132.040)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

PERENCANAAN &

Output Penyelenggaraam LPTK untuk mewadahi seluruh
anggaran kegiatan Pelatihan dan Latihan Profesi Guru
(PLPG) /Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Output tersebut berisi :

Sub output (001) Penyelenggaraan LPTK (RM) yang memuat
komponen 051: Reformasi LPTK

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00].
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24.

25.

(2132.041)
Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Dosen dan Guru

(2132.044)
Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang telah terdaftar
dan memenubhi syarat akademik berdasarkan peraturan yang
ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Ruang lingkup bantuan beasiswa diberikan kepada

mahasiswa berprestasi dalam bidang hafalan Al-Qur’an

untuk biaya pendidikan dan/atau biaya keperluan lainnya
yang mendukung penyelesaian pendidikan.

Output tersebut terdiri dari:

a. Sub output (200) Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa
Tahfidz Al Qur'an (RM), yang memuat komponen 051:
Pemberian Beasiswa Tahfidz Al Qur’an;

b. Sub output (400) Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa
Tahfidz Al Qur'an (PNBP/BLU), yang memuat
komponen 051: Pemberian Beasiswa Tahfidz Al Qur’an;

Akun yang digunakan untuk output ini adalah 521231
(Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang).

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00].

Besar PTKI yang ditingkatkan kompetensinya

Program peningkatan kompetensi dosen dan guru besar
meliputi short course, workshop, seminar, training, dan
kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kompetensi
dosen dan guru besar baik di dalam maupun di luar negeri.
Output tersebut berisi:

sub output (200) Dosen dan Guru Besar PTKI yang

ditingkatkan Kompetensinya (RM), yang memuat:

a. Komponen 051: Peningkatan Mutu dan Kompetensi Dosen
dan Guru Besar PTKI

. Komponen 052: Akselerasi Guru Besar PTKI

c. Komponen 053: Akselerasi Lektor Kepala Untuk PTKIN di
3T

d. Komponen 059: Pemilihan Rektor PTKIN

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah Murni
(RM) [A00].

Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya

(2132.045)
Cakupan Output

Program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
meliputi studi lanjut, short course, training, bimbingan teknis,
sosialisasi, sertifikasi keahlian, dan kegiatan lainnya yang
bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.
Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
dapat dilaksanakan di dalam maupun luar negeri. Output
tersebut berisi:
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Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Sub output (200) Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan

Kompetensinya (RM), yang terdiri:

a. Komponen 051: Peningkatan Kompetensi Laboran dan
Pustakawan PTKI

b. Komponen 052: Pembibitan Fresh Graduate (On Going)

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan

prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah Murni
(RM) [A00].

26. Beasiswa dosen S3 dalam negeri (2132.048)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Sebagai salah satu komponen penting dalam proses
pembelajaran, eksistensi tenaga pendidik/dosen perlu
ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya,
Salah satu program yang dikembangkan oleh pemerintah
adalah dengan memberikan beasiswa bagi tenaga
pendidik/dosen untuk mengikuti program doktor (S3) di
dalam negeri, sehingga mampu berkontribusi dalam
peningkatan daya saing bangsa. Melalui program ini pula
diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga
pendidik/dosen PTKI yang memiliki kualifikasi akademik
doctor (S3) sesuai dengan amanat pasal 46 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen.
Pemberian beasiswa ini antara lain meliputi biaya SPP, living
cost, operasional dalam pembelajaran dan penyelesaian tugas
akhir bagi tenaga pendidik/dosen PNS maupun Non PNS.
Lebih lanjut proses pemberian beasiswa ini diatur dalam juknis
beasiswa.

Output tersebut terdiri dari Sub Output (001) Beasiswa Dosen
53 Dalam Negeri (RM)

a. Komponen 051: Pemberian Beasiswa Dosen S3 Dalam
Negeri
b. Komponen 052: Beasiswa Dosen S3 - DN (Rekruitment Baru)
c. Komponen 053: Beasiswa Dosen S3 - DN (On Going)
d. Komponen 054: Beasiswa Master Leading to Doctoral - DN
(On Going)
Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah Murni
(RM) [A00].

27. Beasiswa Dosen S3 Luar Negeri (2132.049)

PANDUAN

Cakupan Output

PERENCANAAN &

Program beasiswa S3 untuk dosen, yaitu program beasiswa
yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik
(Dosen) pada PTKIN/S dalam rangka untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan PTKIN/S, beasiswa ini diberikan
kepada dosen pada PTKIN/S yang telah berpendidikan S2
untuk menjadi S3. Secara khusus program ini dicanangkan
melalui program 5.000 doktor yang ditargetkan dalam kurun
waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2015-2019, atau 1.000 orang
doktor setiap tahun, dalam dan luar negeri.
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Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Keluaran Beasiswa Dosen S3 Luar Negeri diharapkan mampu

menghasilkan lulusan yang memiliki kapabilitas intelektual

yang mumpuni dan mampu berkontribusi dalam peningkatan

daya saing bangsa.

Output tersebut terdiri dari Sub Output (001) Beasiswa Dosen

S3 Luar Negeri (RM)

a. Komponen 051: Pemberian Beasiswa Dosen S3 Luar Negeri

b. Komponen 052: Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan
S3 - LN (Rekruitmen Baru)

c. Komponen 053: Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan
52 dan S3 - LN (On Going)

Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan

prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah Murni
(RM) [A00].

28. PTKIN Penerima BOPTN (2132.050)

Cakupan Output

Program BOPTN bertujuan untuk menjaga kelangsungan
proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi Negeri sesuai
dengan pelayanan minimal dan juga untuk menutupi
kekurangan biaya operasional di Perguruan Tinggi. Dana ini
dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
Praktikum, Penjaminan mutu Akademik, Kegiatan
Kemahasiswaan, Pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi, Pembiayaan Dosen tamu dan Dosen luar biasa,
Honorarium Dosen tetap bukan PNS dan tenaga kependidikan
bukan PNS, Kegiatan Makhad Al-jamiah, Pengembangan
kerjasama kelembagaan, Akreditasi Mandiri dan Institusi,
Peningkatan Akreditasi PTKI, Pemenuhan Bahan Pustaka,
Pengabdian kepada masyarakat, Sarana dan prasarana
sederhana, Penelitian, Penerbitan/publikasi ilmiah,
Penerimaan mahasiswa baru, Pemeliharaan, Operasional dan
layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan penunjang aktivitas
Perguruan Tinggi, kegiatan prioritas dalam Renstra Perguruan
Tinggi dan Peningkatan Mutu Akademik. Output tersebut
terdiri dari

Sub output (500
Sub output (501

( PTKIN Penerima BOPTN
( Penelitian pada PTKIN (BOPTN)
Sub output (502) Penjaminan Mutu (BOPTN)
Sub output (503) Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)
Sub output (504) Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (BOPTN)
Sub output (505) Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa
(BOPTN)
g. Sub output (506) Dosen Tetap Bukan PNS dan Tenaga
Kependidikan Bukan PNS (BOPTN)
h.  Sub output (507) Ma had Al-Jami ah (BOPTN)
i.  Sub output (508) Pengembangan Kerjasama Kelembagaan
(BOPTN)
j. Sub output (509) Akreditasi Mandiri dan Akreditasi
Institusi (BOPTN)
k. Sub output (510) Peningkatan Akreditasi PTKI (BOPTN)

o a0 o
N N N N’

[ma)
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29.

30.

31.

PANDUAN

—

Sub output (511) Bahan Pustaka (BOPTN)

m. Suboutput (512) Pengabdian kepada Masyarakat (BOPTN)

Sub output (513) Sarana dan Prasarana Sederhana

(BOPTN)

0. Sub output (514) Penelitian (BOPTN)

Sub output (515) Penerbitan/Publikasi Ilmiah (BOPTN)

Sub output (516) Penerimaan Mahasiswa Baru melalui

UM-PTKIN (BOPTN)

r.  Sub output (517) Penerimaan Mahasiswa Baru (BOPTN)

. Sub output (518) Pemeliharaan (BOPTN)

t.  Sub output (519) Operasional dan Layanan Perkantoran
(BOPTN)

u. Sub output (520) Pelaksanaan Kegiatan Penunjang
(BOPTN)

v. Sub output (521) Kegiatan lain yang merupakan prioritas
dalam Renstra Perguruan Tinggi masing-masing (BOPTN)

w. Sub output (522) Peningkatan Mutu Akademik (BOPTN)

komponen 004: Dukungan Operasional Penyelenggaraan

s

el

Pendidikan
Akun Yang Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
Digunakan prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
Sumber Dana Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah Murni
(RM) [A00].

PTKI yang Menyelenggarakan Kerjasama antar Lembaga

(2132.051)

Cakupan Output Output 051 tidak memiliki sub output dan komponen

Akun Yang Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
Digunakan prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
Sumber Dana Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah

Murni (RM) [A00].

Kelembagaan PTKI yang Bermutu (2132.052)

Cakupan Output Output 052 tidak memiliki sub output dan komponen
Akun Yang Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
Digunakan prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
Sumber Dana Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah

Murni (RM) [A00].

Layanan Sarana dan Prasarana Internal (2132.951)

Cakupan Output Layanan Internal (overhead) merupakan jenis keluaran
(output) dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang terkait
dengan terselenggaranya layanan manajemen Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam yang meliputi kebutuhan:

a. Kendaraan Bermotor
b. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
c. Peralatan dan Mesin
d. Gedung dan Bangunan
e. Pengadaan Tanah
Output tersebut terdiri dari:
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Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

a. Sub Output (002) Tidak ada komponen di aplikasi
sementara di excel ada
b. Sub Output (003) Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi.
Komponen 009: Data dan Informasi
c. Sub Output (004) Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
Komponen 007: Peralatan Mesin
d. Sub Output (005) Gedung dan Bangunan
Komponen 008: Gedung dan Bangunan
Komponen 054: Pembangunan/renovasi gedung
dan bangunan
e. Sub Output (007) Pengadaan Tanah (RM)
Komponen 006: Tanah
f.  Sub Output (402) Pengadaan Tanah (PNBP/BLU)
Komponen 006: Tanah
Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.

Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00].

32. Layanan Perkantoran (2132.994)

Cakupan Output

Akun Yang
Digunakan

Sumber Dana

Keluaran Layanan Perkantoran dalam kegiatan 2132
(Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya
Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam) lebih ditujukan
untuk mewadahi detil aktivitas dalam rangka pemenuhan
kebutuhan yang terkait dengan terselenggaranya pelayanan
perkantoran. Output tersebut terdiri dari Sub Output (400)
Layanan Perkantoran (PNBP/BLU) yang terdiri dari :

a. Komponen 001 : Gaji dan Tunjangan

b. Komponen 002 : Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Akun yang di pergunakan dalam output ini menyesuaikan
prinsip penggunaan akun dalam bagan akun standar.
Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Rupiah
Murni (RM) [A00].
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BAB IV
KLASIFIKASI AKUN PENDAPATAN
DAN JENIS BELANJA

penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian

pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan
didasarkan pada pengungkapan informasi kinerja berupa capaian output dan
outcome. Untuk memperoleh informasi tersebut, diperlukan penggunakan dasar
pengukuran sama dalam suatu siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus
pengelolaan keuangan negara dimaksud, yang dimulai dari tahap perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan
negara.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melalui Bagan
Akun Standar. Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi
terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis
sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran,
dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini digunakan dalam sistem
yang terintegrasi. Integrasi dilaksanakan dengan penggunaan klasifikasi atau
kode pengukuran yang sama untuk setiap tahapan dalam siklus pengelolaan
keuangan negara. Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan
perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar
merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan
pemerintah.

Penetapan pengunaan Bagan Akun Standar sebagai pedoman dalam mekanisme
pengelolaan keuangan negara didahului dengan pembentukan suatu kerangka
dasar dalam bentuk satu kerangka kerja (single framework) Bagan Akun Standar.
Dengan adanya single framework ini, maka Bagan Akun Standar memfasilitasi
kebutuhan klasifikasi para penggunanya. Bagan Akun Standar tidak hanya
menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan
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keuangan seperti akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan lain-lain. Oleh karena itu pada bagian ini kami mencoba
membatasi penjelasan ini hanya pada akun pendapatan dan jenis belanja yang
digunakan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
Kementerian Agama.

A. AKUN P ENDAPATAN

Akun pendapatan yang dimaksud adalah biaya pungutan yang dilakukan
oleh masing-masing satuan kerja khususnya pada Perguruan Tinggi baik
Satker PNBP (Non BLU) maupun Satker Badan Layanan Umum (BLU).
Adapun penggunaan Akun Pendapatan yang dipergunakan adalah sebagai
berikut:

1. Akun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (425411) Digunakan
untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Ujian/Seleksi Masuk
Pendidikan pada Sekolah maupun Perguruan Tinggi Pemerintah
(PTP).

b. Pendapatan Biaya Pendidikan (425412) adalah Digunakan untuk
mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Pendidikan di Sekolah
maupun PTP yang dibayarkan selama masa pendidikan antara lain
berupa uang kuliah tunggal, SPP, uang praktikum, cuti akademik,
semester pendek, bimbingan karya ilmiah akhir, Praktik Kerja Lapangan,
ujian remedial, dan ujian komprehensif.

c. Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
(425413) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kegiatan
penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang
dilakukan oleh Sekolah maupun PTP, antara lain kerjasama dengan
instansi pemerintah/swasta dalam rangka kajian reorientasi
pembangunan pedesaan, kajian dalam kebijakan strategis dalam
pemetaan cluster sektor unggulan, kajian pemberdayaan ekonomi
rakyat berbasis ekonomi kreatif ).

d. Pendapatan Pendidikan Lainnya (425419) Digunakan untuk
mencatat seluruh pendapatan pendidikan pada Sekolah maupun PTP
selain pendapatan wujian masuk/ seleksi masuk pendidikan,
pendapatan biaya pendidikan, dan pendapatan penelitian,
pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Antara lain berupa
wisuda, kartu perpustakaan, penjualan hasil praktik pendidikan, dan
pendapatan try out.

e. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam pedoman ini tetap
merujuk kepada BaganAkun Standar.
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2. Akun Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

a. Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112) adalah Digunakan
untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun
PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan
Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain.
Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh
BLU dengan core business layanan pendidikan, walaupun terdapat
pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti perguruan
tinggi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan,
mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.

b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha (424312)
adalah Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama
dengan pihak lain : Lembaga/Badan usaha.

c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911) adalah Kode
akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan
layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.

d. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam pedoman ini tetap
merujuk kepada Bagan Akun Standar.

B. JENIS BELANJA

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka
sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-K/L dan
pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan
memakai norma Bagan Akun Standar. Penyempurnaan dilakukan secara
terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
proses penganggaran. Saat ini ketentuan yang mengatur Jenis Belanja
didalam Bagan Akun Standar adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dan KEP-211/PB/2018 tentang
Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Adapun
penerapan Jenis Belanja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
(PTKIN) adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai (51) adalah Pengeluaran yang merupakan kompensasi
terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus
dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik
kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka
mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode
tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Belanja pegawai meliputi :
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a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS;
b. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS;
c. Belanja Lembur.

2. Belanja Barang (52) adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian
barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa
yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada
masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja
barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja
barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.
Belanja Barang meliputi:

Belanja Barang Operasional dan Non Operasional;

Belanja Barang Persediaan;

Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Perjalanan;

Belanja Barang dan Jasa BLU.

me a0 o

3. Belanja Modal (53) adalah Pengeluaran anggaran dalam rangka
memperoleh atau menambah asset tetap dan/atau asset lainnya yang
memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan)
serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi asset tetap atau asset
lainnya yang ditetapkan pemerintah. Asset tetap tersebut dipergunakan
untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan
masyarakat umum/publik serta akan tercatat didalam neraca satker
K/L. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 6 (enam) kategori
utama:

Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Belanja Modal Lainnya;

Belanja Modal BU.

mo a0 g

4. Belanja Sosial (57) adalah Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau
jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Bantuan
sosial yang diberikan meliputi: Belanja Bantuan Sosial untuk
Perlindungan Sosial;

C. AKUN BELANJA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYUSUNAN
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RKA DI PTKIN

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dimaksudkan untuk
mensinkronkan perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-KL dan
pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan
memakai norma Bagan Akun Standar. Penyempurnaan dilakukan secara
terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
proses penganggaran.

Ada beberapa Akun di dalam jenis belanja yang lazim digunakan untuk
kegiatan di PTKIN, di antaranya adalah:

1. Belanja Pegawai (51)

511111 Belanja Gaji Pokok PN | Digunakan untuk pembayaran gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil.
511119 Belanja Pembulatan Gaji Digunakan untuk mencatat pengeluaran
PNS pembayaran pembulatan gaji pokok PNS.
Belan].a Tur}] angan Digunakan untuk mencatat pengeluaran
511121 Suami/Istri . .2
PNS pembayaran tunjangan suami/istri PNS.
511122 Belanja Tunjangan Anak Digunakan untuk mencatat pengeluaran
PNS pembayaran tunjangan anak PNS.
Belanja Tunjangan Digunakan untuk mencatat pengeluaran
511123 Struktural .
PNS pembayaran tunjangan struktural PNS.
Belan 2 Tunjangan Digunakan untuk mencatat pengeluaran
511124 Fungsional . .
PNS pembayaran tunjangan fungsional PNS.
. . Digunakan untuk mencatat pengeluaran
511125 I]ile\};n] a Tunjangan PPh pembayaran tunjangan PPh PNS, termasuk PPh
Tunjangan Kinerja.
511126 Belanja Tunjangan Beras Digunakan untuk mencatat pengeluaran
PNS pembayaran tunjangan beras berbentuk uang.
Digunakan untuk mencatat pengeluaran
511129 Belanja Uang Makan pembayaran tunjangan uang makan PNS.
PNS Dirinci sesuai jumlah PNS berdasarkan
golongan/hari.
511151 Belanja Tunjangan digunakan untuk Mencatat Pembayaran
Umum PNS Tunjangan Umum PNS.
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511153

Belanja Tunjangan
Profesi Dosen

digunakan untuk Mencatat Pembayaran
Tunjangan Profesi Dosen, dengan
mencantumkan jumlah dosen penerima tun-
jangan dengan volume satuan 1 (satu) tahun.

511154

Tunjangan Kehormatan
Profesor

digunakan untuk Mencatat Pembayaran
Tunjangan Kehormatan Profesor, dengan
mencantumkan jumlah profesor penerima
tunjangan dengan volume 1 (satu) tahun.

511521

Belanja Tunjangan
Tenaga Pen- didik Non
PNS

Digunakan untuk mencatat pembayaran
tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk
tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS.

512211

Belanja Uang Lembur

Digunakan untuk mencatat pembayaran
uang lembur termasuk uang makan yang
dibayarkan dalam rangka lembur. Uang lembur
dirinci sesuai jumlah pegawai/golongan/jam
dan uang makan lembur dirinci sesuai jumlah
pegawai/ golongan/hari.

512411

Belanja Pegawai
(Tunjangan Khusus/
Kegiatan)

digunakan untuk pembayaran tunjangan
khusus/kegiatan dan pembiayaan
kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan
diberikan kepada pegawai yang berhak
mendapat tunjangan kinerja, dengan merinci
jumlah pegawai dan besaran tunjangan pada
masing-masing kelas jabatannya (Grading)
selama 13 Bulan.

511137

Belanja Tunjangan Tugas
Belajar

digunakan untuk pengeluaran pembayaran
tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa
pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca
Sarjana PNS.

2. Belanja Barang (52)

KODE

AKUN PENJELASAN PENGGUNAAN

Belanja

Barang

521111 Belanja Keperluan | Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan

Perkantoran

sehari-hari perkantoran yang secara langsung

menunjang kegiatan opera- sional Kementerian negara/

lembaga, namun tidak menghasil- kan barang
persediaan yang terdiri antara lain :

1) Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai
yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara
lain pembelian alat-alat tulis, perlengkapan
perkantoran, barang cetak, alat- alat rumah tangga,
biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya
penerimaan tamu dan lain-lain.

2) Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah
pegawai an- tara lain biaya satpam/pengaman
kantor, cleaning service, so- pir, tenaga lepas (yang
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dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet,
komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggan-
tian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.
Biaya sat- pam/pengaman kantor & cleaning service
harus didasarkan atas kontrak (SPK).

3) Digunakan untuk mencatat membiayai
pengadaan/penggan- tian inventaris yang
berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi
kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. Contoh :
Biaya Koneksi Internet & VPN, Biaya Jasa
Kebersihan, keamanan, pengemudi, resepsionis,
pencetakan buku kerja, kalender, dan lain-lain.

521113

Belanja Penambah
Daya Tahan Tubuh

Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan
bahan makanan/minuman yang bergizi yang dapat
menambah/mening- katkan/ mempertahankan daya
tahan tubuh pegawai ASN yang diberi tugas
melaksanakan tugas dan fungsi kantor yang dapat
memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai
dimaksud. Seperti: Petugas x-ray, laboran kimia, dan
lain-lain.

521114

Belanja Pengiriman
Surat Dinas Pos
Pusat

Digunakan untuk mencatat membiayai Pengiriman
surat menyurat dalam rangka kedinasan yang
dibayarkan oleh Kemen- terian Negara/lembaga.

521115

Belanja Honor
Operasional Satuan
Kerja

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang
terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja
seperti, honor peja- bat kuasa pengguna anggaran,
honor pejabat pembuat komit- men, honor pejabat
penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor
Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka,
Honor Staf Pe-ngelola Keuangan, Honor Pengelola
PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan
sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang
mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor
Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor
Operasional Satu- an Kerja merupakan honor yang
menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan
pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus
dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.

521119

Belanja Barang
Operasional
Lainnya

Digunakan untuk membiayai pengadaan barang yang
tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111,
521112, 521113,521114 dalam rangka kegiatan
operasional.

521211

Belanja Bahan

Digunakan untuk pembayaran  biaya bahan pendukung
kegiatan (yang habis dipakai) seperti: ATK, Konsumsi/ Bahan
Makanan, Bahan Cetakan, Dokumentasi, Spanduk, Biaya
Fotokopi, yang diperlukan dalam pelak- sanaan kegiatan non
operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat dan
lain-lain terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan
tidak menghasilkan barang persediaan.

Catatan :

Surat Dirjen Perbendaharaan No S-6478/PB.6/2015 tanggal
3 Agustus 2016 bahwa suatu barang dapat digolongkan
sebagai persediaan apabila perencanaan pengadaan barang
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tersebut bersifat kontinyu atau berkelanjutan, tidak hanya
untuk satu kali kegiatan saja. Namun pada prakteknya di
lapangan, seringkali ditemukan bahwa seminar kit
ataubarang sejenis yang direncakan hanya untuk satu kali
kegiatan tidak habis terpakai setelah kegiatan tersebut
dilaksanakan. Dalam hal nilai sisa barang tersebut
berbentuk material, agar dicatat sebagai persediaan
melalui perekaman dalam Aplikasi Persediaan
menggunakan menu “pembelian” atau “opname fisik”.

521213

Honor yang Terkait
dengan Output
Kegiatan

Digunakan untuk honor tidak tetap yang dibayarkan
kepada pega- wai yang melaksanakan kegiatan dan
terkait dengan output sep- erti honor untuk Pelaksana
Kegiatan Penelitian, Honor Tim Pelak- sana Kegiatan
(pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua,
sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan
Barang/Jasa, Honor Pani- tia Pemeriksa Penerima
Barang/Jasa, untuk pengadaan yang ti- dak
menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga
vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk
biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam
rangka penyerahan barang ke- pada masyarakat. Honor
Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas
pelaksanaan kegiatan yang insidentii dan dapat
dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

521219

Belanja Barang Non
Operasional
Lainnya

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat

ditampung da- lam kelompok akun Belanja barang Non

Operasional (521211,521212, 521213, 521214, 521216,

521217, 521218). Belanja Ba- rang Non Operasional

Lainnya dapat digunakan untuk:

1) Biaya-biaya Crash Program.

2) Pemberian beasiswa kepada pegawai PNS di lingkup
K/L atau di luar lingkup satker.

Catatan:

Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak

menghasilkan ba- rang persediaan.

521231

Belanja Barang
Pemberian
Penghargaan dalam
bentuk uang

Digunakan untuk  mencatat
Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam
bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/ Lembaga. Akun ini dicatat
dengan menggunakan pendekatan beban dalam
akuntansi dan pelaporannya. Akun Belanja ini dapat
digunakan untuk:

1) Pemberian beasiswa PPA;

2) Pemberian beasiswa prodi kajian keislaman;

3) Pemberian beasiswa Tahfidz a-Qur’an;

Belanja  Bantuan

521232

Belanja Barang

Pemberian Bea-

siswa Non PNS
dalam bentuk uang

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah
untuk pemberian beasiswa Non PNS dalam bentuk
uang, sesuai den- gan Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/
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Persediaan Barang
Konsumsi

Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan
pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521233 Belanja Barang Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah
Pemberian Bantuan | untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk
Operasional dalam | uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang
bentuk uang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/
Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan
pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521234 Belanja Barang Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah
Pemberian untuk pemberian penghargaan dalam bentuk barang,
Penghargaan dalam | sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang
bentuk barang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/
Lembaga, dalam bentuk sarana/ prasarana. Akun ini
dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam
akuntansi dan pelaporannya.
KODE
AKUN PENJELASAN PENGGUNAAN
521811 Belanja Barang Digunakan untuk mencatat belanja barang yang

menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi,

seperti ATK, Bahan Cetakan, Alat-alat Rumah Tangga,

dan lain-lain.

Catatan:

1. Pada prinsipnya, persediaan tidak dapat dilihat dari
bentuk barangnya, melainkan niat awal (intention)
pada saat pe- nyusunan perencanaan kegiatan dan
penyusunan RKAKL-nya, sehingga untuk barang-
barang yang memang direncanakan habis pada satu
kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang
Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu
barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan
apabila pe rencanaan pengadaan barang tersebut
bersifat kontinyu atau berkelanjutan, tidak hanya
untuk satu kali kegiatan saja.

2. Niat awal (intention) diwujudkan dalam pernyataan
narasi pada Term of Reference setiap kegiatan.

3. Suatu barang dapat dikategorikan sebagai persediaan
bukan terbatas hanya pada suatu Output Layanan
Perkantoran saja (2135.994 dan 2132.994), namun bisa
terdapat pada output lain sepanjang memenuhi kriteria
sebagaimana tersebut pada paragraf kedua.

Belaja Jasa

522111 Belanja langganan termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan
listrik pembayaran tagihan langganan listrik.

522112 Belanja Langganan Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila
Telepon terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan

langganan telepon.
522113 Belanja Langganan Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi
Air denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan

air.
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522119 Belanja Langganan
Daya dan Jasa Lainny

Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk
belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan
pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.

522121 Belanja Jasa Pos dan

Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan
yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh
Indonesia.

Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara
kontrak- tual termasuk jasa pengacara yang outputnya
tidak menghasilkan asset lainnya.

Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa
kantor/ gedung/ ruangan, atau sewa lainnya).

Belanja untuk pembayaran jasa atas keahlian yang
dimiliki dan diberikan kepada PNS dan non PNS
sebagai narasumber, pem- bicara, praktisi, dan pakar
dalam kegiatan di luar direktorat atau Eselon I pegawai
yang bersangkutan untuk kepentingan dinas. Contoh:
honor narasumber, pembicara, dan moderator.
Honorarium narasumber pegawai negeri dapat
diberikan dengan ketentuan:

1) Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
2) Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal
dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/
masyarakat.

Giro
522131 Belanja Jasa
Konsultan
522141 Belanja Sewa
522151 Belanja Jasa Profesi
:I(()BIEI PENJELASAN

PENGGUNAAN

522191 Belanja Jasa Lainnya

Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa
ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213,
52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang
membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan
pengadaan Barang.

Belanja Pemeliharaan

523111 Belanja
Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan:

1) Pengeluaran pemeliharaan/  perbaikan yang
dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum.
Dalam rangka mempertahankan gedung dan
bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang
dari atau sampai dengan 2% dan.

2) Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/
kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak
memenubhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan
bangunan).

523121 Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan
untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada
dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat
kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
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523123

Belanja Barang

dan Mesin

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang

Persediaan Peralatan | menghasilkan  persediaan berupa bahan untuk

pemeliharaan peralatan dan mesin.

3. Belanja Perjalanan (524)

a.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5241), yaitu pengeluaran-
pengeluaran untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Berdasarkan Surat Dirjen perbendaharaan Nomor: 5-4599/PB/2013
tanggal 3 Juli 2013 tentang penjelasan lebih lanjut penggunaan akun
perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No. 5-2056/MK.5/2013,

akun perjalanan

dinas dalam negeri terdiri dari Belanja Perjalanan

Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Penjelasan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Biasa

KODE PENJELASAN PENGGUNAAN
AKUN
524111 Belanja Perjalanan | Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati

batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan

PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam

negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai

tidak tetap.

Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota

meliputi:

a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan;

b) Pengumandahan/ detasering (penugasan
sementara);

c¢) Menempuh ujian dinas/ ujian jabatan;

d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri atau menghadap seorang dokter penguji
kesehatan;

e) Memperoleh pengobatan;

f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan

g) MajelisPenguji Kesehatan Pegawai Negeri;

h) Mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/52/S3;

i) Mengikuti diklat;

i)  Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan
dinas; atau

k) j) Menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang

PANDUAN PERENCANAAN &

PENGANGGARAN



52|

meninggal dunia dari tempat kedudukan yang
terakhir ke kota tempat pemakaman.

524112

Belanja Perjalanan
Dinas Tetap

Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung
dengan  memperhatikan  jumlah  pejabat  yang
melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh
Kementerian Negara/ Lembaga untuk kegiatan
pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh
tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh
agama, dan lainnya.

524113

Belanja Perjalanan
Dinas Dalam
Kota

Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan

di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan

yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri

bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak
tetap.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam

kota, meliputi:

a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan;

b) Pengumandahan (Detasering);

c¢) Menempuh ujian dinas/ ujian jabatan;

d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri atau menghadap seorang dokter penguji
kesehatan;

e) Memperoleh pengobatan;

f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan
keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri;

g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/S3;

h) Mengikuti diklat;

i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah pejabat Negara/ pegawai negeri yang
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan
dinas.

524114

Belanja Perjalanan
Dinas Paket
Meeting dalam
Kota

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan
dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun
yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan
biaya perjalanan dinasnya yang ditanggung oleh satker
peserta, meliputi:

a) Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/
atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun luar kota;

b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard);

c¢) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat
dalam kantor di luar jam kerja;

d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta,
panitia/ moderator, dan/atau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.

e) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport,
uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan
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yang mengatur menge- nai standar biaya tahun

berkenaan.
524119 Belanja Perjalanan | Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka
Dinas Paket kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya  yang
Meeting Luar Kota | dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan

dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta

yang dilaksanakan di luar kota satker peser- ta dengan

biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker
peserta, meliputi:

a) Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator,
dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam
kota maupun dari luar kota;

b) Biaya paket meeting (fullboard);

¢) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber baik yang berasal dari dalam kota
maupun dari luar kota;

d) Uang harian dan/ atau biaya penginapan peserta,
panitia/ moderator, dan/ atau narasumber yang
mengalami kesulitan transportasi.

a) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport,
uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
tentang Standar Biaya yang berlaku.

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan Dinas (5242), yaitu pengeluaran-pengeluaran
untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Akun Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari Belanja Perjalanan
Biasa - Luar Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri,
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri.

Penjelasan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Dinas Tetap - Luar
Negeri

KODE

AKUN PENJELASAN PENGGUNAAN

524211 Belanja Perjalanan | Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas seperti

Biasa - Luar Negeri | perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/ konsultasi,

perjalanan  dinas dalam rangka pengawasan/
pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman
jenasah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.

524212 Belanja Perjalanan | Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang

dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang
melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh
kementerian Negara/ lembaga untuk kegiatan pelayanan
warga di/ ke luar negeri. Contoh perjalanan dinas oleh
tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.

Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri
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Pengeluaran untuk perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung
kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam
pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis
operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.

Catatan:

Syarat dan ketentuan berlaku Perdirjend Perbendaharaan dan Keputusan
Menteri Agama.

4. Belanja Modal (53)

KODE
AKUN

PENJELASAN

PENGGUNAAN

531111

Belanja Modal Tanah

Digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/
pembebasan, penyelesaian, balik nama,
pengosongan,  penimbunan,  perataan,
pematangan tanah, pem- buatan sertifikat
tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain
yang bersifat administratif sehubungan
dengan perolehan hak dan kewajiban atas
tanah pada saat pembebasan/pembayaran
gan- ti rugi sampai tanah tersebut siap
digunakan/ pakai (swakelola/ kontraktual).
Contoh: biaya pengadaan tanah, dan lain-
lain.

532111

Belanja Modal Peralatan
dan
Mesin

Digunakan untuk mencatat pengadaan
peralatan dan mesin yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya
pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sam- pai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Contoh: pe- ngadaan kendaraan, alat
pengolah data, jaringan, meubelair, dll.

532121

Belanja Penambahan Nilai
Peralatan dan Mesin

Belanja Modal setelah perolehan peralatan
dan mesin yang memperpanjang masa
manfaat/ umur ekonomis, atau yang ke-
mungkinan  besar memberi  manfaat
ekonomis di masa yang akan datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau
peningkatan standar kinerja; dan memenuhi
batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan
peraturan menteri keuangan yang mengatur
batasan minimun kapitalisasi.

533111

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat memperoleh
gedung dan bangunan secara kontraktual
sampai dengan gedung dan bangunan siap
digunakan meliputi biaya pembelian atau
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biaya kontruksi, terma- suk biaya pengurusan
IMB, notaris dan pajak kontraktual).

533121

Belanja Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk belanja modal setelah
perolehan gedung dan bangu- nan yang
memperpanjang masa manfaat/umur
ekonomis, atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomis di masa yang
akan datang dalam bentuk  peningkatan
kapasitas, produksi atau pening- katan standar
kinerja; memenuhi batasan minimum
kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri
keuangan yang mengatur batasan minimum
kapitalisasi.
Penerapan  konsep kapitalisasi ~ didasarkan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara. Kapitalisasi adalah
penentuan nilai pembukuan terh- adap semua
pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga
siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/
efisiensi, dan/ atau memperpanjang umur
teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai
aset tersebut. Suatu belanja dapat dikategorikan
sebagai Belanja Modal jika:

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya
perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya
yang akan menambah aset pemerintah;

2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset
tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Nilai minimum kapitalisasi
untuk peralatan dan mesin adalah sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit dan
Rp 25.000.000- (dua pu- luh juta rupiah)
untuk gedung dan bangunan, jalan, irigasi &
jaringan;

3) Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan
untuk dipakai dalam op- erasional
pemerintahan, bukan untuk dijual atau
diserahkan ke mas- yarakat.

534111

Belanja Modal Jalan dan
Jembatan

Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan
dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya.

534121

Belanja Modal Irigasi

Digunakan untuk mencatat memperoleh
irigasi sampai siap pa- kai meliputi biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi
tersebut siap pakai.

534131

Belanja Modal Jaringan

Digunakan untuk mencatat memperoleh
jaringan sampai siap pakai meliputi biaya
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan
tersebut siap pakai.
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534141

Belanja Penambahan Nilai
Jalan dan Jembatan

Belanja Modal setelah perolehan jalan dan
jembatan yang mem- perpanjang masa
manfaat/umur ekonomis, atau yang
kemun- gkinan besar memberi manfaat
ekonomis di masa yang akan datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas, produksi
atau pen- ingkatan standar kinerja.

534151

Belanja Penambahan Nilai
Irigasi

Belanja Modal setelah perolehan irigasi
yang memperpanjang masa manfaat/umur
ekonomis, atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomis di masa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, produksi atau peningkatan stan-
dar kinerja.

534161

Belanja Penambahan Nilai
Jaringan

Belanja Modal setelah perolehan jaringan
yang memperpanjang masa manfaat/umur
ekonomis, atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomis di masa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, produksi atau peningkatan stan-
dar kinerja.

536111

Belanja Modal Lainnya

Digunakan untuk mencatat memperoleh
Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang
tidak dapat diklasifikasikan dalam belan- ja
modal tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
Digunakan untuk mencatat mem- peroleh
Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya
sampai dengan siap digunakan. Belanja
Modal Lainnya dapat digunakan untuk
pengadaan  software, = pengembangan
website, pengadaan lisen- si yang
memberikan manfaat lebih dari satu tahun
baik secara swakelola maupun
dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja
Modal Lainnya dapat digunakan untuk
pembangunan aset tetap renovasi yang akan
diserahkan kepada entitas lain dan masih di
lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset
Tetap Renovasi yang nantinya akan
diserahkan kepada entitas lain berupa
Gedung dan Bangunan  mengikuti
ketentuan batasan minimal kapitalisa- si.
Termasuk dalam belanja modal lainnya:
pengadaan/ pembelian barang-barang
kesenian, dan koleksi perpustakaan.

536121

Belanja Penambahan Nilai
Aset Tetap Lainnya dan/
atau Aset Lainnya

Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap
Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang
memperpanjang masa  manfaat/umur
ekono- mis, atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomis di masa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, produksi atau peningkatan
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standar kinerja. Untuk penambahan nilai
Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan
diserahkan kepada entitas lain berupa
Gedung dan  Bangunan  mengikuti
ketentuan batasan minimal kapitalisasi.

5. Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU)

KODE

AKUN PENJELASAN PENGGUNAAN

525111 Belanja Gaji dan Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji

Tunjangan dan tunjangan pegawai BLU, yang sifatnya
operasional (rutin atau bulanan).

525112 Belanja barang Digunakan untuk mencatat pembelian
barang untuk kegiatan operasional dan non
operasional BLU.

525113 Belanja Jasa Digunakan untuk mencatat memperoleh
jasa untuk kegiatan operasional dan non
operasional BLU.

525114 Belanja Pemeliharaan Digunakan untuk mencatat pemeliharaan
BMN BLU.

525115 Belanja Perjalanan Digunakan untuk mencatat pembayaran
perjalanan dinas pega- wai BLU (PNS dan
Non PNS).

525119 Belanja Penyediaan Digunakan untuk mencatat keperluan

Barang dan Jasa BLU diluar akun 525111, 525112, 525113,

Lainnya 525114, 525115, 525116 dan 525117 untuk
menunjang kegiatan BLU yang
bersangkutan.

6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

KODE

AKUN PENJELASAN PENGGUNAAN

537111 Belanja Modal Tanah BLU | Belanja Modal Tanah BLU

537112 Belanja Modal Peralatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU
dan Mesin BLU

537113 Belanja Modal Gedung Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU
dan Bangunan BLU

537114 Belanja  Modal Jalan, | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Irigasi, dan BLU
Jaringan BLU

537115 Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya BLU
BLU

7. Belanja Bantuan Sosial

Sehubungan dengan dimulainya penerapan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2015 dan
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dalam rangka menjaga pengeluaran negara yang benar, maka belanja
sosial mengalami perubahan.

Sesuai dengan pengaturan dalam Buletin Teknis No. 10 Standar
Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial,
yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang
atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,
sesuai saran dan hasil reviu BPKP Nomor : LR-228/K/D1/2014 tanggal
24 Juli 2014;

Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang
atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat, adapun
Akun yang di gunakan:

KODE

AKUN PENJELASAN PENGGUNAAN

574111 Belanja Bantuan Sosial Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan
Untuk Perlindungan Sosial ~dalam  bentuk wuang yang
Sosial Dalam Bentuk dimaksudkan untuk mencegah dan menan-
gani risiko dari guncangan dan kerentanan
sosial seseorang, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar mini- mal. Perlindungan
sosial diberikan melalui antara lain:

1) Bantuan sosial yang diberikan dalam
bentuk:

a) Bantuan langsung;
b) Penyediaan aksesibilitas; dan/atau
c) Penguatan kelembagaan.

2) 2) Advokasi sosial yang diberikan
dalam bentuk penyadaran hak dan
kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan
hak.

3) Bantuan hukum diberikan dalam
bentuk pembelaan dan konsultasi
hukum.

Akun ini di gunakan untuk bantuan
Beasiswa Mahasiswa penerima Bidik Misi.

521219 Belanja Barang Non Digunakan untuk pengeluaran yang tidak
Operasional Lainnya dapat ditampung dalam mata anggaran
521211 dan 521211 termasuk biaya-biaya
Crash Program

D. PENERAPAN KONSEP KAPITALISASI
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Konsep kapitalisasi dalam penyusunan RKA-K/L terkait dengan jenis
Belanja Modal. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan
sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap
atau aset tetap lainnya dan kriteria kapitalisasi asset tetap.

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud,
akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu
tahun, nilainya material (di atas nilai kapitalisasi). Sedangkan ciri ciri aset
tetap lainnya adalah akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material (di atas nilai kapitalisasi).

Suatu belanja dapat dikategorikan dalam jenis belanja modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau
aset tetap lainnya yang demikian menambah aset pemerintah;

2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap
atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

3. Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam
operasional pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke
masyarakat.

Penerapan konsep kapitalisasi didasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan No. 181/ PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara, Bagian Dua (Kapitalisasi BMN Berupa Aset Tetap), pasal 40.

Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN
untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca (PMK
181/PMK.06/2016 Pasal 40 ayat 1).

Kapitalisasi BMN meliputi:

a. perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai; dan/atau

b. peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat.
(PMK 181/PMK.06/2016 Pasal 40 ayat 2)

Dikecualikan dari Kapitalisasi BMN, yaitu pengeluaran untuk BMN aset
tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam
rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi. (PMK
181/PMK.06/2016 Pasal 40 ayat 3)

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMIN:

a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) , untuk:
1. peralatan dan mesin; atau
2. aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan

b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah), untuk:
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1. gedung dan bangunan; atau
2. aset tetap renovasi gedung dan bangunan. ((PMK 181/PMK.06/2016
Pasal 40 ayat 4)

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN tidak diperlukan untuk:

a. BMN berupa tanah;

b. BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan;

c. BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau

d. BMN berupa aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan
barang bercorak kesenian. (PMK 181/PMK.06/2016 Pasal 40 ayat 5)

CATATAN:

Ketentuan tentang kapitalisasi sebagaimana yang terdapat pada PMK
181/PMK.06/2016 pasal 40 ayat (4) dan (5) berlaku mulai tahun 2018 (PMK
181/PMK.06/2016, pasal 53).

Dalam kaitan konsep harga perolehan menetapkan bahwa seluruh
pengeluaran yang mengakibatkan tersedianya aset siap dipakai, maka
seluruh pengeluaran tersebut masuk ke dalam belanja modal Pengeluaran
tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi (relatif material) aset
tetap/aset tetap lainnya.

Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya,
belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau
aset tetap lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal.
Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika
memenuhi persyaratan bahwa pengeluaran tersebut mengakibatkan
bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang
telah dimiliki. Termasuk pengeluaran untuk gedung vyang nilai
perbaikannya lebih 2% dari nilai aset, berdasarkan perhitungan dari
Direktorat Jenderal Cipta karya.

E. PENERAPAN KONSEP BARANG PERSEDIAAN

Konsep barang persediaan dalam kontek Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
sangat dekat dengan proses dalam penatausahaan Barang Milik Negara
(BMN), persoalan ini sangat mendasar karena informasi yang dihasilkan
dari laporan Barang Milik Negera (BMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB) yang berasal dari transaksi BMN, oleh karena itu dalam
proses atau mekanisme penyusunan aplikasi RKA-K/L ini harus diperjelas,
sehingga pada saat penyusunan anggaran dalam aplikasi setiap perencana
sudah paham tentang barang persediaan dan penggunaan akunnya, serta
yang tidak masuk dalam kategori barang persediaan.
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Barang Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Asset lancar merupakan yang memiliki masa manfaat satu tahun atau 12

bulan. Ada dua hal penting yang menjadi karakteristik barang persediaan,

yaitu:

1. Dilihat dari sisi manfaatnya, yaitu sebagai aset lancar

2. Dari isi bentuk (wujud) barangnya, yaitu dalam bentuk barang atau
perlengkapan, bahan, barang dalam proses dan barang untuk
dijual/atau diserahkan dalam rangka kegiatan pemerintah.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan barang persediaan adalah apabila
entitas hanya memperoleh/mengambil masa manfaat atas barang tersebut
tidak lebih dari satu tahun atau 12 bulan dan/atau barang/benda tersebut
merupakan perlengkapan, bahan, barang dalam proses dan barang untuk
dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Penggunaan akun dalam rangka pembelian barang-barang dalam keperluan

perkantoran (termasuk pemeliharaan) menyesuaikan dengan jenis barang

yang akan dibeli. Suatu barang yang diperoleh dari belanja barang, dapat
digolongkan sebagai barang persediaan apabila memenuhi beberapa
kriteria berikut:

1. Barang tersebut dipakai tidak secara sekaligus, atau tidak habis dalam
sekali pakai.

2. Perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau
berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja.

3. Barang tersebut disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan
yang dipersamakan apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka
dicatat menggunakan belanja barang yang tidak menghasilkan
persediaan.
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BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA ANGGARAN
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1. Pagu Indikatif
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Priaritas Anggaran

Memutakhickan angka dasar
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Pagu Indikatif

3. Penyesuaian baseline;

i
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2. Pagu Anggaran
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3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran

K/L \ DPR ’ Kementerian Keuangan

Pembahasan REA-K/L Pagu anggaran dalam
rangka RULAPBN termasuk penambahan
Inssatif Bary dan Koantmk Tahun Jamak

Penelaatan RICA-K/L:
Kelayakan Anggaran
Kansistensi sasarsn

lkinerja dengan RKP

Hitmpanal REAKN

Standar 8laya

Digunakan sehagai
1 B lampiran
2 inclan APBN

enyusunan

a. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA (RKA-K/L)

1. Kementerian/Lembaga mempersiapkan dokumen yang menjadi
dasar pencantuman target kinerja program dan alokasi
anggarannya pada RKA-K/L:

* Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran dan Alokasi
Anggaran; dan

* Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPPIMN), Renstra K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

2. Satker mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar
pencantuman target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya
pada Kertas Kerja RKA-K/L, seperti:

a. Daftar alokasi anggaran masing-masing unit eselon I yang dirinci
per satker dan sumber dananya berdasarkan Pagu Anggaran yang
ditandatangani oleh pejabat eselon I;

b. Peraturan perundangan mengenai struktur organisasi dan tugas
fungsinya;

c. Dokumen RPJMN, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L), RKP dan Renja K/L;

d. Juknis Penyusunan RKA-K/L; standar biaya;

e. Bagan Akun Standar (BAS)
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b. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L
1. Unit Eselon 1

a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per program, output, sub
output, komponen, sub komponen, dan per jenis belanja
berdasarkan Pagu Anggaran K/L;

b. Menetapkan sasaran kinerja untuk masing-masing Satker mengacu
pada Dokumen RKP dan Renja K/L tahun berkenaan:

1) Volume keluaran (output) kegiatan dalam kerangka Angka

Dasar;
2) Volume keluaran (output) kegiatan dalam kerangka Inisiatif
baru.
c. Menetapkan alokasi anggaran masing-masing
Satker untuk:

1) Alokasi anggaran dalam kerangka Angka Dasar;
2) Alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif Baru.

d. Menyiapkan Daftar Pagu Rincian per Satker yang berfungsi
sebagai batas tertinggi pagu satker.

e. Menyusun dokumen pendukung (antara lain: Term Of Reference
(TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gender Base Statement
(GBS);

f. Mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung teknis
dari satker (antara lain: Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan
Umum  (RBA  BLU), perhitungan kebutuhan  biaya
pembangunan/renovasi bangunan gedung negara atau yang
sejenis, data dukung teknis lainnya, dan sebagainya).

2. Satker

a. Menyiapkan dokumen baik sebagai acuan maupun sebagai dasar
pencantuman sasaran kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya
padatingkat output kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Satker, meliputi:

1) informasi kinerja yang terbagi dalam alokasi anggaran jenis
angka dasar dan inisiatif baru;

2) peraturan perundangan mengenai struktur organisasi K/L dan
tugas dan fungsi (tusi) nya;

3) dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan;

4) petunjuk penyusunan RKA-K/L; dan

5) Standar Biaya tahun yang direncanakan.

b. Meneliti dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan unit eselon I
dalam hal:
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1) Besaran alokasi anggaran Satker;

2) Besaran Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru

Menyusun Kertas Kerja (KK) dan RKA Satker serta menyimpan
datanya dalam Soft copy berupa Arsip Data Komputer (ADK) dan
hard copy berupa print out;

Menyusun dokumen pendukung, seperti: Kerangka Acuan Kerja
(KAK)/TOR, RAB, GBS, dan khusus satker BLU dokumen RBA
BLU;

e. Menyampaikan dokumen pendukung teknis.

B. MEKANISME PENYUSUNAN BERDASARKAN PAGU

ANGGARAN
UKL
S RKA-K/L
Eselon | :
RKA Eselon |
Satker :
KK Satker,
RKA Satker,

Dok. Pendukung

1. Tingkat Satker :

a.

b.

Penyusunan anggaran belanja dengan Menuangkan alokasi
Angka Dasar dan Anggaran Inisiatif Baru;

Penyusunan anggaran pendapatan dengan menuangkan target
pendapatan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker dan
menuangkan angka prakiraan maju setiap kegiatan dan setiap jenis
penerimaan (PNBP dan/atau penerimaan fungsional);
Menyampaikan/melengkapi data dukung RKA-K/L;
Menyampaikan KK RKA-K/L yang telah ditandatangani KPA
berserta data pendukung terkait kepada Unit Eselon I.
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2. Tingkat Eselon I:

a.

Menghimpun/kompilasi RKK RKA-K/L dalam lingkup Unit Eselon
I berkenaan;

b. Menyusun RKA-K/L Unit Eselon I berdasarkan KK RKA-K/L;

d.

e.

Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi
tanggung jawab unit Eselon I berkenaan dengan total pagu
anggaran, sumber dana dan sasaran kinerja (jenis barang/jasa dan
volume output);

Meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan Output
kegiatan pada masing- masing KK RKA-K/L;

Apabila terdapat ketidaksesuaian, Unit Eselon I melakukan
koordinasi dengan Satker untuk perbaikan pada KK RKA-K/L;

f. Mengisi informasi pada bagian L. formulir 2 RKA-K/L, tentang

Strategi Pencapaian Hasil;

Mengisi Bagian I, Formulir 3 RKA-K/L tentang Operasionalisasi
Kegiatan;

RKA-K/L Unit Eselon I ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau
setingkat Eselon I, selaku KPA sebagai penanggungjawab Program;
Menyampaikan RKA-K/L Unit Eselon I dan data dukung kepada
K/L.

3. TingkatK/L:

PANDUAN

d.

e.

f.

.

Menghimpun/kompilasi RKA-K/L Unit Eselon I dalam lingkup
K/L;
Menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/L berdasarkan
RKA-K/L Unit Eselon [;
Memvalidasi alokasi anggaran K/L meliputi: total pagu anggaran;
sumber dana dan sasaran kinerja;
Apabila terdapat ketidaksesuaian atas alokasi anggaran K/L
sebagaimana butir ¢, K/L melakukan koordinasi dengan Unit
Eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L Unit Eselon I berkenaan;
Mengisi informasi pada Bagian ], Formulir 1 RKA-K/L, tentang
Strategi Pencapaian Sasaran Strategis;
RKA-K/L diteliti kembali kesesuaiannya dengan Pagu Anggaran
K/L;
Menyampaikan RKA-K/L beserta dokemen penelaahan terkait
kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan
Kementeriaan Perencanaan.
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« Menghimpun KK Satker & RKA Satker dalam Hngkup unit
eselon | berkenaan;

+ Me-restore ADK yz disampaikan satker dalam aplilasi RKA-
K/L DIPA;

* Menyusun Kertas Kerja + Memvalidasi kinerjn & anggaran program;
Satker (KK Satker); * Meneliti & menyaring relevansi komponen dengan output;

Satker

N

* Menyusun RKA-Satker; dan Mengis) informas| pada formulir 2 dan formulir 3 RKA-K/L;
* Menyusun dan melengkanpi Mencetak RKA-K/L unit eselon | (formulir 2 dan 3);
data/dokumen dukung. Menyampalkan RKA-K/L uniteselon | beserta data dukung
kepada Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L untuk
dxtuliu dan APIP K/L untuk direviu,
Surat Mengantar Eselon |, Daftar Rncian Pagu Anggaesn et
Satker, BKA- <KL Exslon 1 REA Satker, KK Satkar. TOR/RAR

o busarta data fdolaimen Wﬂd‘l'ﬂ"ﬂs o |
APIP K/L = ———SEe B

|| KR Satker, RICA Sather & dat dukung J

Revit RKA-K/ L difukuskan pada: Unit Perencanaan K/L
1. Kelayakan Anggaran utk 1. Melakukan peneiitian RKA-K/L
menghasilkan sebuah = konsistensi pencantuman sasaran Kinerfa meliputi volume Keluaran dan
Keluaran; indilator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L sesual dangan sasaran Kinerfa
2. kepatuhan dlin penerapan dalam Renja K/L & RKP;
kaidah-kaidah perencanaon; * kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
3. kelengkapan dokumen * kesesuafan sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang
pendukung RKA-K/L; ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;
4. rinclan anggaran yang > * kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level Keluaman; dan
digunakan }"““k mendanai * kelengkapan dokuomen pendukung RKA-K/L
i‘:ﬁ':?f;::g‘: a‘rj:: /d ?‘t:'l‘l S Husar 2. Menghimpun RKA-K/L unit esclon I & dokumen penelaahan lainnya;
yg mengalami perubahan pd 3. Menyampaikan RKA-K/L beserta dokumen penelaahan lainnya kepada DJA
level komponen don Bappenas untuk ditelaab. S Perganthi REA-K/L RKA-K/L Es |, Diftar
rinciun Pagu Anggaran Per Satker LKA Satker, ADK
REAK/-

Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran

h_

Satker * Menghimpun KK Satker dan RKA Satker dalam lingkup
* Login aplikasi RKA-K/L DIPA; uniteselon | berkenann yang telnh disesuaikan;
« Mengidentifikasi & meneliti perubalin * Menyesuaikan RKA-K/L unit Eselon | berdasarkan KK
ht‘l-l;llél sesual dgn alokast anggaran; Satker & RKA Satker melalul aplikasi REA-K/L-DIPA;

s Si e TSRS e ey — + Moemvalldasi kinerja dan anggaran program; €
ML_l"k"l‘:“‘.p'(;'.‘-w':’"'"'m pd N\ Satker® * Muenelitl & menyaring relevansi kamponen dgn output;
R]':"‘ Satker sesunl dgn alokas) anggaran + Menyampaikan RKA-K/L unit esefon | beserta data
(jika berubah); dultung kepada Biro Perencanann dan APIP K/L pntuk
* Mencetak & Menyampaikan KK Satker & ditellti
REKA Satker beserta data dukung kpd es, L, STIFAT O RGATET BN 1 DATCHT TR P ADGEIF THe

Sarker, REA-K/L ligetan | RKA Satkeer; KK Satker, TOR/RAN
Isseta -umldukumwl ;u-m!u!nuq,

_mmﬂ Unit Perencanaan K/I

m& Sitthoer, WM S‘nxer & Dita lmm;m

Roviu RKA-K/L difokuskan pada: L. Meneliti RKA-K/L & dokumen pendukung
1. Kelayakan Anggaran itk menghasiikan vang mengalami perubahan/penyesualan.
sebuah Keluaran; ’ PR S22 S

2. Menghimpun RKA-K/L unit eselon | dan

2. kepatuhan dim penerapan kaidah-kaidah ¢ 3

o ’ ra:
perencanaan; dadaurmen pendulung lninnya

3. kelenglaipan dakuimen pendukung RKA 3. Menyampatkan RKA-K/L beserta dokumen
K/L; penelaahian lainnya kepada Komisi terkait
4. rincian anggaran yg digunakan utk DPR untuk mendapat persetujuan
anak indslatifk dan fatau rincis
mendanaf inkslatif bara dan/fatau rinclan > RRAK/1L Persetuum RKA K/L

anggaran angla dasar yg mengalami

perubahan pd level komponen. aleh m'"" KA /L Eselon 1, DAftar einclan Alolu

Anggaran Fer Satkels REA Sater. ADK RICA-K/L

Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran
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C. FORMAT-FORMAT DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L

NO DOKUMEN KETERANGAN
1 2 3

1. |[RKA-K/L Terdiri atas:

e Formulir 1 - Rencana Pencapaian Strategis Pada
Kementerian Negara/ Lembaga TA direncanakan
(ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lem- baga selaku
Pengguna Anggaran);

e Formulir 2 - Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi
TA direncanakan
(ditandatangani oleh Eselon I/ Penanggung Jawab);

* Formulir 3 - Rincian Biaya Pencapaian Hasil Unit
Organisasi TA diren- canakan (ditandatangani oleh
Pejabat Eselon I)

2. | RKA Satker Terdiri atas:

e Bagian A - Rencana Kinerja Satuan Kerja TA direncanakan;

* Bagian B - Rincian Belanja Satuan Kerja TA direncanakan
(s.d level Kom- ponen);

e Bagian C - Target Pendapatan Satker TA direncanakan;

3. | KK Satker KK Satker merupakan “Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun

Anggaran Diren- canakan” sampai dengan level detil.

4. | KAK/TOR e Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference (TOR)
digunakan untuk menjelas- kan perlunya output, sasaran,
waktu dan mekanisme pelaksanaan, kebutu- han uang serta
dampak output (angka dasar);

e KAK/TOR ditandatangani oleh Penanggung jawab
Kegiatan.

5. |RAB * Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) merupakan
dokumen pendukung KAK/TOR yang menjelaskan
besaran total biaya tiap komponen yang mer- upakan
tahapan pencapaian output kegiatan;

* RAB ditandatangani oleh Penanggung jawab Kegiatan.

6. |GBS *  Gender Budget Statement (GBS), disusun apabila output
dimaksud dikate- gorikan sebagai output yang Responsif
Gender (ARG);

* GBS ditandatangani oleh Penanggung jawab Kegiatan.

*  Penyusunan GBS mengacu pada format Lampiran Il PMK Nomor 142/

PMK.02/2018
7. | Daftar Pagu * Merupakan daftar yang menunjukan alokasi anggaran dari
Anggaran Per Satker Eselon I kepada Satker-satker yang ada dibawahnya;

e Daftar Pagu Anggaran Per Satker ditandatangani oleh

Eselon I K/L.
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8. | Persetujuan RKA- Persetujuan RKA-K/L oleh DPR merupakan persetujuan oleh

K/L oleh komisi terkait di DPR atas alokasi anggaran menurut unif
DPR organisasi, dungsi, dan program.

9. | Surat Pengantar * Surat Pengantar = RKA-K/L  ditandatangani  oleh
RKA-K/L Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat Yang Ditunjuk;

e Surat Pengatar RKA-K/L dilampiri RKA Satker, ADK RKA-
K/L DIPA dan Daftar Rincian Pagu Anggaran pe
Satker/Eselon I.

e Surat Pengantar Usulan RKA-K/L mengacu pada format
Lampiran III PMK Nomor 142/PMK.02/2018

D. PENYELESAIAN RKA-K/L

RKA-K/L diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu yang ditetapkan

serta tidak mengakibatkan:

* Pergeseran anggaran antar program;

* Jumlah alokasi dana pada masing-masing program harus sesuai
dengan Surat Edaran (SE) tentang pagu anggaran;

* Pengurangan belanja operasional (kegiatan 001 dan 002); dan

* Perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (RM/
PLN/ HLN/ PNBP).

E. PENGALOKASIAN DALAM RKA-K/L
1. Yang harus dialokasikan:

a. Kebutuhan mendasar Biaya operasional satker, seperti gaji dan
tunjangan (komponen 001) dan operasional perkantoran
(komponen 002). Pengalokasiannya dalam output Layanan
Perkantoran;

b. Kebutuhan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi
satker. Pengalokasiannya dalam output teknis;

c. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang
anggarannya bersumber dari PHLN (Pinjaman danHibah Luar
Negeri (apabila ada));

d. Kebutuhan untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak
(apabila ada);

e. Kebutuhan wuntuk mendukung pencapaian Program dan
Kegiatan prioritas pembangunan (nasional, bidang dan/atau
daerah) yang tercantum dalam RKP (apabila ada);

t. Kebutuhan Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan
program/ Kkegiatan yang sesuai dengan peraturan
perundangan (apabila ada).
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CATATAN: BELANJA OPERASIONAL

NO

BELANJA

KETERANGAN

2

3

Belanja Operasional

Komponen 001 (Belanja Pegawai), meliputi:

Gaji pokok, tunjangan yang melekat dengan gaji
termasuk uang makan

PNS (mengacu pada GPP); Tunjangan kinerja
(Remunerasi); Tambahan pega- wai baru; Lembur;
Honor Non PNS; dan Tunjangan lain yang sah.

Komponen 002 (Belanja Barang Penyelenggaraan
Satker), meliputi: Belanja barang kebutuhan sehari-
hari perkantoran; Belanja barang Operasional kantor;
Belanja langganan daya dan jasa; Belanja Sewa; Belanja
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
Belanja perjalanan dinas biasa/tetap.

Komponen 004 (Dukugan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan), meli- puti:

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kemdikbud
dan Kemenag; Tunjangan profesi guru/dosen Non
PNS; Tunjangan kehormatan profesor Non PNS;
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
(BOPTN); dan Bantuan Opera- si-onal Pendidikan
Anak Usia Dini (BOPAUD).

2.

PANDUAN

Yang dibatasi:

a. Penyelenggaraan rapat, (seperti: rapat dinas, seminar, pertemuan,
lokakarya), peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada
hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

b. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung
menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker, antara lain:

mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan.

Catatan:

* Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya
dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan
gedung/ bangunan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan,
serta penanggulangan narkotika (antara lain: laboratorium),

dikecualikan dari ketentuan ini.

* Jika dimungkinkan, rencana untuk pembangunan gedung baru
agar ditunda/ tidak dianggarkan dulu. Gedung kantor yang

sudah ada agar dimanfaatkan secara optimal.
c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:

* Kendaraan fungsional, seperti: Ambulan untuk RS, Cell wagon
untuk rumah tahanan, dan Kendaraan roda dua untuk petugas
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lapangan;

* Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satker baru (setelah
ditetapkan Menpan
RB), dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia;

* Penggantian kendaraan operasional yang rusak berat sehingga
secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan/atau tidak
ekonomis (biaya pemeliharaan yang tinggi). Pengganti
kendaraannya harus sama jenis dan fungsinya;

* Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk antar jemput pegawai
dapat dialokasikan secara sangat selektif (asas efisiensi dan
kepatutan).

e Dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan bermotor,
K/L dapat menyewa kendaraan untuk keperluan dinas atau
operasional

d. Penggunaan barang produksi impor.

F. ALOKASI ANGGARAN SUMBER DANA PINJAMAN HIBAH
LUAR NEGERI (PHLN)

1. KETENTUAN PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)

a. Mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan
ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman
Hibah Luar Negeri (NPPHLN).

b. Hal-hal yang harus diperhatikan :

1) Rupiah Murni Pendamping (RMP): Rupiah murni yang
harus dianggarkan sesuai porsi yang diatur dalam Loan
Agreement atau Minutes of Negotiation.

2) Local Cost atau sharing kegiatan: alokasi anggaran yang
mendukung tercapainya nilai ekonomis/manfaat
proyek/kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Luar
Negeri (PLN) yang tercantum dalam dokumen
perencanaan (DRPLN/blue book, DRPPLN/Green book dan
daftar kegiatan), tidak dikategorikan sebagai RMP.

3) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksi dan
kategori yang disetujui Lender.

4) Mencantumkan kode kantor bayar sesuai lokasi dan tata cara
penarikannya.

5) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN.

6) Mencantumkan tata cara penarikan PHLN (Reksus, Direct
Payment, L/ C).
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PANDUAN

7) Mencantumkan kode register PHLN.

8) Mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai
lender.

9) Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang
dibiayai oleh lender.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1)

2)

Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar
APBN (kode “E” pada KK RKA-K/L).

Dalam hal terdapat kegiatan yang dilanjutkan pada tahun
berikutnya, maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya
menjadi prioritas sesuai dengan Annual Work Plan yang
ditandatangani oleh donor/lender.

Penyediaan pagu PLN dan dana pendampingnya, dalam
pengalokasian dananya harus menjadi prioritas.

Perhatikan closing date, fully paid/fully disbursment sisa pagu
pinjaman, kategori dan persentase/porsi pembiayaan atas
kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan PHLN, untuk
menghindari terjadinya penolakan oleh Iender pada saat
pengajuan aplikasi penarikan dana.

Pembiayaan output kegiatan yang bersumber dari PHLN
mengacu pada Standar Biaya dan billing rate, atau Surat
Pernyataan.

Monitoring PHLN melalui Kartu Pengawasan Alokasi Pagu
PHLN, untuk menghindari terjadinya kelebihan penarikan pada
satu kategori.

KARTU PENGAWASAN ALOKASI PHLN

“Monitoring alokasi PHLN per kategori (untuk menghindari
overdrawn/ kelebihan penarikan PHLN).”
Informasi yang tercantum dalam kartu pengawasan meliputi, (tidak

terbatas pada):

1)  Nomor Pinjaman/Hibah (loan/Grant number).

2)  Nama Proyek Pinjaman/Hibah (loan/Grant project).

3) Tanggal Penandatanganan Pinjaman/Hibah (sign dated).
4)  Nama Peminjam/donor Pinjaman/Hibah (lender).

5)  Instansi penerima/pengelola dana Executing Agency loan/grant.
6) Nomor Register.

7)  Effective dated.

8)  Closing dated.

9)  Jumlah Pinjaman/hibah

10) Mekanisme penarikan

11) Pagu, sisa dana per kategori dan persentase.

PERENCANAAN & PENGANGGARAN
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CONTOH BENTUK KARTU PENGAWASAN PLN

Loan Number ;| IP-535
Loan Project llziggiii(l)?[al Human Resource Development
Dated : | 29 Maret 2006
Lender ;| JBIC
Executing Agency : | Kementerian Kesehatan
Nomor Register ;| 21572601
Effective Date : | 26 Juli 2006
Closing Date s | 26 Juli 2015
Jumlah PHLN ;| JPY 9.717.000.000
Mekanisme Penarikan : | Rekening Khusus
Pagu Realisasi
Kategori dan persentase : Pagu Tahun Tahun Sisa
Total ke.. ke..
(million japanese yen)
(1) (2) B | @=2-3)
1). Overseas Program (96 %) : 5.782
2). Domestic Program (58 %) : 2.276
3). Planner Development Center 447
Enhancement (84 %)
4). Incremental Training Cost : 921
5). Contingencies : 291

3. PEMAHAMAN NASKAH PERJANJIAN PINJAMAN HIBAH
LUAR NEGERI (NPPHLN)
Untuk menghindari terjadinya ineligible, perlu dipahami hal-hal
seperti:
a. Isi/materi dari NPPHLN;
b. Staff Appraisal Report (SAR);
Saat ini disebut Project Appraisal Document (PAD), yaitu dokumen
yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang memuat laporan hasil
appraisal yang dilakukan oleh appraisal mission Bank Dunia, yang
antara lain memuat:
1) Latar belakang, tujuan, komponen-komponen, rencana
kegiatan, dan target proyek.
2) Perhitungan biaya dan pendanaan proyek dan
3) Organisasi dan manajemen proyek, dll.
Dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk negosiasi loan/Grant
agreement dan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Dengan
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C.

demikian, jika ada perubahan kegiatan dan biaya harus dibicarakan
bersama.
Project Administration Memorandum (PAM);

d. Ketentuan lainnya yang terkait dengan Naskah Perjanjian Pinjaman

Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dan pelaksanaan kegiatan yang
dananya bersumber dari PHLN.

G. ALOKASI ANGGARAN SUMBER DANA PINJAMAN DALAM
NEGERI

Secara umum mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Tata
Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh
Pemerintah.

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1.

a.

® e oA

PDN melalui mekanisme APBN dan untuk membiayai
Kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri
dan pembangunan infrastruktur;

K/L menyusun rencana kegiatan yang dapat dibiayai PDN,

berpedoman pada daftar prioritas Kegiatan yang dapat dibiayai

PDN;

Nomenklatur  Program/Kegiatan yang dipakai adalah

nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan;

Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan BAS;

Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN;

Mencantumkan kode register PDN;

Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut:

1) Naskah Perjanjian Penerusan PDN, yang ditandatangani oleh
Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima
Penerusan PDN.

2) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling
sedikit:

a) Jumlah pinjaman;

b) Peruntukan pinjaman;

c) Ketentuan dan persyaratan pinjaman; dan

d) Sanksi kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak
memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga,
dan kewajiban lainnya.

H. ALOKASI ANGGARAN SUMBER DANA HIBAH DALAM
NEGERI

Kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari Hibah Dalam Negeri,
tata cara penuangannya dalam RKA-K/L mengikuti ketentuan dalam
peraturan perundangan tentang Hibah Dalam Negeri yang berlaku
Hal-hal yang harus diperhatikan:

PANDUAN

1.

a.

Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk:
* Mendukung program pembangunan nasional, dan/atau
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* Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan
kemanusiaan;

b. K/L menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai
bagian dari RKA-K/L untuk dicantumkan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran;

3. Perencanaan penerimaan untuk hibah yang direncanakan,
disusun oleh Menteri Perencanaan melalui Rencana Kegiatan Jangka
Menengah dan Tahunan yang bersumber dari hibah dengan
berpedoman pada RPJM, termasuk di dalamnya mencakup rencana
pemanfaatan hibah, serta Daftar Rencana Kegiatan Hibah (dasar
mengalokasikan kegiatan K/L dalam RKA-K/L);

4. Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur
hasil restrukturisasi program/kegiatan;

5. Untuk Hibah langsung, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima
hibah langsung dari pemberi hibah, bertanggung jawab dan
mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada
Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan
Lembaga lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian
Hibah.

I. ALOKASI ANGGARAN SUMBER DANA PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

1. Non Badan Layanan Umum (BLU)

a. Nomenklatur kegiatan sesuai referensi aplikasi RKA-K/L

b. Penuangan dalam RKA-K/L mengacu pada:
1) PP tentang Tata Cara penggunaan PNBP;
2) KMK/Surat MK tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP;
3) Pagu dari Direktorat PNBP.

c. Fokus peningkatan pelayanan publik dan/atau sesuai
ketentuan persetujuan penggunaan.

d. Honor pengelola kegiatan PNBP terkait dengan akun operasional
satker, sedangkan honor kegiatan non operasional terkait dengan
akun kegiatan.

2. Badan Layanan Umum (BLU)
a. Mengacu pada peraturan mengenai Rencana Bisnis Anggaran
(RBA) dan Pelaksanaan anggaran BLU
b. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1) Program/kegiatan BLU bagian dari program/kegiatan K/L

induk;

2) Output-output sesuai tercantum dalam referensi Aplikasi
RKA-K/L;

3) Pencantuman saldo awal dan ambang batas pada KK RKA-
K/L.
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c. Fokus peningkatan pelayanan publik dan/ atau sesuai
ketentuan persetujuan penggunaan.

d. Honor pengelola kegiatan PNBP terkait dengan akun operasional
satker, sedangkan honor kegiatan non operasional terkait dengan
akun kegiatan

e. Penerapan standar biaya dan rincian biaya mengacu pada
peraturan tentang RBA BLU.
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BAB VI
TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI RKA-K/L
DAN REVIEW ESELON I

142 /PMK.02/2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, setiap Satuan Kerja (SATKER) di lingkungan
Pemerintah berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kegiatan dan
Anggaran sesuai aturan yang termaktub dalam PMK tersebut.

B erdasarkan  Peraturan =~ Menteri = Keuangan  (PMK)  Nomor

Proses penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan
amanat Peraturan Menteri Keuangan diatas di lakukan menggunakan aplikasi
RKA-K/L yang setiap tahunnya di sempurnakan guna menyelaraskan kebijakan
anggaran dan perubahan teknis aplikasi.

A. TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI RKA-K/L
1. Persiapan Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Dengan

Aplikasi RKA-K/L

Hal hal yang perlu di persiapkan dalam penyusunan rencana anggaran

kegiatan menggunakan aplikasi RKA-K/L adalah:

a. Installer aplikasi RKA-K/L yang dapat diunduh di website Direktorat
Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan alamat di
http:/ /www.anggaran.depkeu.go.id

b. Perangkat keras (hardware) untuk menjalankan aplikasi RKA-K/L
seperti PC, Laptop (disarankan lebar layar diatas 13 inchi), dan printer

2. Instal Aplikasi RKA-K/L

File installer aplikasi RKA-K/L hasil download dari website Direktorat

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terdiri dari dua file yaitu:

a. install_rkakldipa_apl,

b. install_rkakldipa_db
Ekstrak file hasi download menggunakan aplikasi winrar, winzip atau
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PANDUAN

dari windows eksplorer pada sebuah folder yang dipersiapkan untuk
menampunyg file hasil ektrak.

Proses instalasi aplikasi RKA-K/L dilakukan dengan menginstal 2 file
hasil download dari website Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan, baik dilakukan secara berurutan dari modul
aplikasi, dan modul database ataupun acak, dengan catatan folder
penempatan hasil instalasi pada folder yang sama

a. Instalasi Modul Aplikasi
Delapan langkah yang harus dilakukan dalam install modul
aplikasi RKAKL, yang pertama kali harus dilakukan adalah double
klik pada file install_rkakldipa_apl.exe sampai muncul jendela
seperti gambar dibawah ini

Setujt - Aplikasl REAKL DIPA 2020 =

Selamat datang di panduan
instalasi Aplikasi RKAKL DIPA
2020

Paniduan il 3k36 memblmbing andd mislahuban fesialis
Aplilias FIKARL DIRA v XV patels bammuilsr Anida

Sarngat i drraricashzn uhilik minliti s splies) e
parialin sabodum meeaklan nelzsast

(:I-u"j AN Ul s, Stan BaE onlol ke

Bitut

i
£

Klik tombol lanjut, kemudian akan muncul jendela penempatan
folder hasil instalasi. Default aplikasi akan ditempatkan di
C:\RKAKLDIPA20. Apabila kita akan menempatkan di tempat
lain, maka kita bisa merubah dengan menekan tombol Browse,
tempatkan pada direktori yang diinginkan. Setelah pengaturan
folder hasil instalasi selesai muncul jendela baru yang
menginformasikan mengenai nama untuk Shortcut aplikasi pada
Start Menu atau icon di desktop
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Klik tombol lanjut, yang akan muncul jendela pengaturan
pembuatan icon desktop. Berikan tanda centang pada cek box
pengaturan penempatan icon desktop. Informasi mengenai lokasi
folder hasil aplikasi, lokasi folder start menu dan informasi
tambahan mengenai icon desktop akan muncul pada jendela

berikutnya.
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Klik tombol lanjut untuk memproses instalasi modul aplikasi,
tunggu sampai proses instalasi selesai. Proses instalasi selesai di
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tandai dengan muncul jendela informasi proses instalasi selesai.
Klik Tombol selesai untuk mengakhiri proses instalasi modul
aplikasi

X 3
Ao, 20 y
<0 |
+ Setup - Aplikasi RKAKL DIPA 2020 —

Melengkapi proses instalasi
Aplikasi RKAKL DIPA 2020

Insialas Apikasi REAKL DIPA 2020 1aiah berhiasi diakukan
Apiik) dapal tialanian detigan numi oot aplies

Chck Seless tntuk keluat ristalas

Delapan langkah diatas dilakukan secara berurutan mengikuti step
by step yang diminta oleh installer aplikasi

— i — — A

_— -
e - - Satug + Aghhasl WAL DUP8, e
P . T AR —t W — o
Diial 'y | P , Selamat datang di panduan
o 4 Instalasl Aplikasi RKAKL DIPA
>toe 2020
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b. Instalasi Modul Database
Tujuh langkah yang harus dilakukan dalam install modul database

[impde ] | wd
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RKAKL, yang pertama kali harus dilakukan adalah double klik
pada file install_rkakldipa_db.exe sampai muncul jendela seperti
gambar dibawah ini

. wan
. "'nrfm DLPA

d
Selumal m‘tu i

irstabasl
2010

Klik tombol lanjut, kemudian akan muncul jendela penempatan
folder hasil instalasi. Default aplikasi akan ditempatkan di
C:\RKAKLDIPA20. Apabila kita akan menempatkan di tempat
lain, maka kita bisa merubah dengan menekan tombol Browse,
tempatkan pada direktori yang diinginkan. Setelah pengaturan
folder hasil instalasi selanjutnya selesai muncul jendela baru yang
mengaturan pembuatan icon desktop. Berikan tanda centang pada
cek box pengaturan penempatan icon desktop

e

A/ Seétup - .
UP - Databagy RKAK D 202y
BN ponnge tambanan
tah tan,
.t
g i v id
l y 4 it N
‘
SN Chck: Lt :

. @ Batie

Klik tombol lanjut yang kemudian muncul jendela yang
memberikan informasi mengenai lokasi folder hasil aplikasi, dan
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informasi tambahan mengenai icon desktop akan muncul pada
jendela berikutnya. Klik tombol lanjut untuk memproses instalasi.

Setelah proses instalasi selesai akan muncul jendela informasi yang
menyatakan proses instalasi modul database telah selesai.

3. Memulai Aplikasi RKA-K/L
Jalan kan aplikasi RKA-K/L DIPA dengan double klik shotcut didesktop
atau doubel klik pada file rkakldipa.exe dalam folder RKAKLDIPA?20.
Jendela baru akan muncul setelah dijalankan, dan pengguna wajib
mengisikan user dan password dengan diakiri menekan tombol enter

atau klik tombol E

user : dal
Password : *+=

User dan password untuk masuk aplikasi adalah:
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User: rkakl (huruf kecil) Password: rkakl (huruf kecil) Atau
User: dipa (huruf kecil) Password: dipa (huruf kecil)

4. Pengenalan Modul Dalam Aplikasi RKA-K/L
Terdapat Sembilan modul / menu utama dalam aplikasi RKA-K/L, yang
sebelumnya pada aplikasi RKA-K/L tahun 2019 hanya terdapat 8 menu,
menu utama tersebut adalah sebagai berikut :

SstulllA  RKAXL OPA  Belings
Logwn Swtu DIA

Update Referemi

Downiosd Dsta RXAKL

O ] 'b O
SatuDJA DIPA Laporan Utiliti Keluar
RK&KL Belanja Pegawai ReferQensi SPAN
A

a. Menu SatuDJA

e Login Satu DJA
Sub menu ini berisikan form untuk login di system satuDJA
secara online dengan mengunakan media internet. Setelah login
dengan user dan password yang benar maka fitur satuDJA dapat
di pergunakan.

e Update Refrensi
Sub menu ini berisikan data refrensi yang terbaru yang dapat di
download dan langsung mengupdate aplikasi RKA-K/L. Sub
menu ini dapat di pergunakan setelah login dalam aplikasi
satuDJA.

e Download Data RKAKL
Sub menu ini berisikan data ADK terakhir yang dapat di
download dari system satuDJA. Sub menu ini dapat di
pergunakan setelah login dalam aplikasi satuDJA.

e Upload Data RKAKL
Fitur ini masih belum dapat dipergunakan sampai dengan
tulisan ini dibuat, sehingga belum dapat penulis jelaskan fungsi
dan proses yang ada di dalam sub menu upload data RKAKL

b. Menu RKAKL
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PANDUAN

Kontrol Pagu

Berisikan form pengisian pagu yang berfungsi sebagai kontrol
pagu dan uraian transaksi dalam RKAKL

Cetak Kontrol Pagu

Berisikan form pencetakan kontrol pagu

Migrasi RKAKL dari Aplikasi 2019

Berisikan Form yang dipergunakan untuk migrasi data dari
aplikasi RKAKL 2018 ke aplikasi RKAKL 2019

Form Belanja

Berisikan form untuk merekam data perencanaan kedalam
aplikasi RKAKL

Form Pendapatan

Berisikan form untuk merekam data pendapatan

Validasi Data

Berisikan form proses validasi data RKAKL

RKA Satker /RDP BUN

Berisikan form untuk mencetak rencana kinerja satuan kerja,
rincian belanja satuan kerja dan target pendapatan satuan kerja
Rincian Kertas Kerja Satker

Berisikan form untuk mencetak Rincian Kerta Kerja satuan kerja
Monitoring Digital stamp

Berisikan form untuk melihat informasi seputar digital stamp
yang terbentuk dalam aplikasi

Matrik Usulan Revisi

Berisikan form pencetakan matrik perubahan usulan revisi
Monitoring Usulan Revisi

Berisikan form monitoring usulan revisi

Matrik Komponen dan Akun Tertentu

Berisikan form matrik perubahan alokasi belanja

Matrik Pagu

Berisikan form matrik perubahan (semula - menjadi0 sampai
dengan komponen

Menu DIPA

Data PHLN

Berisikan form perekaman pagu valas untuk pinjaman hibah
luar negeri

Data Rencana Penarikan

Berisikan 2 form yaitu rencana penarikan dana dan perkiraan
penerimaan

Data KPA

Berisikan form rekam kuasa pengguna anggaran

Petikan DIPA

Berisikan form cetak petikan DIPA
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d. Menu Belanja Pegawai

e Restore data aplikasi GPP
Berisikan form eskport data pegawai dari aplikasi GPP (Gaji
Pemerintah Pusat) yang dipergunakan dalam perhitungan gaji
dalam RKAKL

e RUH Data PNS Pusat
Berisikan form RUH (rekam ubah hapus) Data PNS Pusat

e RUH Data Personil Polri
Berisikan form RUH (rekam ubah hapus) Data Personil Polri

e RUH Data Personil TNI
Berisikan form RUH (rekam ubah hapus) Data Personil TNI

e Cetak Rekap Data Pegawai
Berisikan form cetak data pegawai

e Hapus Data Pegawai per Satker
Berisikan Form hapus data pegawai per satuan kerja

e. Menu Laporan

e Per Unit
Berisikan form laporan RKAKL per unit eselon I (Ditjen
Pendidikan Islam / 025.04)

e Per Lokasi
Berisikan form laporan RKAKL berdasarkan alokasi anggaran
menurut lokasi /provinsi

e Per Program
Berisikan form laporan RKAKL berdasarkan alokasi anggaran
menurut program (025.04.07)

e DPer Fungsi
Berisikan form laporan RKAKL berdasarkan alokasi anggaran
menurut fungsi (Fungsi Pendidikan)

e Per Lokasi Program
Berisikan form laporan RKAKL berdasarkan alokasi anggaran
menurut lokasi / provinsi dan program

e PHLN/PNBP
Berisikan form laporan RKAKL berdasarkan alokasi anggaran
menurut rupiah murni (RM) / Pinjaman Hibah Luar Negeri
(PHLN) / Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

e Penggunaan PNBP
Berisikan form laporan penggunaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak

e Register
Berisikan form laporan RKAKL berdasarkan alokasi anggaran
menurut register an- ggaran

e Akun
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Berisikan form laporan RKAKL berdasarkan alokasi anggaran
menurut akun yang dipergunakan

Blokir

Berisikan form laporan RKAKL anggaran yang di blokir
Tematik APBN

Berisikan form laporan RKAKL berdasarkan alokasi anggaran
menurut tematik APBN

Persetujuan RKAKL

Berisikan form entry persetujuan RKAKL

Menu Referensi

Standar Biaya Masukan

Berisikan table standar biaya masukan

Standar Biaya Keluaran

Berisikan table stnadar biaya keluaran

Tabel Referensi

Berisikan table referensi yang di pakai dalam aplikasi RKAKL
Penandatangan

Berisikan form pengisian penandatangan laporan yang di
hasilkan dari aplikasi RKAKL

User

Berisikan form manajemen user aplikasi RKAKL

Tahun Anggaran

Berisikan form penambahan dan pengurangan seting tahun
anggaran

Menu Utiliti

Backup Data RKAKL

Berisikan form proses backup data RKAKL (file
Z0T_XXXXX_XX_XXXXXX_X.XX)

Restore Data RKAKL

Berisikan form untuk proses restore data hasil backup (file
Z0T_xxxxx_xX_xxxxxx_x.xx dan file d07_xxxxx_XX_XXXXXX_X.XX)
Gabung Data

Berisikan form penggabungan data backup kedalam aplikasi
RKA-K/L

Hapus Data

Berisikan form untuk menghapus data

Copy Antar Satker

Berisikan form untuk meng copy data RKAKL antar satuan kerja
Copy Program Antar Satker

Berisikan form untuk meng copy data RKAKL antar satuan kerja
berdasarkan pro- gram

Ubah Output
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Berisikan form fasilitas ubah output dalam aplikasi RKAKL
tanpa melalui menu form belanja

e Ubah Lokasi Kegiatan
Berisikan form fasilitas ubah lokasi kota dalam aplikasi RKAKL
tanpa melalui menu form belanja

e Ubah KPPN
Berisikan form fasilitas ubah kode KPPN dalam aplikasi RKAKL
tanpa melalui menu form belanja

e Hapus Catatan Akun
Berisikan form untuk menghapus catatan pada akun dalam form
belanja

e Kirim Data Hasil Validasi
Berisikan proses pengiriman data ADK setelah proses validasi
suskes (file d0T_xxxXX_XX_XXXXXX_X.XX)

h. SPAN

e Kirim Data ke SPAN
Berisikan form Proses pengiriman ADK data ke Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (file
dOT_XXXXX_XX_XXXXXX_X.SXX)

e Terima Data dari SPAN
Berisikan form penerimaan ADK data ke Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (file
d0T_xXXXX_XX_XXXXXX_X.SXX)

i.  Keluar
e Informasi
Berisikan informasi seputar aplikasi
e Keluar Aplikasi
Keluar dari aplikasi RKA-K/L

B. LANGKAH MENYUSUN RKA-K/L DENGAN APLIKASI RKA-
K/LDIPA
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C.

PANDUAN

Dalam menyusun RKA-K/L menggunakan aplikasi dapat dilakukan

dengan 15 langkah proses seperti pada gambar dibawah ini

Input Qutput, Sub
Qutput,

Input Rencana
Penarikan Dana

T arsd A ™ Komponen, Sub = HRAHL il dan Rencana fi Wi B
» K] Mg Komponen, Akun ﬂ-n-ﬂﬂphl Penerimaan Flabafith |
o dan Detil Kegiatan e Pendapatan Per e
yang Bulan Per Jenis
direncanakan Belanja/Akun
Input Pagu yang Input Target Input Data KPA,
telah diberikan Pendapatan PPSPM, Bendahara
oleh Bagian (PNBP) sesuai yang Pengeluaran,
Perencanaan Per & Wb RRAE 2N direncanakan per © Meiaea NPWP, alamat
Sumber Dana < Frnm Balzzs Akun Pendapatan A TRt Rmy i Email Lembaga/
Unit Kerja
Cetak Rencana
- Kerja Anggaran TR _ -
’;'I"‘mh Form A untuk }.;‘:‘:"“ ] Input data Pejabat Ve WA |
Sk mengecek per : Penanda Tangan Laporan > Waliduat [kets

Qutput, dan Form
B untuk mengecek
per komponen

é_‘ _

Cetak Rincian

A=

Cetak Kontrol

C

Lakukan validasi

Kertas Kerja Satker Pagu, untuk data untuk
sebagai Petujuk mengecek mengecek
Operasional Kerja | il MEARL keseuaian Pagu 2 Sy Tl kebenaran data
(POK) [’m"“ﬂ" L dengan data yang ..m.‘,.‘*iﬁ‘:.' yang sudah
N : i sos e 0
sudah diinput diinput
Fh L MLl I )
i Lakukan Backup N T
data yang telah Kirim data yang
diinput sudah valid ke
Aplikasi SPAN
Cetak Laporan Per Kirim data yang Memasukkan data
Unit untuk telah berhasil hasil bentukan
mengecek Volume divalidasi dengan Kirim Data ke
Per Qutput, T ey b hasil valid i LS SPAN atau yang
Jumlah Anggaran = Iheituip Tlatid ':ﬁ"lmh diunduh dari
per Sumber Dana N il RKAKLDIPA Online
untuk mengecek

jika ada error

HAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN
MENGGUNAKAN APLIKASI RKA-K/L DIPA

Dalam menyusun RKA-K/L dalam aplikasi RKA-K/L perlu
memperhatikan keterkaitan dengan data dan aplikasi lain sebagai
pendukung penyusunan RKA-K/L. Data dan kode Program, Kegiatan,
Output, Sub Output dan komponen hasil dari aplikasi KRISNA sudah
tersedia dalam aplikasi, sehingga operator tinggal memilih dan
menggunakan data tersebut seusai dengan perencanaannya. Selain itu
integrasi dengan aplikasi lain yang berhubungan dengan perencanaan
sudah tersedia sehingga operator tinggal melakukan proses update
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refrensi dari data dan aplikasi lain.

Selain data dan aplikasi sebagai data refrensi agar aplikasi RKA-K/L

valid, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam

penyusunan RKA-K/L, yaitu

1. Pengisian volume output RKP harus sesuai dengan volume dalam pagu
yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

2. Dalam pemilihan sub output harus memperhatikan sumber dana yang
dipergunakan Karena setiap sub output sudah di pisahkan berdasarkan
sumber dana pada setiap kode sub output

3. Pemilihan komponen yang dipergunakan untuk menampung setiap
aktivitas pengang- garan disesuaikan dengan komponen yang tersedia
dengan jenis aktivitas penganggaran yang akan dilaksanakan

4. Dalam penyusunan komponen pada setiap sub output yang di pilih
harus memperhatikan

a. Pengisian sifat biaya, jika merupakan komponen yang bersifat utama
atau prioritas utama yang tidak dapat ditinggalkan dalam
pelaksanaan Kegiatan maka dipilih sifat biaya Utama (1) dan jika
bersifat pendukung maka dipilih sifat biaya Pendukung (2)

b. Pengisian KPJM dan pengalian Output diisi YA jika kegiatan
tersebut merupakan kegiatan RKP dan atau bersifat terus menerus
dilaksanakan sampai jangka waktu tertentu yang sudah di
rencanakan dan diisi TIDAK jika bersifat temporer atau hanya sekali
dilaksanakan

c. Pengisian tahun anggaran berkaitan dengan isian KPJM, jika
direncanakan dilaksanakan sampai dengan tahun tertentu maka
berikan tanda centang dengan cara di klik pada kotak disamping

Form RANH Kompooen O
Komponen
Uraan Komponen
Jerus Beaays

S4x Bays Clsle p)

Dikatican indeks KPJW] @ va Ticak

Dalalian Indeks Dt @va Thdak

Dangoadan Tahun | 552018 2010 2020 2021

ot Lay

tahun yang direncanakan

Gambar 1 Form Komponen
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5. Hindari penggunaan Special Character, seperti & <> ‘) — yang
akan mengakibatkan gagal upload ke SPAN

6. Tidak diperbolehkan copy paste dari MS Word atau excel

7. Teliti kembali isian atribut satker yaitu
a. Kode Lokasi / Kabkota
b. Kode KPPN
c. Kode Kewenangan (KP/KD/DK/TP/UB)

8. Periksa data yang berhubungan dengan blokir (tanda *) akibat dari
ketidak sengajaan memblokir atau sisa blokir pada tahun sebelumnya
dan sisa catatan akun pada tahun sebelumnya (jika data diperoleh dari
proses migrasi data dari tahun sebelumnya)

9. Hitung Gaji dari membaca data dari aplikasi GPP merupakan proses
penghitungan gaji yang bersifat estimasi, lakukan penyesuaian secara
manual per akun untuk menyesuaikan kebutuhan gaji

10. Validasi alokasi anggaran PNBP sesuai dengan data yang direkam
dan data pagu yang sudah mendapat ijin penggunaan sebelum di
lakukan validasi data melalui menu validasi pilih tombol pagu PNBP

g Dty Q

TETET A

L O ma e vmi b Pk et 1 Bt Ta il

o o L 1Ty bl

i

Syczrd e v

T bighi. B B DA

Erose s Cotad wigdanl il KEoe Walitas [

Gambar 2 Pagu PNBP yang sudah mendapatkan Ijin Kemenkeu

11. Backup hasil pekerjaan melalui menu Utillity pilih backup data RKA-
K/L sebelum dilakukan validasi
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12. Setelah proses validasi selesai dan dinyatakan valid maka dilakukan
kirim data hasil validasi dari menu utility dan kirim data SPAN dari
Menu SPAN

13. Pastikan data SPAN vyang dikirim tidak terdapat masalah
penggunakan special character dengan melakukan langkah terima
data SPAN dari menu SPAN.

. REVIEW ESELON 1

Hal hal yang harus dipersiapkan sebelum dilakukan review dengan

esleon I adalah:

1. Pagu yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

2. Cetakan RKA Form B dari aplikasi RKA-K/L yang ditandatangani
dan berstampel

3. Cetakan Kontrol Pagu dari aplikasi RKA-K/L yang di tanda tangani
dan berstampel

4. Cetakan Laporan “per Unit/Program/Kegiatan/Output/Satker” dari
aplikasi RKA-K/L yang di tanda tangani dan berstampel

5. Cetakan RKK (Rincian Kertas Kerja) dari aplikasi RKA-K/L yang
ditandatangani dan ber- stampel dan dalam bentuk file PDF

6. File TOR dan RAB yang sudah disahkan oleh KPA dan berstampel
beserta lampirannya, dalam bentuk PDF

7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai 6.000
yang ditandatangani dan berstampel

8. Surat Pengantar dari Kuasa Pengguna Anggaran

9. ADK RKA-K/L dari menu SPAN > Kirim Data Ke SPAN

10. Matrik Semula Menjadi dari aplikasi

11. Sebaran anggaran PNBP dalam bentuk Excel (Cetakan dan File)
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BAB VII
PENUTUP

Buku pedoman ini disusun adalah bagian dari ikhtiar untuk selalu melakukan
yang terbaik dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan harapan
dapat dijadikan sebagai panduan yang memudahkan para perencana di
lingkungan PTKIN dalam menyusun RKA, sehingga RKA yang diusulkan
menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Demi mencapai kesempurnaan, buku pedoman ini akan dievaluasi setiap
tahun, dalam rangka mengakomodasi setiap perkembangan/perubahan
peraturan dan dinamika dalam penerapannya.
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Lampiran I : Tim Penyusun
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Ketua
Sekretaris

Anggota

TIM TEKNIS

Tri Budi Santoso, SE
Setyo Hantoro, SE
Muhammad Igbal, SE
Puji Edi Purnomo, M.Pd
Noviansyah,S.Pd.1
Abdul Wahid, M. Pd
Zikra Wahyu, M. Ikom
Darwis, SE

Yusuf Ismail, SH
Sartika, S. Ak

Dr. H. Imam Syafi’i, M. Pd

H. Ridwan, M.Pd.I

Novardi, S.Kom.

Suhaimi, S. Ag, M. Pd

Tato Priyo Sulistiyono, S.Kom
Dra. Euis Heni Herlina, M. Pd
Rosdiana, S.E., M.Pd

Ahmad Zamroni, SE

PADA PERGURUAN TINGGI

Sekretariat Ditjen Pendis
Sekretariat Ditjen Pendis
Sekretariat Ditjen Pendis
IAIN Pontianak

IAIN Surakarta

UIN Bandung

IAIN Kendari

UIN Malang

Kuswara, M. Pd

UIN Syahid Jakarta

Sekretariat Ditjen Pendis

Sekretariat Ditjen Pendis
IAIN Palu

UIN Raden Fatah Palembang
IAIN Pontianak

IAIN Samarinda

IAIN Batusangkar

UIN Sumatera Utara

IAIN Salatiga

STAIN Kepulauan Riau

PANDUAN

PERENCANAAN &

PENGANGGARAN



Lampiran II:
KEBIJAKAN ANGGARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
NEGERI PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020

1. Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN di bidang Pendidikan

Renstra Pendidikan Islam ini menjabarkan tiga agenda pembangunan
nasional yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu: meningkatkan sumber daya
manusia, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, dan pengarusutamaan
pembangunan berkelanjutan, dengan arah kebijakan dan strategi nasional.
Dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan kebijakan
diarahkan untuk meningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan
meningkatkan produktivitas dan daya saing. Peran pendidikan dalam
membangun kebudayaan dan karakter bangsa diarahkan melalui revitalisasi
revolusi mentalitas bangsa yang maju dan moderen, dan berkarakter;
memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan
harmoni sosial; dan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi
terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter. Sedangkan dalam
pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mewujudkan
kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dan pengarusutamaan tata
kelola Pemerintah yang baik.

Strategi nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang
pendidikan dilakukan melalui: (i) peningkatan kualitas pengajaran dan
pembelajaran; (i) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua
jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (iii) peningkatan
profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidikan dan tenaga
kependidikan yang merata; (iv) penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk
meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar
wilayah; (v) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi
pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;
(vi) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, dan (vii)
penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

Sementara itu, peran pendidikan dalam membangun kebudayaan dan
karakter bangsa dilakukan melalui: (i) pemantapan pendidikan agama, karakter
dan budi pekerti untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, dan gotong
royong; (ii) penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif
terhadap perubahan dan perkembangan jaman; (iii) penguatan praktik beragama
dalam perspektif jalan tengah (wasathiyyah) untuk memantapkan persaudaraan
dan kebersamaan di kalangan umat beragama; (iv) Peningkatan budaya literasi;
dan (v) peningkatan kreativitas dan daya cipta.

Pengarusutamaan pembangunan beekelanjutan diperlukan untuk
menjamin pelaksanaan program Renstra didukung oleh sistem tata kelola
Pemerintahan yang baik dan wawasan gender yang seimbang. Untuk itu,
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strategi nasional yang harus dipedomani di bidang pendidikan adalah: (i)
percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang
pembangunan di tingkat Pusat, daerah, dan desa; (ii) peningkatan kualitas
manajemen ASN; (iii) peningkatan efektivitas tatakelola instansi Pemerintah; (iv)
peningkatan akuntbilitas kinerja instansi Pemerintah; dan (v) Peningkatan
kualitas pelayanan publik.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam
a. Arah Kebijakan Pendidikan Islam

Dalam periode Renstra tahun 2015-2019, Pendidikan Islam telah berhasil
meletakkan fondasi dalam perannya terhadap penuntaskan Wajar Dikdas 12
Tahun (temasuk melalui Pendidikan Keagamaan Islam yang terstandarkan
secara nasional), memperluas akses PTKI yang bermutu ( termasuk perluasan
mandat beberapa IAIN menjadi UIN dalam rangka merespon kebutuhan tenaga
kerja profesional), mengintensifkan Pendidikan Agama Islam pada satuan
pendidikan umum (termasuk mengintegrasikan pendidikan karakter, budaya
damai, dan Islam moderat) dan memberdayakan kembali keunggulan Pesantren.
Ini semua didukung dengan sistem tatakelola dan penataan birokrasi yang baik
sehingga dijadikan pilot proyek Zone Integritas.

Kini sudah waktunya sampai ke-milestone pembangunan Pendidikan
Islam pada tahun 2020-2024 yang berorientasi kepada peningkatan mutu dan
daya saing sehingga kedepan diharapkan dapat menjadi rujukan dunia dalam
studi Islam yang rahmatan lilalamin. Dengan mempertimbangkan capaian
program Renstra yang lalu, kondisi saat ini, arah kebijakan nasional di bidang
pendidikan dan arah kebijakan Kementerian Agama R.I., Pendidikan Islam lima
tahun ke depan diarahkan:

“Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan Pendidikan Islam
diarahkan untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
dan berdaya saing dengan tetap mempertahankan ciri khas keunggulannya melalui
optimalisasi peran dalam pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, peningkatan
kualitas dan daya saing PTKI, memantapkan Pendidikan Agama Islam yang rahmatan
lil alamin, pemberdayaan kemandirian Pesantren, dan optimalisasi layanan birokrasi
yang baik dan berwawasan kesetaraan gender.”

Pertama, upaya meningkatkan akses yang berkualitas dan merata dititik
beratkan pada jenjang RA, MA dalam rangka berkontribusi pada penuntasan
Wajib Belajar 12 Tahun, dan perguruan tinggi, dengan fokus pada daerah-daerah
yang APKnya masih rendah.

Kedua, untuk memastikan diperolehnya layanan pendidikan yang
bermutu, peningkatan mutu Madrasah/PDF/Muadalah diarahkan pada
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peningkatan kualitas pembelajaran dalam penguasaan pengetahuan,
kemampuan berpikir, dan akhlakul karimah berbasis Islam moderat. Ini
dimaksudkan agar peserta didik memiliki ketrampilan unggulan yang adaptif
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, meningkatkan “kesiapan belajar” siswa kemampuan literasi dasar,
termasuk literasi keagamaan Islam pada jejang RA untuk memberikan fondasi
yang kuat dalam hal ketrampilan lunak yang diperlukan untuk penguasaan
pengetahuan, kemampuan berpikir, dan akhlakul karimah berbasis Islam
moderat, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keempat, mempercepat pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan lainnya secara merata di Madrasah/PDF/Muadalah
dan guru PAI, melalui tiga jalur intervensi, yaitu pengangkatan guru baru
dengan seleksi kemampuan kompetensi secara ketat dan memperhitungkan
pemerataan sebaran regionalnya, meningkatkan kompetensi guru yang sudah
ada melalui jalur PPG, dan meningkatkan kemampuan profesional guru
berkelanjutan melalui program Pengembangan Keprofesionalan Guru
Berkelanjutan (PKG) yang diintegrasikan ke dalam sistem KKG dan MGMP.

Kelima, meningkatkan relevansi pendidikan vokasi di Madrasah
Keterampilan, MAK, dan Pendidikan Ekonomi Kerakyatan di Pesantren
diarahkan melalui kerjasama dengan industri/lembaga kerja terutama dalam
pengembagan kurikulum dan pembelajrannya

Keenam, meningkatkan produktivitas dan daya saing Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam melalui difersifikasi fokus pengembangan keunggulan
(research, teaching, atau vocational univeristy), peningkatan jumlah program studi
vokasional/sertifikasi melalui kerjasama dengan industri/lembaga kerja,
pemanfaatan produk penelitian, dan meningkatkan rangking akreditasi di
tingkat nasional dan internasional.

Ketujuh, meningkatkan sistem tata kelola Pendidikan Islam diarahkan
kepada pembangunan sistem penjaminan mutu Pendidikan Islam berkelanjutan,
peningkatan manajemen ASN, efektivitas tata kelola perencanaan program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja, membangun budaya Islam moderat dan
memperhatikan kesetaraan gender di Direktorat Jenderal direktorat dan PTKIN.

b. Strategi Pendidikan Islam

Dengan mempertimbangkan sasaran strategik Pendidikan Islam yang
ingin dicapai, kondisi saat ini, pontensi yang dimiliki, dan peluang yang ada,
lesson learned yang diperoleh, serta kekhasan Pendidikan Islam, maka strategi
yang akan dilakukan dapat dirumuskan. Strategi Renstra yang lalu tetapi masih
relevan, tetap akan dilanjutkan. Berikut adalah rincian strategi yang dirumuskan
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untuk mencapai target program yang ditetapkan.
1) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran

a) Penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran
berfokus pada kemampuan matematika, literasi di Madrasah, PDF, dan
Pendidikan Muadalah dan sains melalui:

a. Merevisi standar kompetensi dan silabus mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika, dan IPA;

b. Merevisi naskah buku teks mata pelajaran Bahasa, Matematika, dan
IPA;

c. Memberikan bimbingan teknis kepada guru mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika, dan IPA dalam menyusun RPP dan proses
pembelajaran berdasarakan standar kelulusan dan silabus hasil revisi.

b) Dalam mewujudkan meningkatnya kemampuan literasi awal/dasar dan
tingkat kemampuan berpikir siswa MTs/Wustho, Pendidikan Muadalah,
upaya yang dilakukan adalah:

a. Penguatan pembelajaran literasi dasar (bahasa, matematika, IPA)
pada guru kelas 1 dan 2 MI/Ula, termasuk membaca, menulis dan
berhitung (calistung);

b. Mengintegrasikan kemampuan berpikir dalam silabus dan RPP mata
pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA di MI/Ula kelas 3
keatas, MTs/Wustho, MA /Ulya, dan Pendidikan Muadalah

c. Mengintegrasikan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dalam
mata pelajaran IPS mulai di MTs/PDFUla /Pendidikan Muadalah

1. Dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidikan dan
kependidikan (akan dibahas pada Cf. 3.1.1.2)
2. Dalam merealisasikan penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, upaya
yang akan dilakukan adalah:
a. Meningkatkan kemampuan teknis guru dalam menerapkan penilaian
formatif hasil belajar di kelas dan pemanfaatannya untuk perbaikan
pembelajaran.

3. Peningkatan TIK dalam pembelajaran di Madrasah, PDF, dan Pendidikan

Muadalah, akan dilaksanakan dengan cara:

a. Meningkatkan kemampuan guru/ustadz dalam menyusun bahan
presentasi (seperti power point) yang baik.

b. Cara menyusun modul atau bahan pengayaan yang dapat di upload di E-
libarry.

c. Mendorong berkembangnya perpustakaan e-libary yang dapat terkoneksi
dengan “Rumah Belajar Pendidikan Islam”.
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4. Integrasi soft skills dalam pembelajaran dilakukan dengan cara:

a.

Mengintegrasikan pembelajaran kreativitas, ketrampilan kolaborasi,
komunikasi, ketrampilan hidup (ketrampilan lunak abad 21) dengan
menerapkan metode pembelajaran siswa aktif (student active learning) dan
pembelajaran berkelompok (group learning) di semua mata pelajaran di
MA /Ulya/Pendidikan Muadalah

5. Meningkatkannya kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI) akan dilakukan
dengan cara:

a.

PANDUAN

Merevisi PP 55 Tahun 2007, termasuk untuk mengatur standar dan
pengelolaan PAI di TK sampai perguruan tinggi, sebagai landasan
hukum.

. Bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemendagri, menyusun

pedoman pelaksanaan pendidikan agama Islam di TK yang sejalan
dengan Permendikbud No. 137/2014 tentang Standar Nasional PAUD.

. Bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Pesantren, membuat pilot proyek peningkatan kualitas program Tuntas
Baca Tulis Al-Qur’an (TBTA) yang terintegrasi dengan program ektra
kurikuler di sekolah dan merupakan program “Pengabdian
Masyarakat”nya Pesantren sebagai lembaga pendidikan.

. Bekerjasama dengan Direktorat PTKI, Kemenristekdikti, dan menyusun

pedoman pelaksanaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi,
termasuk standar muatan kurikulumnya, yang selaras dengan Keputusan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.43/DIKTI/Kep/2016.

. Bekerjasama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,

membangun sistem penjaminan mutu Pendidikan Agama Islam di semua
jenjang pendidikan.

Bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan PTKIN,
melaksanakan pilot proyek peningkatan kualitas program Rohis dan
“Pesantren Kilat” yang terintegrasi dengan program ektra kurikuler di
SMA /SMK dan merupakan program “KKN Nusantara” PTKI.

. Menyelenggarakan “Jambore Rohis” tingkat provinsi dan nasional

sebagai ajang kompetisi kemampuan keagamaan Islam dan ketrampilan
kepramukaan, yang dihadiri oleh pengelola Rohis agama Islam dan
agama lain. (harmoni Ref.

. Memanfaatkan TIK dalam meningkatkan kualitas metode pembelajaran

dan penyebarluasan buku pelajaran/kuliah, buku panduan guru/dosen.
Merevisi buku teks Pendidikan Agama Islam di SD sampai SMA/MAK
dengan mengintegrasikan muatan pendidikan karakter akhlakul karimah,
budi pekerti, Islam moderat dan meng-upload ke “Rumah Belajar
Pendidikan Islam”.

Meningkatkan jumlah sasaran bimbingan teknis “Metode Pembelajaran
ISRA” bagi guru PAI di TK, SMP/SMPLB/SMA /SMALB.

. Melanjutkan dan meningkatkan Program Bina Kawasan (Pembinaan

Keagamaan Wilayah Perbatasan/3T) melalui Guru Kunjung.
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1. Memberikan kesempatan mengikuti program Visiting Teacher (Gur Tamu)
bagi guru PAI yang beprestasi.

m.Menyusun buku teks mata kuliah Agama Islam di perguruan tinggi yang
berwawasan Islam moderat dan pendidikan karakter akhlakul karimah.

6. Upaya untuk meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Keagamaan Islam
dalam bentuk Program Diniyah Takmiliyah, dan Pendidikan Al-Qur’an, akan
dilakukan melalui:

a. Menyusun standar nasional kompetensi kelulusan Diniyah Takmiliyah

dan Pendidikan Al-Qur’an.

b. Menyediakan buku/kitab/bahan ajar untuk PDF/Pendidikan Muadalah,

Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Qur’an.

c. Menyelenggarakan ujian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
kelulusan dan memberikan sertifikasi bagi yang lulus Diniyah Takmiliyah
dan Pendidikan Al Qur’an.

Pemberian beasiswa Pendidikan Tahfizh Al Qur’an kepada santri.

Mengirimkan santri dalam Musabaqah Qira’atil Kutub (MOK).

Pemberian beasiswa santri berprestasi.

Pemberian beasiswa berprestasi bagi kader ulama kepada ustadz.

Menyelenggarakan “Pekan Olah Raga dan Seni Nusantara” antar siswa

Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama RIL.

Menyelenggarakan pentas ketampilan dalam “Jambore Pramuka

Nusantara” antar siswa/santri Pendidikan Keagamaan di lingkungan

Kementerian Agama RI.

S@ e

-

7. Upaya untuk meningkatnya kualitas dan akses Program Kesetaraan akan
dilakukan melalui upaya sbb.:

a. Direktorat bekerjasama dengan BPS, untuk membuat pemetaan kantong-
kantong daerah yang penduduknya banyak ATS, putus sekolah, dan
beragama Islam.

b. Lembaga penyelenggara Program Kesetaraan berkoordinasi dengan
Madrasah/SD/ SMP/SMA/SMK setempat, Kelurahan setempat,
“menjaring” siswa putus sekolah, dan ATS untuk mendaftar ke Program
Kesetaraan.

c. Bekerjasama dengan Pesantren, sekolah, Madrasah dan lembaga
pendidikan lainnya untuk memanfaatkan kelas yang dapat dipergunakan
untuk lokasi pembelajaran Program Kesetaraan.

d. Memberikan biaya “penjaringan ATS dan anak putus sekolah”.

e. Memberikan bimbingan teknis bagi pengelola menjadi Fasilitator dalam
membentuk dan menyiapkan “kesiapan belajar” Kelompok Belajar
Program Kesetaraan (maksimum 15 orang peserta didik), menyusun dan
mengelola program pembelajaran.

f. Memberikan pelatihan kepada Tutor (pendidik)

. Memberikan insentif bagi Fasilitor dan Tutor.
. Menyediakan biaya operasional penyelenggaraan Program Kesetaraan

= Q9
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2) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua Jenjang dan
percepatan pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun

8. Pemberian bantuan pendidikan yang memadai diberikan dalam bentuk:

a.

b.

o

e 5t

Biaya Opersional Sekolah (BOS) untuk Madrasah, PDF, Pendidikan
Muadalah, dan Program Kesetaraan;

Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa/santri dari keluarga kurang
mampu;

Beasiswa siswa/santri yang di daerah afirmasi;

Beasiswa berprestasi bagi siswa/santri yang berprestasi;

Beasiswa bagi lulusan berprestasi dari Madrasah/PDF/Pendidikan
Muadalah, yang melanjutkan ke perguruan tinggi;

Beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa PTKI dari keluarga kurang mampu;
Beasiswa Afirmasi PTKI (ADIKTIS - UP4B);

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik bagi mahasiswa PTKI;
Beasiswa Tahfidz Al Qur’an.

Bantuan biaya magang.

9. Dalam rangka mencapai pemerataan layanan pendidikan antar wilayah
dengan memberikan, upaya yang akan dilakukan adalah:

a.

b.

Mendirikan RA Negeri disetiap propinsi/kabupaten/kota sebagai model
dan pendorong berkembangnya RA swasta.

Mengembangkan MA Satu Atap pada MTs Satu Atap/PDF yang sudah
ada, dengan bekerja sama dengan yayasan atau komite Madrasah/PDEF.
Bekerjasama dengan pemerintah daerah, yayasan, atau komite madrasah
menambah rombongan belajar melalui RKB atau kelas filial pada RA, dan
MA Negeri yang minimal terkreditasi “B”.

Mendirikan MA Satu Atap berasrama di daerah 3 T.

Menambah MAN-IC untuk mengoptimalkan peserta didik yang
berkemampuan luar biasa.

Membangun MAK baru secara terseleksi dan terbatas dengan fokus di
daerah yang langka akan tenaga terampil.

Meninjau kembali formula besaran dana BOS dan KIP yang
mempertimbangkan jumlah siswa/santri per lembaga dan keadilan lintas
jenis dan jenjang

10. Untuk mewujudkan pemerataan memperoleh pendidikan tinggi di PTKI
berkualitas, akan dilakukan hal-hal sbb.:

a.

PANDUAN

Mengembangkan program studi inovatif di bidang teknologi dan sains
melalui peningkatan stutus kelembagaan dari IAIN ke UIN dengan
mempertimbangakan sebaran demografis (minimal satu UIN di setiap
provinsi).

Mengembangkan kampus jauh bagi UIN dan IAIN dalam program studi
yang minimal terakreditasi “B”.
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c. Menerapkan sistem pembelajaran daring di PTKI, dimulai dengan model
“blended leaarning”.

d. Melakukan penjaringan calon mahasiswa jalur khusus bagi PTKI
bekerjasama dengan MA/PDF/Pendidikan Muadalah terutama untuk
program studi bidang Ilmu Agama dan prodi langka, Madrasah
(termasuk MAN-IC) untuk program program studi teknologi dan sains.

e. Menyediakan Biaya Operasional Pendidikan untuk RA, didukung dengan
satuan biaya yang memadai.

f. Menyediakan dana BOS untuk MI/Ula, MTs/Wustho, MA/MAK/ Ulya,
dan Pendidikan Kesetaraan.

g. Memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa dari keluarga kurang
mampu.

h. Memberikan beasiswa Bidik Misi, Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adiktis)
UP4B, Peningkatan Prestasi Akademik, S2 bagi mahasiswa lulusan S1
berprestasi, dan beasiswa Tahfidz Al Qur’an.

11. Penangan anak yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali ke sekolah dilakukan
melalui ektensifikasi Program Kesetaraan (Ref. 9)

12. Dalam rangka peningkatan pemahaman dan peran keluarga mengenai
pentingnya pendidikan, kegiatan yang akan dilakukan berupa:
a. Membentuk Komite PDF/Pendidikan Muadalah;
b. Mengaktifkan Komite Madrasah;
c. Menggalakkan pertemuan rutin orang tua dan sekolah;
d. Memberikan advokasi kunjungan ke rumah orang tua yang anaknya
bermasalah atau berprestasi;

13. Peningkatan layanan 1 tahun Pra-sekolah dilakukan untuk memperkuat

“kesiapan belajar siswa”, dilakukan melalui:

a. Memberikan pembelajaran melalui bermain yang merangsang untuk
berpikir;

b. Memberikan ketrampilan awal siswa dalam berpikir tingkat dasar, seperti
belatih mendengar dengan baik, mengamati dengan cermat, meraba
dengan sensitif, berbuat secara hati-hati, dlIl.

c. Memberikan pengenalan terhadap huruf, angka, dan simbul sederhana
secara dengan cara yang menyenagkan;

d. Memperluas perbendaharaan  kata  melalui mendengarkan
dongeng/ cerita.

14. Meningkatnya kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Fakultas
Tarbiyah pada PTKIN dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) (sesuai
PMA No.15 Tahun 2018 tentang Reformasi LPTK), melalui:

a. Melakukan survei pasar/pemetaan kebutuhan kompetensi yang
diperlukan untuk setiap jenis profesi guru Pendidikan Islam: MA, guru
PAI, ustadz PDF/Pendidikan Muadalah.
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. Menetapkan jenis pendidikan (akademik, profesional, atau vokasi), nama

prodi, dan kurikulum masing-masing.

. Menetapkan standar nasional pendidikan calon guru dan profesi guru

Pendidikan Islam.

. Berkerjasama dengan direktorat GTK, PAI, Pd. Pontren, menyusun

standar nasional pendidikan bagi calon dan profesi guru/ustadz
Pendidikan Islam
Meningkatkan struktur kelembagaan Fakultas Tarbiyah di PTKI
berdasarkan standar nasional pendidikan calon dan profesi guru
Pendidikan Islam.

15. Terpenuhinya kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dan kompetensi untuk
guru Madrasah/PAI/ PDF/Pendidikan Muadalah dan dosen PTKI (52/S3)
dengan upaya:

a.

Meningkatkan partisipasi guru Madrasah/PAI/ PDF/Pendidikan
Muadalah untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), PPG mandiri.
Menyelenggarakan uji kompetensi melalui program sertifikasi bagi guru
Madrasah/PAI/ PDF/Pendidikan Muadalah.

Melakukan rekrutmen guru baru Madrasah sesuai dengan standar
rekruitmen, jumlah kebutuhan, dan memperhitungan kebutuhan
pemerataan antar daerah.

Berkerjasama dengan Kemenpan, BKN, Kemendagri melakukan
rekrutmen guru baru PAI sesuai dengan standar rekruitmen, jumlah
kebutuhan, dan memperhitungan kebutuhan pemerataan antar daerah.

e. Meningkatkan kompetensi Kepala Marasah/PDF/Pendidikan Muadalah

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Kepala
Marasah/PDF/Pendidikan Muadalah melalui Program Penyiapan Calon
Kepala Madrasah (PMA No. 58 Tahun 2018) dan Pengawas Pendidikan
Islam melalui Program Penyiapan Calon Pengawas.

Memberikan tunjangan sertifikasi dan tunjangan khusus bagi guru
Marasah/PDF/Pendidikan Muadalah/PAI dan dosen PTKI.

16. Untuk mencapai membaiknya pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian
guru Madrasah dan PAI berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai
kebutuhan dan ketersediaan, dilakukan kegiatan sbb.:

a.

PANDUAN

Bekerjasama dengan Mendagri, MENPAN RB, dan Kemendikbud,
menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan guru PAI secara
integratif dan komprehensif di Kementarian Agama

Melaksanakan pengelolaan guru PAI di sekolah umum sesuai dengan
Peraturan Pemerintah.

Meningkatkan kelengkapan dan validitas data guru Madrasah/PAl/
ustadz PDF/Pendidikan Muadalah, dan real time yang terintegrasi
dengan data pokok pada EMIS (Ref. Tata kelola)
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d. Melakukan pemetaan dan analisis kohort ketersediaan dan kebutuhan
guru Madrasah/PAI/ wustadz PDF/Pendidikan Muadalah jangka
menengah

e. Melakukan rekruitmen guru baru sesuai dengan kebutuhan dengan
memperhitungkan pemerataan antar provinsi/kabupaten/kota dan hasil
analisi kohort.

17. Untuk meningkatkan penerapan sistem penilaian kinerja guru Madrasah/
PAI/PDF/Pendidikan Muadalah sebagai acuan untuk pembinaan,
pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan, upaya yang dilakukan mencakup:

a. Menerapkan sistem perencanaan dan penilaian beban kerja guru
Marasah/PDF/Pendidikan Muadalah/PAI

b. Melakukan pembinaan kinerja terhadap guru Marasah/PDF/Pendidikan
Muadalah/PAI

c. Memberikan penghargaan kepada guru Marasah/PDF/Pendidikan
Muadalah/PAI yang memiliki kinerja luar biasa.

18. Pengendalian ijin pendirian Madrasah, PDF, Pendidikan Muadalah, dan
Program Kesetaraan dilakukan dengan cara:
h. Memperketat persyaratan pendirian Marasah/PDF/ Pendidikan
Muadalah baru
i. Menerapkan  pengelolaan  administrasi  perijinan  pendirian
Marasah/PDF/ Pendidikan Muadalah baru, termasuk komunikasi
hasilnya secara on-line.

19. Dalam rangka peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan
untuk peningkatan mutu layanan pendidikan, upaya yang yang akan
dilakukan adalah:

a. Menyempurnakan data EMIS agar mencakup semua komponen indikator
yang ditetapkan dalam SNP;

b. Merevisi regulasi yang mengatur tentang cakupan data yang
dikumpulkan dan diolah oleh EMIS;

c. Melakukan pemetaan nasional dan daerah mutu satuan Marasah/PDF/
Pendidikan Muadalah berbasis pemenuhan SNP.

20. Penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi Madrasah, PDF, Pendidikan

Muadalah, dan PTKI ditempuh dengan cara:

a. Melakukan pembinaan kepada Marasah/PDF/Pendidikan
Muadalah/PTKI yang kurang bermutu oleh Marasah/PDF/Pendidikan
Muadalah yang terakreditasi “A” dengan menggunakan pendekatan
“Pola Asuh” dalam Sistem Gugus/KKM dan sistem klaster di PTKI.

b. Memberikan insentif paket pembinaan persiapan akreditasi untuk “untuk
pengasuh” dan “yang diasuh”.
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c. Memberikan bimbingan teknis pembiasaan budaya mutu di lingkungan
sekolah bagi Kepala Marasah/PDF/Pendidikan Muadalah.

d. Memberikan bimbingan teknik kepada pustakawan
Marasah/PDF/Pendidikan Muadalah dalam pengumpulan dan
pelayanan e-library untuk mendukung kualitas pembelajaran.

e. Bekerjasama dengan BAN-SM dan Majelis Mashayyikh untuk
memastikan PDF dan Muadalah dapat diakreditasi.

f. Menyiapkan dana bantuan peningkatan mutu manajemen untuk
meningkatan kapasitas diakreditasi melalui pendampingan “Pola Asuh”
dalam persiapan akreditasi.

g. Memberikan bantuan biaya opersional pelaksanaan (visitasi) akreditasi.

21. Untuk mewujudkan penguatan budaya mutu serta pengembangan unit
penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan (Madrasah, PDF,
Pendidikan Muadalah, Program Kesetaraan, dan PTKI); upaya yang akan
dilakukan meliputi hal-hal sbb.:

a. Menyusun grand design sistem penjaminan mutu Pendidikan Islam yang
mencakup Pusat, daerah, dan satuan Pendidikan Islam.

b. Membentuk unit baru di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
yang bertugas untuk mengelola sistem penjaminan mutu Pendidikan Islam
internal;

c. Membentuk unit baru di Kanwil, Kandep, dan satuan pendidikan Islam
yang bertugas melakukan sistem penjaminan mutu secara internal.

d. Berkoordinasi dengan EMIS, membuat data mutu sesuai dengan SPM, di
Pusat, daerah maupun satuan pendidikan.

e. Menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal secara berkala setiap
setiap semester.

f. Memantau tindak lanjut hasil evaluasi mutu agar dilaksanakan.

22. Untuk mewujudkan peningkatan validitas data pokok Pendidikan Islam,
upaya yang akan dilakukan mencakup:

a. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang cakupan data yang dikumpulkan
EMIS yang mencakup 8 SNP, format yang dipergunakan, definisi data yang
dikumpukan, serta cara mengisikan datanya bagi petugas pranata
komputer yang mengisi data.

b. Menyusun rubrik untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang
diperoleh.

c. Bimbingan teknis kepada Validator data tentang cara memverifikasi data
serta cara memperbaiknya.

d. Menyiapkan “hot-line center” untuk menampung keluhan dan
memberikan solusi masalah pendataan.
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23. Dalam rangka meningkatnya kualitas perencanaan dalam mendorong
pemenuhan
Standar Nasional Pendidikan (SNP) bidang pendidikan, upaya yang akan
dilakukan adalah:

a. Menyusun regulasi system pendataan Pendidikan Islam nasional yang
komprehensif dan terintegrasi secara internal dengan SIMPATIKA, STAGA,
PD Dikti, pangkalan data Kepegawaian, dan secara eksternal dengan
pangkalan data pendidikan di Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemensos,
Kemenkeu, dan BPS.

b. Memutakhirkan kemampuan software, hardware, dan jaringan sampai
kesatuan Pendidikan Islam.

c. Bekerjasama dengan Biro Perencanaan Kemenag, Bappenas, Kemenkeu,
meningkatkan kemampuan SDM dalam rekayasa dan manajemen data,
perencanaan pendidikan (termasuk 8 SNP), tenik analisis data pendidikan
(termasuk analisis kohort), dan evaluasi program.

d. Melaksanakan sistem dan mekanisme untuk sinkronisasi perencanaan
program, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan Pendidikan Islam.

e. Membangun sistem pengendalian penyusunan rencana, anggaran dan
pelaksanaan program/kegiatan.

f. Menyusun kebijakan prioritas RKP Pendidikan Islam berbasis Renstra pada
setiap bulan November dalam rangka peningkatan mutu berbasis
pemenuhan SNP.

g. Penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan setiap
satuan Madrasah/PDF/Pendidikan Muadalah memenuhi SPM.

h. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi program/kegiatan setiap
tahun dan penyerapan anggaran berbasis RKP.

24. Peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
pendidikan Islam antara direktorat, Kanwil, Kandep, satuan Madrasah
Negeri, dilakukan melalui kegiatan:

a. Menyusun panduan sistem dan mekanisme perencanaan program,
kegiatan, dan anggaran tahunan berbasis Renstra Pendidikan Islam untuk
direktorat, Kanwil, Kandep, Madrasah negeri, PTKIN

b. Membuat template (format) penyusunan RKA-K/L berbasis Renstra bagi
Kanwil, Kandep, Madrasah Negeri, dan PTKI

c. Menyelenggarkan pelatihan RKA-K/L bagi Kanwil, Kandep, Madrasah
Negeri, dan PTKI

d. Menyelenggarakan “Rakornas Perencanaan Progam” dan pendampingan
dalam penyusunan RKA-K/L menggunakan template (format) bagi
Kanwil, Kandep, Madrasah Negeri, dan PTKI

25. Peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan Islam, dilakukan
dengan cara:
a. Menyusun panduan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan
penyerapan anggaran berbasis RKP
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-

Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan penyerapan
anggaran setiap tiga bulan

Melakukan review dan revisi nasional DIPA Satker Kanwil, Kankemenag,
dan PTKIN berdasarkan hasil monitoring pada enam bulan pertama
tahun fiskal.

Menyelenggarkan “Rakornas Evaluasi Program” untuk mengevaluasi
pelaksanaan program nasional berbasis Renstra Pendidikan Islam untuk
direktorat, Kanwil, PTKIN

Menyelenggarkan “Rakorda Evaluasi Program” untuk mengevaluasi
pelaksanaan program di daerah berbasis Renstra Pendidikan Islam untuk
Kandep dan Madrasah Negeri.

Menyelenggarakan ToT bimbingan teknis sistem pengendalian
perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan berbasis Renstra
Pelatihan dalam membuat laporan hasil analisis data yang menarik.

26. Peningkatan tata kelola PTKIN dilakukan dengan cara, sbb.:

a.

b.

PANDUAN

Melakukan pemetaan kategori peringkatan mutu PTKIN berdasarkan

hasil akreditasi prodi dan insititusi;

Melakukan pembinaan sistem tata kelola PTKIN berdasarkan hasil

pemetaan kategori peringkatan mutu:

i. Yang masuk kategori pertama (terkreditasi A) difasilitasi untuk

menjadi PTKI-BH dan menjadi PTKI Pembina;

ii. Untuk kategori kedua (B) difasilitasi untuk menjadi PTKI-BLU;

iii. Untuk kategori ketiga (dibawah B), didorong untuk meningkatkan
tingkat akreditasinya difasilitasi oleh PTKIN kategori 1 melalui
program ‘Pola Asuh” (detasering) di bidang manajemen.

Bagi IAIN yang memperoleh akreditasi A, didorong untuk alih status

menjadi UIN.

Berkonsultasi dengan Kemenristek Dikti dan Menpan, menyusun 10

Keputusan Menteri Agama RI menjabarkan lebih lanjut UU No. 46 Tahun

2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

Memberikan pelatihan dan studi banding (best practice) sistem

manajemen perguruan tinggi berkelas internasional bagi UIN

Memberikan pelatihan dan studi banding (best practice) sistem

manajemen perguruan tinggi berkelas internasional bagi UIN dan

beberapa PTKIS yang terakreditasi “A”.

Memberikan pelatihan dan studi banding (best practice) sistem
manajemen perguruan tinggi berkelas nasional bagi IAIN dan STKIN.
Menyusun Panduan otonomi PTKI berdasarkan good governanc.
Bekerjasama dengan Kemenkeu memfasilitasi UIN yang berpotensi untuk
menjadi PTKINBH.

Menyusun Permenag tentang pemberian dan pencabutan ijin pendirian

PTKI dan pembukaan ijin pembukaan program studi (Ref. Pasal 8 PP

46/2019).
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k. Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi di PTKI(Ref. Pasal 8 PP 46/2019) ;

1. Membentuk Majelis [Imu Keagamaan Islam (MIKI) sebagai dewan pakar
yang membantu merumuskan kebijakan PTKI penyusunan grand design
pengembangan PTKI, , termasuk Ma’had Aly (Ref. Pasal 8 PP 46/2019).

m. Menyusun panduan implementasi penggabungan Madrasah/PTKI
dengan berbagai model: Madrasah/PTKI swasta merger ke
Madrasah/PTKI negeri, antar Madrasah/PTKI swasta; akuisisi, atau
tilial/kampus jauh.

n. Menyusun panduan penyusunan statuta PTKI, terutama yang berkaitan
dengan Senat, satuan pengawas internal, dan dewan penyantun (Ref.
Pasal 46-53 PP No. 46/2019).

0. Mereviu dan menyempurnakan Permenag No. 17/2015 tentang Ma"had
Aly (Ref. Pasal 42,44,61 PP 46/2019)

27. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan
dalam pengembangan pendidikan anak usia dini holistik dan integratif
(PAUD HI), dilakukan melalui:

a. Mengadakan pertemuan koordinasi internal secara berkala.

b. Melakukan koordinasi eksternal dengan Kemendiknas, Kemensos,
Kemenkes, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia (IPPI), dan Asosiasi
Psikologi Islam (API) dalam pengembangan anak usia dini holistik
integratif (PAUD HI).

28. Agar tercapai meningkatnya peran dan kerjasama industri dalam pendidikan
dan pelatihan vokasi di MA Keterampilan, MAK, PTKI, dan Pesatren,
berbasis kerjasama industri akan diupayakan dengan cara:

a. Membentuk Majelis Vokasi Pendidikan Islam (MVPI);

b. Bersama-sama dengan MVPI membuat pemetaan kebutuhan keakhlian
yang dibutuhkan pasar tenaga kerja;

c. Bersama-sama dengan MVPKI merumuskan kebijakan dan grand desaign
pengembangan vokasi di MA ketrampilan, MAK, PTKI, dan Pesantren.

d. Mempromosikan grand design ke dalam dan ke luar untuk menarik
partisipasi dunia industri/usaha/kerja.

29. Reformasi penyelenggaraan pendidikan vokasi di MA Ketrampilan, MAK,
PTKI, dan Program Ekonomi Kerakyatan di Pesantren, dapat dilakukan
melalui:

a. Melakukan kerjasama nasional dengan industri/dunia kerja/lembaga
pemerintahan/daerah yang relevan sebagai pengguna, dan Kemenaker
penyusunan kebijakan kurikulum, standar kelulusan, magang, sertifikasi,
pendanaan, penyaluran lulusan, dan kegiatan pra-kerja, sesuai dengan
grand design.

b. Merevisi nama program studi dan kurikulum inti berdasarkan
rekomendasi
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Mengembangkan standar kompetensi lulusan dan standar sertifikasinya
Melakukan kerjasama teknis di tingkat satuan pendidikan dengan
industri/dunia kerja/lembaga pemerintahan/daerah yang relevan
sebagai pengguna, dan Kemenaker dalam penyelenggaraan pendidikan,
magang, pendanaan, dan penyaluran lulusan.

Bekerjasaman dengan industri/dunia kerja/lembaga pemerintahan,
menyelenggarakan bimbingan teknis bagi guru/instruktur/vokasi dalam
kemampuan mengajar dan membimbing praktek kerja lapangan.
Menstrandarkan program praktek di sekolah dan magang sesuai dengan
persyaratkan kompetensi yang diperlukan untuk sertifikasi.
Memutakhirkan paket fasilitas praktek vokasi di Madrasah, MAK, PTKI,
dan Pesantren.

. Menyediakan biaya bantuan untuk magang/unit produksi praktek kerja

lapangan.

Menyediakan Kartu Pra-Kerja.

Melaksanakan pelatihan bagi pengelola MA Ketrampilan, MAK, PTK]I,
dan Pesantren, termasuk pengelolaan keuangan yang diperoleh dari
Pemerintah maupun swasta.

3) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas

30. Dalam rangka mengembangkan pusat unggulan (center of excellent), upaya
yang akan dikerjakan adalah:

a.

b.

Membuat pemetaan keunggulan PTKIN berdasarkan hasil peta mutu
PTKI.

Menetapkan pusat studi keunggulan keilmuan (center of excellence) di UIN,
pusat keunggulan IlImu Keagamaan Islam di IAIN, dan pusat keunggulan
program studi di STKI sesuai dengan potensi perguruan tinggi dan
daerah.

Mengembangkan kelas internasional sesuai dengan keunggulan masing-
masing di UIN secara terkendali.

Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa luar negeri di kelas internasional.
Memberikan bantuan paket imbal swadaya berprestasi bagi PTKI untuk
mereview dan merevisi statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP),
Renstra, dan Rencana Induk Penelitian, sesuai dengan arah keunggulan
dan fokus pengembangan yang ditetapkan.

31. Untuk  mengembangkan  kerjasama  PTKIN dengan  dunia
industri/usaha/kerja/ Pemerintah, upaya yang dilakukan adalah melalui:

a.

PANDUAN

Bekerja sama dengan MVPKI, menyusun grand desain penelitian nasional
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang topiknya melibatkan
kerjasama dengan dunia industri/kerja/usaha/Pemerintah.

Bekerja sama dengan MVPKI menyusun pedoman Penelitian Terapan dan
Penelitian Pengembangan Unggulan yang pelaksanaannya dilakukan
bermitra dengan industri/lembaga kerja.
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32. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatkan penelitian dengan kerjasama PT
dan dunia industri/kerja/usaha/Pemerintah, diupayakan dengan cara:

a.

Meningkatkan anggaran untuk Penelitian Terapan dan Penelitian
Pengembangan dengan skema kemitraan/imbal swadaya dengan
industri/lembaga kerja lainnya.

Mencantumkan hasil penelitian sebagai produk yang akan dihasilkan
(bentuk pemanfaatan) sebagai syarat dalam panduan pengajuan proposal.
Melakukan review yang mendalam terhadap proposal, proses, dan
produk penelitian oleh “asesor penelitian” yang tersertifikasi.
Menyelenggarakan pelatihan bersertifikat untuk “asesor penelitian
PTKI”;

Sosialisasi pemahaman dan pengurusan ISBN, HAKI, dan Hak Paten
produk penelitian.

33. Peningkatan mutu lulusan PTKIN dilakukan melalui:

a.

Bekerja sama dengan MVPKI, mengembangkan program studi baru di
PTKIN yang adaptif beserta standar kurikulum dan lulusannya yang
bersertifikasi.

Bekerjasama dengan industri/lembaga kerja, menyelenggarakan
pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa PTKIN.

Memberikan dukungan biaya magang.

Bersama-sama dengan MVPKI dan Pemerintah/pemerintah daerah,
mengembangkan program studi inovatif, program sertifikasi sesuai
dengan kebutuhan.

34. Meningkatkan PTKI yang mengembangkan dana abadi/wakaf (endowment
fund), dilakukan dengan cara:

a.

Bekerjasama dengan Kemenkeu, PTKI yang berpengalaman, menyusun
Pedoman Pengelolaan Dana Abadi/Wakaf untuk membiajai pendidikan
tinggi, termasuk akuntabilitas keuangannya.

Bekerjasama dengan Kemenkeu, PTKI yang berpengalaman memberikan
bimbingan teknis teknik pengelolaan dana abadi/wakaf (endowment
fund) yang akuntabel.

Pemberian insentif bagi PTKI yang sudah mengembangkan Dana Abadi/
Wakaf (endowment fund).

35. Deferensiasi fokus PTKI dilakukan melalui:

a.

Menetapkan arah pengembangan PTKIN ke dalam tiga kelompok, yaitu:
UIN sebagai Research University, IAIN sebagai teaching university, dan
STKIS sebagai teaching atau vocational university berdasarkan hasil
pemetaan mutu.

Memberikan bantuan paket imbal swadaya prestasi kepada bagi PTKIN
untuk mereview dan merevisi statuta, Rencana Induk Pengembangan
(RIP), Renstra, dan Rencana Induk Penelitian, sesuai dengan arah
keunggulan yang ditetapkan.
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36. Penguataan pembinaan PTKIS dalam rangka peningkatan kualiatas
pendidikan tinggi, diupayakan dengan cara:

a.

b.

PANDUAN

Melakukan pemetaan dan kategorisasi kualitas PTKIS secara nasional
untuk pembinaan,

Menyederhanakan (debirokratisasi) dan meng-“on-line”-kan sistem
kenaikan pangkat dosen, pembukaan program studi, dan
pendirian/penutupan PTKIS.

Memberikan pelatihan dan studi banding (best practice) sistem manajemen
perguruan tinggi berkelas nasional bagi PTKIS.

Menyusun Panduan otonomi PTKIS berdasarkan good governance.
Menyusun panduan implementasi penggabungan PTKI swasta untuk
merger ke PTKI negeri, antar PTKI swasta, atau akuisisi.

Menyusun panduan penyusunan statuta PTKIS berdasarkan Peraturan
Kemenristekdikti No. 16 Tahun 2018

Memberikan pelatihan kepada Pengurus Yayasan dan Pengelola PTKIS
dalam penyusunan statuta

Memberikan bantuan detasering/pendampingan dalam bidang
manajemen dari PTKIN yang terkareditasi “A” dengan pendekatan “Pola
Asuh”.

Memberikan bantuan detasering Guru Besar PTKIN ke PTKIS untuk
akselerasi Dosen PTKIS berijazah S3 menjadi Guru Besar dengan
pedekatan “Pola Asuh”.

Mereviu dan menyempurnakan Permenag No. 17/2015 tentang Ma"had
Aly (Ref. Pasal 42,44,61 PP 46/2019)

Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penulisan jurnal
internasional

Memfasilitasi proses sertifikasi dosen, menyediakan tunjangan profesi
bagi dosen PTKI dan tunjangan kehormatan bagi Guru Besar di PTKIS.

. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam menyiapkan

LKPT/LKPS dan LED oleh PTKIN yang terakreditasi “A”.

Sosialisasi pemahaman dan pengurusan ISBN, HAKI, dan Hak Paten
produk penelitian.

Menyelenggarakan pelatihan dan pedampingan dalam penyusunan
artikel ilmiah dalam bahasa Inggris bagi dosen yang sudah memiliki draft
artikel jurnal ilmiah.

Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penulisan jurnal
internasional

Menyelenggarakan Anual International Conference on islamic Studies
(AICIS) sebagai forum seminar internasional yang memfasilitasi makalah
menjadi artikel pada jurnal internasional terindex scopus di berbagai
bidang IImu Keagamaan Islam.
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3.3.2.5. Revitalisasi mental dan pembinaan ideologi Pancasila

37.Dalam rangka pengembangan budaya belajar dan lingkungan
Madrasah/PDF/Pendidikan Muadalah, dan PTKI yang menyenangkan dan
bebas kekerasan, upaya dilakukan adalah:

a. memperkenalkan tata tertib siswa di lingkungan Madrasah, PDF,
Pendidikan Muadalah dan kode etik tingkah laku (code of conduct)
mahasiswa PTKI pada saat masa perkenalan sekolah/kampus;

b. menerapkan “kontrak belajar” kepada setiap peserta didik;

c. memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata tertib atau kode
etik tingkah laku dan “kontrak belajar”.

38. Penguatan Pendidikan Agama Islam dan etika dilakukan dengan cara:

a. Menyelenggarakan paket bimbingan teknis penyusunan RPP yang
mengintegrasikan nilai-nilai karakter, Islam moderat, dan menerapkan
metode pembelajaran Islam Rahmatan Lil Alamin (ISRA).

b. Mempraktekan pembelajaran Pendidikan Agama islam dan Budi Pekerti
yang mengingintegrasian nilai-nilai karakter bangsa dan Islam moderat di
TK sampai perguruan tinggi.

c. Mengaktifkan kembali apel bendera Merah Putih pada setiap hari Senin
di Madrasah, PDF, Program Kesetaraan, dan Pesatren yang diisi dengan
wejangan dan contoh oleh Kepala/guru/ustadz Madrasah/PDF/
Pendidikan Muadalah/Fasilitator Program Kesetaraan.

d. Menyelenggarakaan Pentas Seni Nasional antar siswa Madrasah, PDF,
Program Kesetaraan, dan Pesantren dengan siswa dari Pendidikan
Keagamaan Lain.

e. Mengajarkan dan memberikan contoh tatacara penghormatan/toleransi
terhadap siswa/orang yang beragama lain yang sesuai dengan kaidah dan
syariat agama Islam.

f. Memperkenalkan praktek kehidupan, kebiasaan, dan budaya siswa yang
beragama lain yang diintegrasikan dengan pokok bahasan pembelajaran
yang sesuai, kalau perlu dengan mengundang guru agama lain sebagai
guru tamu.

g. Membuat kontrak budaya yang setidak-tidaknya mencakup budaya
bersih, jujur, peduli, empati, menghormati, dan toleransi diawal masuk
pendidikan di Madrasah/ PDF/ Pendidikan Muadalah/ Program
Kesetaraan.

h. Memberikan penghargaan setiap bulan dalam bentuk pemajangan foto
kepada siswa/santri yang menunjukkan tingkah laku budaya unggul.

i. Meningkatkan jumlah buku kegamaan Islam yang memberikan tuntunan
cara hidup berkarakter, Islami yang moderat, dan memperdalam
pemahaman terhadap kandungan nilai pergaualan berdasarkan Al
Qur’an dan Hadits.
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39. Pengembangan pendidikan kepramukaan di Madrasah, PDF, Pendidikan
Muadalah, dan PTKI dilakukan melalui:
a. Membentuk gugus pramuka di satuan pendidikan
b. Menjadikan kegiaatan kepramukaan sebagai kegiatan ekstra kurikuler
c. Menyelenggarakan pentas ketampilan dalam “Jambore Pramuka
Nasional”

40. Pengembangan inovasi pelayanan publik di Direktorat dan PTKIN yang
cepat, efektif, dan efisien dilakukan dengan cara:
a. Menerapkan “paperless administration” dengan memanfaatkan TIK
b. Menerapkan model rapat jarah jauh melalui “tele conference”
c. Menerapkan sistem bekerja di rumah berbasis kontrak kerja (produk)
dengan menerapkan “small offrice home office”.

41. Dalam rangka menerapkan disiplin, reward and punishment di Direktorat
dan PTKIN, upaya yang akan ditempuh adalah:
a. Melaksanakan penilaian kedisiplinan kerja
b. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin kerja

3.3.2.6. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi,
kerukunan, dan harmoni sosial

42. Dalam rangka pengembangan kurikulum PAI yang berperspektif moderat,
upaya yang dilakukan adalah:

a. Bekerjasama dengan Direktorat lainnya dan Puslitbang Penda,
merumuskan standar dan indeks moderasi beragama Islam;

b. Bekerjasama dengan Direktorat lainnya dan Puslitbang Penda,
menyusun instrumen pengukuran dan teknik penilaian indeks moderasi
beragama Islam

c. Deseminasi standar, indeks, dan instrumen pengukuran moderasi
beragama di Madrasah, PDF, Pendidikan Muadalah, dan PTKI

d. Menyebarluaskan pandangan dan contoh moderasi beragama Islam
melalui berbagai kegiatan organisasi satker,

e. Merevisi buku teks Pendidikan Agama Islam di SD sampai SMA/MAK
dengan mengintegrasikan muatan pendidikan karakter akhlakul
karimah, budi pekerti, Islam moderat dan meng-upload ke “Rumah
Belajar Pendidikan Islam” (Ref. No.7).

f. Meningkatkan jumlah sasaran bimbingan teknis “Metode Pembelajaran
ISRA” bagi guru PAI di TK, SMP/SMPLB/SMA /SMALB. (Ref.No.7)

g. Bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan PTKIN,
melaksanakan pilot proyek peningkatan kualitas program Rohis dan
“Pesantren Kilat” yang terintegrasi dengan program ektra kurikuler di
SMA/SMK dan merupakan program “KKN Nusantara” PTKI (Ref.
No.7).
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43. Meningkatnya jumlah kebijakan dan regulasi yang responsif gender
diupayakan melalui:

a.
b.

C.

d.

Mengumpulkan data Pendidikan Islam, berdasarkan gender

Mengolah dan menyajikan data Pendidikan Islam berdasarkan gender
Mengimplementasikan pedoman pelaksanaan wawasan gender dalam
pelaksanaan progam dan kegiatan Pendidikan Islam

Meningkatnya kesetaraan gender Kepala Madrasah/PDF/Muadalah
Meningkatnya kesetaraan gender unit Pelayanan Pendidikan Islam di
Direktorat, Kanwil, dan Kandep

Menyusun kebijakan dan pedoman operasional dalam sistem
rekruitmen dan peningkatan karir pegawai, guru, dosen, dan pejabat
stuktural yang berwewesan gender dalam yurisdiksi Direktorat
Jenderal Pendiikan Islam

44. Pertukaran pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas agama dan lintas suku
bangsa akan dilakukan dalam bentuk:

a.

Bekerjasama dengan Menpora, mengirimkan delegasi siswa

Madrasah/santri PDF/Pendidikan Muadalah ke program pertukaran

pelajaran dalam negeri:

e The Indonesian Youth Leadership Program (IYLP), untuk
mahasiswa;

e Sabang Sampai Merauke (Seribu Anak Bangsa Merantau Untuk
Kembali), untuk Siswa MTs, PDF Wustho, Pendidikan Muaddalah;

o Kakak Sabang Sampai Merauke (KSM), untuk, mahasiswa.

Bekerjasama dengan Menpora mengirimkan delegasi siswa

Madrasah/santri PDF/Pendidikan Muadalah/PTKI ke program

pertukaran pelajaran luara negeri:

e Ship for Southeast Asian Youth Programme (SSEAYP) di negara-
negara ASEAN, untuk mahasiswa

¢ YFU (Youth for Understanding) di Jerman, untuk pelajar

e Australia-Indonesia Muslim Exchange Program (MEP) di Australia,
untuk pelajar

e Pertukaran Pelajar untuk pelajar SMA ke Amerika Serikat

¢ Indonesian International Education Foundation (IIEF), untuk belajar
bahasa Inggris di Amerika Serikat.

e The Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths

e (JENESYS Programme) di Jepang, untuk pelajar

e Indonesia-Canada Youth Exchange Program (ICYEP), untuk
mahasiswa

e Pertukaran Pemuda Indonesia Malaysia (IMYEP), untuk pelajar dan
mahasiswa.
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45. Pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi Agama dan

Keagamaan Islam, dilakukan dengan cara:

a. Membentuk Tim Pengembangan Perbukuan Pendidikan Agama Islam
dan Keagamaan Islam yang bertugas membantu dalam perumusan
kebijakan dan penjaminan mutu buku teks dan penunjang/pengayaan
dalam bidang PAI dan Keagamaan Islam;

b. Mendirikan pusat sumber belajar nasional Pendidikan Islam yang disebut
“Rumah Belajar Pendidikan Islam”

c. Menerbitkan buku teks dan penunjang/pengayaan dalam bidang PAI dan
pendidikan Keagamaan Islam dalam bentuk e-book yang diunggah di
Rumah Belajar Pendidikan Islam dan dapat diakses oleh satker
Pendidikan Islam di pusat, daerah, maupun satuan pendidikan Islam.

46. Untuk mencapai penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender,

upaya yang dilakukan adalah:

a. Membentuk Tim Pengarusutamaan Gender yang bertugas untuk
mereview peraturan perundangan yang berperspektif gender

b. Menyusun peraturan yang mengatur implementasi pengarusutamaan
gender di direktorat, Kanwil, Kandep dan PTKI

c. Memastikan agar setiap peraturan perundangan yang diterbitkan
memuat kesetaraan gender.

47. Dalam mewujudkan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di
bidang pengelolaan Pendidikan Islam di direktorat, Kanwil, Kandep, dan
PTKI, maka upaya yang akan dilakukan adalah:

a. Melakukan pertemuan koordinasi untuk memantau, mengevaluasi, dan
merukuskan tindak lanjut dari pelaksanaan PUG setiap 3 bulan sekali.

48. Agar terjadi peningkatan kualitas manajemen ASN Di direktorat dan PTKIN,

yang dilakukan adalah:

a. Menyusun panduan teknis cara melakukan analisis jabatan dan beban
kerja Satker di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan PTKIN.

b. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendampingan bagi PTKIN
dalam melakukan analisis jabatan dan beban kerja

c. Menyusun panduan analisis kebutuhan tenaga profesional kunci ASN
dan formatnya (template) pada satuan kerja di Pusat, Kanwil, kandep,
PTKIL

d. Menyelenggarakan bimbingan teknis analisis kebutuhan tenaga
profesional kunci ASN pada satuan satuan kerja di Pusat, Kanwil, kandep,
PTKIL

e. Menyusun rencana kebutuhan tenaga profesional kunci ASN dengan
menghimpun hasil analisis daerah.

f. Menyusun panduan sistem rekrutmen tenaga profesional kunci ASN yang
dibutuhkan.
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g.
h.

Menyusun disain nasional rencana pengembang kompetensi tenaga
profesional kunci berbasis hasl analisis kebutuhan.

Mengidentifikasi kebutuhan akan jenis program pendidikan dan
pelatihan baik yang bersifat manajerial maupun teknis, baik yang perlu
sertifikasi maupun tidak, serta jumlah pesertanya.

Bekerjasama dengan lembaga sertifikasi memberikan program beasiswa
pendidikan profesi yang dibutuhkan dan bersertifikat

Menyiapkan program ToT bimbingan teknis dalam bidang khusus yang
diperlukan.

49. Efektivitas tata kelola direktorat dan PTKIN akan ditingkatkan dengan cara:

a.

b.

Bekerjasama dengan MENPAN-RB menyusun panduan dalam menyusun
proses bisnis instansi yang berkualitas

Bekerjasama dengan MENPAN -RB menyelenggarakan bimbingan teknis
dan pendampingan dalam proses bisnis.

. Bekerjasama dengan MENPAN -RB memberikan pendampingan dalam

praktek penyusun proses bisnis instansi

. Bekerjasama dengan MENPAN -RB menyusun panduan dalam

menerapkan arsitektur SPBE

Bekerjasama dengan MENPAN -RB menyelenggarakan bimbingan teknis
dan pendampingan dalam menerapkan arsitektur SPBE.

Bekerjasama dengan MENPAN -RB menyusun panduan dalam
menerapkan E-Arsip terintegrasi

. Bekerjasama dengan MENPAN -RB, Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas

Sastra Ul, menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendampingan dalam
menerapkan E-Arsip.

50. Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja direktorat dan
PTKIN, yang akan dilakukan meliputi ha-hal sbb.:

a.

b.

Membentuk Tim kerja reformasi birokrasi untuk menyiapkan eviden dari
instrumen reformasi birokrasi

Menyelengarakan bimbingan teknis, evaluasi, dan koordinasi
pelaksanaan Zone integritas

Melakukan pendampingan teknis dalam menerapkan manajemen resiko
dalam pengelolaan kinerja

. Melakukan pendampingan kepada direktorat, PTKIN, Madrasah negeri,

dan UPP yang belum melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan
standar

. Mengintegrasikan pelaksanaan FKP dalam panduan penyusunan standar

pelayanan publik
Memberikan penampingan/fasilitasi kepada direktorat dan PTKIN yang
belum menindaklanjuti pengaduan

. Rapat koordinasi untuk memonitor tindak lanjut pengaduan masyarakat

tiga bulan sekali

. Menyusun panduan dalam melaksanakan survai kepuasan masyarakat
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i. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendampingan dalam
melaksanakan survai kepuasan masyarakat

j- Menyusun panduan dan format dalam memutkhirkan informasi Sistem
Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

3. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Renstra Pendidikan Islam,
diperlukan berbagai regulasi yang dapat memberikan landasan hukum bagi
dilakukannya prinsip taat azas dalam implementasinya. Demi efektivitas dan
efisiensi regulasi yang dibuat, maka diperlukan kerangka berpikir yang
digunakan dalam setiap penyusunan peraturan perundangan tentang
Pendidikan Islam yang mencakup: peran regulasi, pendekatan yang digunakan,
kriteria, proses penyusunan, dan prinsip-prinsip dalam penyusunannya.
Berdasarkan kerangka regulsi tersebut, maka diidentifikasi peraturan
perundangan yang diperlukan untuk menujang pelaksanaan Renstra
Pendidikan Islam.

Dalam menunjang pelaksanaan Renstra, peran regulasi harus ditujukan
untuk: (i) memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat dan mengurangi
beban masyarakat yang memperoleh layanan Pendidikan Islam, (ii) mendorong
potensi kreativitas komunitas Pendidikan Islam lebih mudah diwujudkan, (iii)
mendorong tercapainya efektivitas dan efisiensi, (iv) memberikan kepastian
hukum dalam implementasi, dan (v) menghasilkan nilai tambah atau
memberikan insentif para pemangku kepentingan untuk mendukung
tercapainya sasaran.!

Salah satu kelemahan dalam penyusunan regulasi adalah terjadinya
tumpang tindih atau tidak sinkronya antara satu regulasi dengan regulasi yang
lain. Untuk menghindari masalah tersebut, dalam penyusunan regulasi perlu
dilakukan pendekatan holistik, yaitu pendekatan menyeluruh secara vertikal
dan horizontal. Secara vertikal artinya dalam penyusunan regulasi perlu berkaca
dari regulasi yang lebih tinggi (diatasnya). Secara horizontal artinya perlu
melihat regulasi setingkat dan relevan yang dikeluarkan oleh instansi lain.

Tidak setiap kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, harus selalu
didukung dengan regulasi. Perlu tidaknya dibuat regulasi perlu
dipertimbangkan adanya tiga macam kriteria, yaitu: legalitas, kebutuhan, dan
dampak. Darisisi legalitas, suatu regulasi diperlukan karena merupakan amanat
regulasi di atasnya atau regulasi yang lain, regulasi yang telah ada bertentangan
dengan regulasi yang lebih tinggi atau yang lain, terjadi disharmoni antar
regulasi, atau karena regulasi yang ada dapat bersifat multitafsir. Dari segi
kebutuhan, perlu dilihat apakah regulasi itu sifatnya mendesak untuk

' Diadopsi dari RPJMN 2020-2024, hal. 250.
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ditetapkan, memberikan manfaat, memberikan kemudahan, memberikan
kepastian hukum, atau justru akan menghambat pelaksanaan program dan
kegiatan. Dari sudut dampak, perlu diperhitungkan apakah dengan adanya
regulasi ini akan berdampak kepada tambahnya beban anggaran, atau
memberikan keuntungan yang lebih besar.

Dalam menyusun regulasi, perlu mengikuti proses yang baik yang
mensinergikan antara kebijakan program/kegiatan dengan regulasi yang
mendukungnya. Untuk itu, prosesnya menggunakan langkah-langkah sbb.: (i)
diawali dengan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, (ii) dilakukan
pengkajian mengenai urgensinya dibuat regulasi, (iii) melakukan analisis
terhadap regulasi yang sudah ada atau yang relevan, (iv) membuat alternatif
apakah perlu dibuat regulasi atau tidak (termasuk kemanfaatannya), (v) kalau
perlu dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik, (vi) dibuat rancangan
regulasi, (vii) pembahasan rancangan dan dilakukan penyempurnaan, dan (viii)
ditetapkannya regulasi.

Dalam proses penyusunan regulasi, ada lima prinsip yang harus
dipegang, yaitu: (i) regulasi memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah
pelaksana dan yang memperoleh manfaat (beneficiary) program/kegiatan, (ii)
lebih banyak memberikan manfaat dari kerugian; (iii) memberikan dukungan
pembangunan, (iv) sesuai dengan azas-azas penyusunan regulasi, dan (v) dalam
prosesnya melibatkan pemangku kepentingan.
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Lampiran III:

FORMAT PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/L UNIT ESELON I

(PMK NO 142/PMK.02/2018 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN
DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
(LAMPIRAN IV)

NO | LANGKAH-LANGKAH KERJA REVIU RKA-K/L
PENELAAHAN KELENGKAPAN DATA DUKUNG RKA-K/L
Tujuan:

Untuk memastikan RKA-K/L telah dilengkapi antara lain dengan data dukung
Renja-K/L dan informasi Kinerja, Surat Bersama Menteri Keuangan dengan
Menteri PPN /Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, Pagu Anggaran K/L,
Alokasi Anggaran K/L, TOR/RAB, ADK RKA-K/L, SIMAK BMN/RKBMN
hasil penelaahan
1 Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
a. Renja-K/L dan informasi Kinerja (hasil trilateral meeting), Surat
Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala
Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, Surat Bersama Menteri
Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait
Penyampaian Pagu Anggaran K/L atau Surat Bersama Menteri
Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait
penyampaian Alokasi Anggaran K/L, Surat Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Utama/Sekretaris c.q. Kepala Biro Perencanaan/
Kepala Unit Perencanaan K/L terkait penyampaian Pagu
Anggaran K/L atau Surat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utamal
Sekretaris c.q. Kepala Biro Perencanaan/Kepala Unit
Perencanaan K/L terkait penyampaian Alokasi Anggaran K/L
tiap program;
TOR dan RAB, dan dokumen pendukung lainnya;
ADK RKA-K/L unit eselon I;
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran;
Data SIMAK-BMN;
RKBMN Hasil Penelaahan (bagi K/L yang telah menyusun
RKBMN);
. Rekap Penandaan Anggaran (budget tagging); dan
Dokumen-dokumen lainnya yang  dibutuhkan dalam
pelaksanaan reviu.

Mg @ ™me o0 o
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PENELAAHAN ATAS KESESUAIAN ADK RKA-K/L DENGAN RENJA
DAN INFORMASI KINERJA

Tujuan:

Untuk memastikan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Keluaran (output)
Kegiatan dalam ADK RKA-K/L unit eselon I dengan Renja-K/L dan
Informasi Kinerja.

1. |Pastikan konsistensi sasaran Kinerja meliputi volume, Keluaran
(Output) Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/L
sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja-K L dan RKP.

2. | Pastikan nilai (Rp) keluaran (output) pada kegiatan yang menjadi
prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan bidang
dan/ atau prioritas pembangunan daerah yang

tercantum dalam RKP (bila ada), dalam ADK RKA-K/L tidak lebih
rendah  daripada nilai (Rp) keluaran (output) pada kegiatan
berdasarkan Renja K/L.

3. | Buat Kesimpulan.

PENELAAHAN KESESUAIAN TOTAL PAGU ANGGARAN DAN TOTAL
PAGU ALOKASI

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa total Pagu Anggaran K/L dan total Pagu Alokasi
Anggaran K/L dalam ADK RKA-K/L per program telah sesuai dengan surat
bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
tentang penyampaian Alokasi Anggaran K/L.

1. | Pastikan bahwa kertas kerja RKA-K/L yang diterima telah sesuai dengan
ADK RKA-K L.

2. | Pastikan bahwa total Pagu Anggaran K/L dalam ADK RKA-K/L per
program telah sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Penyampaian Pagu Anggaran
K/L.

3. | Pastikan bahwa total pagu anggaran dalam ADK RKA-K/L per program
telah sesuai dengan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri
PPN/ Kepala Bappenas terkait Penyampaian Alokasi Anggaran K L.

4. | Buat Kesimpulan.
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PENELAAHAN KESESUAIAN RINCIAN SUMBER DANA RKA-K/L
Tujuan:

Untuk memastikan kesesuaian rincian sumber dana (rupiah murni, PNBP,
BLU, PHLN, PDN, SBSN) dalam ADK RKA-K/L Pagu Anggaran K/L dan
Alokasi Anggaran K/L per program telah sesuai dengan rincian sumber dana
yang tercantum dalam surat Menteri Keuangan tentang Penyampaian Pagu

Anggaran K/L dan surat Menteri Keuangan tentang Penyampaian Pagu
Alokasi K/ L.

1. Pastikan bahwa rincian sumber dana (rupiah murni, PNBP, BLU, PHLN,
PDN, SBSN) pada ADK RKA-K/L dan kertas kerja RKA-K/L satker
berdasarkan Pagu Anggaran K/L per program telah sesuai dengan surat
bersama Menteri Keuangan dan Menteri Menteri PPN/Kepala
Bappenas terkait Penyampaian Pagu Anggaran K/L.

2. Pastikan bahwa rincian sumber dana (rupiah murni, PNBP, BLU, PHLN,
PDN, SBSN) pada ADK RKA-K/L dan kertas kerja RKA-K/L satker
berdasarkan pagu Alokasi Anggaran K/L per program telah sesuai
dengan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas terkait Penyampaian Alokasi Anggaran K/L.

3. | Buat Kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS KESEUAIAN ALOKASI ANGGARAN DENGAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok
kebijakan belanja K/L sesuai (1) surat bersama antara Menteri Keuangan
dengan Menteri PPN /Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, (2) surat
bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
terkait Penyampaian Pagu Anggaran K/L, (3) surat bersama antara Menteri
Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian
Alokasi Anggaran K/L.

1. | Pastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan
belanja K/L sesuai dengan surat

bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri
Keuangan terkait Pagu Indikatif K/L misalnya Tahun Anggaran (TA)
2020: kebijakan belanja pegawai tetap memperhitungkan pemberian gaji
ke-13 (baseline); belanja barang operasional maksimal sama dengan
realisasi belanja barang operasional TA 2018 atau pagu 2019 apabila
lebih rendah dengan melakukan penghematan perjalanan dinas, honor
tim, melaksanakan upaya penghematan belanja barang untuk dapat
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2. | Pastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan
belanja K/L sesuai dengan surat bersama antara Menteri Keuangan
dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penyampaian Pagu
Anggaran K/L misalnya TA 2020:

Penundaan/oratorium pembangunan gedung kantor

K/L sesuai S-841/MK.02/2014.

3. | Pastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan
belanja K/L sesuai dengan surat bersama antara Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Penyampaian Alokasi Anggaran
KL.

4. | Buat Kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS KELAYAKAN ANGGARAN UNTUK
MENGHASILKAN SUATU KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN

Tujuan:

Untuk memastikan kelayakan anggaran atas suatu Keluaran (Output) Kegiatan.
1. | Pastikan komponen dalam ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker

telah memperhatikan asas kepatutan dalam pengalokasian anggaran,
berdasarkan professional judgement dan benchmark (bila ada).

2. | Buat Kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS KEPATUHAN PENERAPAN STANDAR BIAYA
MASUKAN

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran tidak melebihi standar biaya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar
Biaya Masukan dan jumlah frekuensi/volume telah mempertimbangkan
prinsip efisiensi dan tidak melebihi jumlah BMN dalam SIMAK-BMN /
RKBMN Hasil Penelaahan.

122] PANDUAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN



1. | Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L

Satker untuk:

Honorarium

e harga satuan tidak melebihi PMK tentang SBM.

e pencantuman satuan (OB/OH/OK/OJ/OP) telah sesuai dengan

PMK tentang SBM.

Rapat Dalam Kantor

e harga satuan tidak melebihi PMK tentan SBM.

e pencantuman satuan telah sesuai dengan PMK tentang SBM.

e telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.

Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan

Rapat/ Pertemuan Di Luar Kantor

* harga satuan tidak melebihi PMK tentang SBM.
* pencantuman satuan telah sesuai dengan PMK tentang SBM.
e frekuensi hari penginapan dialokasikan sebanyak-banyaknya
H-1 dari frekuensi uang harian perjalanan dinas.
¢ telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.
Uang Harian dan Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi Perjalanan
Dinas
* harga satuan tidak melebihi PMK tentang SBM.
e frekuensi hari penginapan dialokasikan sebanyak-banyaknya
H-1 dari frekuensi uang harian perjalanan dinas.
* telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.

Biaya Sewa Kendaraan

* volume Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Jabatan telah
sesuai standar kebutuhan (PMK 76/PMK.06/2015 tentang Standar
Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat
Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam
Negeri) berdasarkan RKBMN Hasil Penelaahan.

* volume alat Angkutan Darat Bermotor Dinas operasional kantor
telah memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi, serta standar
kebutuhan (bila ada).

* harga satuan tidak melebihi PMK tentang SBM.

e pastikan tidak dialokasikan anggaran untuk biaya pemeliharaan,
kecuali untuk bahan bakar.

2. | Buat Kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS KEPATUHAN PENERAPAN STANDAR BIAYA
KELUARAN

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran tidak melebihi standar biaya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar
Biaya Keluaran.
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1. | Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L
Satker tidak melebihi Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar
Biaya Keluaran, apabila m akan SBK.

2. | Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS KESESUAIAN AKUN PADA ADK RKA-K/L

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa penggunaan akun belanja dalam RKA-K/L telah
sesuai dengan bagan akun standar.

1. | Pastikan akun belanja pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker
berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan Alokasi Anggaran K/L telah
sesuai dengan PMK mengenai Bagan Akun Standar serta Peratur-an
Direktur

Jenderal Perbendaharaan mengenai penambahan/perubahan akun.

2. | Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
DALAM RKA-K/L

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dalam ADK RKA-K/L telah
dialokasikan anggaran untuk antara lain (1) keluaran (output) layanan
perkantoran, (2) keluaran (output) tugas dan fungsi satker, (3)
program/kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional, prioritas
bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP
(apabila ada), (4) kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (bila ada),
dan/atau (5) dana pendamping untuk kegiatan yang anggarannya bersumber
dari PHLN.

1. | Komponen (001

Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker

untuk:

e gaji dan tunjangan serta uang makan dilakukan dengan berbasis
data yang terdapat pada aplikasi GPP.

e uang lembur maksimal sama dengan alokasi uang lembur tahun
sebelumnya. untuk satker baru maksimal 16 jam per bulan tiap
pegawai.

2. | Komponen 002

Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor serta Biaya Pemeliharaan dan

Operasional Kendaraan Dinas:

* Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker
telah sesuai dengan jumlah BMN yang tercatat pada
SIMAK-BMN/RKBMN Hasil Penelaahan.

* Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L Satker
tidak melebihi PMK tentang SBM.

* Pastikan tidak dialokasikan anggaran pemeliharaan untuk BMN
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Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan:

Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker
tidak melebihi luas BMN berupa Gedung/Bangunan yang tercatat
pada SIMAK-BMN/RKBMN Hasil Penelaahan.

Pastikan biaya pemeliharaan untuk gedung yang disewa
dialokasikan berdasarkan kontrak/perjanjian dengan penyedia
gedung, apakah termasuk dalam total harga sewa atau tidak.
Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K L satker
tidak melebihi PMK tentang SBM.

Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti:

Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L
satker tidak melebihi PMK tentang SBM atau Peraturan Kepala
Daerah tentang UMP/Kab/Kota.

Pastikan jumlah Satpam/Pengemudi/Petugas Kebersihan/
Pramubakti telah memperhatikan asas kewajaran.

* jika melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, ditambahkan paling

banyak 15% (tidak termasuk seragam dan perlengkapan) dari
satuan biaya, dan ditambahkan iuran/premi Jaminan sosial sesuai
ketentuan yang berlaku, dapat dialokasikan tambahan honorarium
sebanyak satu bulan untuk tunjangan hari raya keagamaan.

e jika melalui swakelola, dapat dialokasikan tambahan

honorarium sebanyak satu bulan wuntuk tunjangan hari raya
keagamaan.

Honorarium Operasional Satuan Kerja:

Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker
tidak melebihi PMK tentang SBM.

Pastikan pencantuman satuan (OB/OK/OTER/ OP) telah sesuai
dengan PMK tentang SBM.

Biaya Jamuan Rapat dan Perjalanan Dinas Pimpinan:

Pastikan harga satuan pada ADK RKA-K/L dan Kertas Kerja
RKA-K/L satker tidak melebihi PMK tentang SBM.

Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L telah
memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi.

3. | Pastikan keluaran (output) tugas dan fungsi K/L telah dialokasikan
anggarannya.
4. | Pastikan telah dialokasikan anggaran dana pendamping bila terdapat

anggaran yang bersumber dari PHLN (apabila ada).
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5. | Pastikan kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak telah dialokasikan
anggaran penyelesaiannya.

6. | Pastikan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan
nasional, prioritas pembangunan bidang, dan/atau prioritas
pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada)
telah dialokasikan anggarannya.

7. | Pastikan penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan
program/kegiatan yang sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan (apabila ada) telah dialokasikan anggarannya.

8. | Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN TERKAIT HAL-HAL YANG
DIBATASI

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa alokasi anggaran untuk hal-hal yang dibatasi telah
dilengkapi data dukung dan telah memperhatikan prinsip kewajaran, efisiensi
anggaran serta sesuai dengan ketentuan Tata Cara Petunjuk dan Penyusunan

1. | Dapatkan Data Dukung lainnya berupa:

e Pricelist/ brosur/ e-katalog.

e untuk satker baru, surat Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB)
terkait ljin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit
organisasi.

2. | Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker

terkait Alat Angkut Darat Bermotor Dinas

Jabatan:

e untuk K/L yang sudah menyusun RKBMN, telah sesuai dengan

standar kebutuhan (jumlah) pada
RKBMN Hasil Penelaahan.

e untuk K/L yang belum menyusun RKBMN dan melakukan
penggantian kendaraan, pastikan telah memenuhi syarat
penghapusan. Bila belum memenuhi syarat penghapusan, pastikan
tidak dialokasikan anggarannya pada alokasi anggaran K/L.

e untuk satker baru, pastikan terdapat Surat Keputusan Menteri
PAN & RB terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau
penambahan unit organisasi.

Disamping itu, satker dapat melakukan alternatif pemenuhan

kebutuhan melalui sewa kendaraan

sepanjang telah masuk dalam RKBMN.
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Pastikan spesifikasi teknis Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Jabatan
yang diusulkan telah sesuai standar Barang/spesifikasi teknis
berdasarkan PMK 76/PMK. 06/2015 tentang Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat
Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.

Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L
dengan TOR/RAB dan data dukung (pricelist/brosur/e-katalog)
serta harga satuan tidak melebihi SBM.

Pastikan Struktur Biaya dalam ADK RKA-K/L terdiri dari biaya
pengadaan kendaraan, biaya pengiriman (jika ada) dan biaya pengelola
kegiatan (honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Khusus untuk alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas
Jabatan pada Perwakilan RI di luar negeri disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku di negara setempat.

7.

Buat kesimpulan.

ALOKASI ANGGARAN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS
OPERASIONAL KANTOR

1.

Dapatkan Data Dukung lainnya berupa:
e pricelist/brosur/ e-katalog; dan
e untuk satker baru, surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait ijin
Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organisasi.

Pastikan volume pada ADK RKA-K/L dan KK RKA-K/L satker terkait
Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor, untuk K/L
yang mempunyai standar kebutuhan, tidak melebihi standar
kebutuhan (jumlah).

Untuk penggantian kendaraan yang belum/masih dalam proses
penghapusan, pastikan bahwa sudah terdapat RKBMN apabila sudah
dialokasikan anggarannya pada Alokasi Anggaran K/L.

Untuk satker baru, pastikan terdapat Surat Keputusan Menteri PAN &
RB terkait ljin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit
organisasi.

Disamping itu, satker dapat melakukan alternatif pemenuhan
kebutuhan melalui sewa kendaraan.

Pastikan spesifikasi teknis Alat Angkut Darat Bermotor Dinas
Operasional Kantor telah sesuai standar Barang/spesifikasi teknis bila
K/L mempunyai standar barang.

Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L
dengan TOR/RAB dan data dukung (pricelist/brosur/e-katalog)
serta harga satuan tidak melebihi SBM.
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5. | Pastikan Struktur Biaya dalam ADK RKA-K/L terdiri atas biaya
pengadaan kendaraan, biaya pengiriman (jika ada) dan biaya pengelola
kegiatan (honor PPHP).

6. | Khusus untuk alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas
Operasional pada Perwakilan RI di luar negeri disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku di negara setempat.

7. | Buat kesimpulan.

ALOKASI ANGGARN ALAT ANGKUT DARAT BERMOTOR DINAS
FUNGSIONAL (MOBIL JENAZAH, AMBULNCE, KENDARAN
TAHANAN, DLL)

1. | Dapatkan Data Dukung lainnya berupa:

e Pricelist/brosur/ e-katalog

e untuk satker baru, surat Keputusan Menteri PAN & RB terkait Ijin
Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organisasi.

2. | Pastikan alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas
Fungsional telah memperhatikan kebutuhan dan prinsip kewajaran.
Disamping itu, satker dapat melakukan alternatif pemenuhan
kebutuhan melalui sewa kendaraan.

3. | Pastikan alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor Dinas
Fungsional telah sesuai standar barang/spesifikasi teknis (bila K/L
mempunyai standar barang).

4. | Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan
TOR/RAB dan data dukung (pricelist, Brosur/e-katalog) serta harga
satuan tidak melebihi SBM (untuk pick up, kendaraan operasional bus).

5. | Pastikan Struktur Biaya dalam ADK RKA-K/L terdiri dari biaya
pengadaan kendaraan, biaya pengiriman (jika ada) dan biaya pengelola
kegiatan (honor PPHP).

6. | Khusus untuk alokasi anggaran Alat Angkut Darat Bermotor
Fungsional pada Perwakilan RI di luar negeri disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku di negara setempat.

7. | Buat kesimpulan.

ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN MESS, WISMA, GEDUNG
PERTEMUAN

1. | Dapatkan Data Dukung lainnya berupa:

a. surat persetujuan dari Menteri/ Pimpinan Lembaga,

b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/
gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.
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Pastikan alokasi anggaran pengadaan/pembangunan mess, wisma,
gedung telah memperhatikan kebutuhan dan prinsip kewajaran serta
dilengkapi dokumen pendukung (a) surat persetujuan dari
Menteri/Pimpinan Lembaga dan (b) perhitungan kebutuhan biaya
pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Pastikan Struktur Biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya
konsultan pengawas/manajemen konstruksi, biaya penyedia Jasa
konstruksi (fisik), biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPH).

Pastikan alokasi anggaran pada angka 3 tidak melebihi interpolasi
sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/2007
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pastikan telah dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan
penghapusan bangunan/gedung ke Pengelola Barang (bila dibangun di
tanah yang sudah ada bangunan/ gedung lama)

Bila data dukung dalam angka 1 di atas tidak tersedia sampai dengan
reviu pagu alokasi anggaran maka cantumkan dalam CHR.

7.

Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ALOKASI ANGGARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran honorarium tim pelaksana kegiatan
telah memperhatikan prinsip kewajaran, efisien, dan memenuhi persyaratan
dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

1. | Dapatkan Data Dukung lainnya berupa rekapitulasi Surat Keputusan
Tim Pelaksanaan Kegiatan (t-1).
2. | Pastikan alokasi anggaran honorarium tim bersifat “temporer dan

memenuhi syarat-syarat:

a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan
eselon I / kementerian / lembaga/instansi Pemerintah lainnya;

c. Pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat
negara/ pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) disamping tugas
pokoknya sehari-hari; dan

e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
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3. | Lakukan penelaahan untuk tim pelaksana kegiatan yang telah terbentuk
selama 3 (tiga) tahun berturut- turut, pastikan K/L telah melakukan
evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas tim untuk dipertimbangkan
menjadi tugas dan fungsi unit organisasi.

4. | Pastikan bahwa alokasi anggaran untuk honorarium sekretariat tim

telah memenuhi kriteria bahwa jumlah sekretariat tim pelaksana:

c. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh Presiden;
dan/atau

d. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh Menteri/Pejabat setingkat Menteri.

5. | Pastikan alokasi anggaran dan satuan (OB), pada ADK RKA-K/L tidak
melebihi Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBM.

6. | Pastikan pengalokasian anggaran honor Surat Keputusan Tim yang
melebihi SBM, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan terkait
persetujuan SBML (Satuan Biaya Masukan Lainnya).

7. | Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG
DIDANAI DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang
didanai dari pinjaman/hibah luar negeri telah sesuai dengan rencana
kebutuhan, telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran rupiah murni
pendamping, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. | Dapatkan TOR/RAB dan dokumen pendukung lainnya yang disetujui
oleh lender (Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN),
Loan Agreement/Minutes of Negotiation, Project Administration
Memorandum (PAM).
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Pastikan bahwa dalam RKA-K/L telah dicantumkan antara lain:

e. akun belanja sesuai dengan transaksi-transaksi yang dibiayai dengan
NPPHLN yang disesuai-kan dengan kategori pembiayaan yang
diperbolehkan lender.

f. kode kantor bayar, yaitu kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
(140) untuk transaksi Pin-jaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam
valas dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme
pembayaran langsung (direct payment) dan letter of credit serta
kode KPPN sesuai lokasi kegiatan dimana proyek-proyek yang
dibiayai oleh PHLN dan tata cara pena-rikannya menggunakan
mekanisme rekening khusus.

sumber dana sesuai NPPHLN;

tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata cara penarikan PHLN

yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen lain yang disetujui

lender;

i. kode register PHLN sesuai dengan kode register yang telah
diterbitkan DJPPR;

j. persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai lender sesuai dengan
NPPHLN atau dokumen lain yang disetujui lender dan/atau

k. Pastikan effective date PHLN atau closing date PHLN.

Dalam hal terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dalam tahun

anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya,

maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas.

> @

3.

Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN YANG
DIDANAI DARI PINJAMAN DALAMNEGERI

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang
didanai dari pinjaman dalam negeri telah sesuai dengan rencana kebutuhan,
dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. | Dapatkan TOR/RAB dan dokumen pendukung lainnya Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (NPPDN) yang
ditandatangani Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan
penerima penerusan PDN.

2. | Pastikan bahwa dalam RKA-K/L telah dicantumkan antara lain:

a. akun belanja sesuai dengan BAS;
b. sumber dana sesuai NPPDN; dan/atau
a. kode register PDN sesuai dengan kode register yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan
Risiko-Kementerian Keuangan.
3. | Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN
YANG DIDANAI DARI HIBAH DALAM NEGERI

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan yang
didanai dari hibah dalam negeri telah sesuai Daftar Rencana Kegiatan Hibah
(DRKH).

1. | Dapatkan dokumen pendukung lainnya DRKH, rencana kegiatan

jangka menengah dan tahunan (mencakup rencana pemanfaatan
hibah).

2. | Pastikan bahwa dalam pengalokasian kegiatan pada RKA-K/L telah
berdasarkan DRKH.

3. | Pastikan nomenklatur program/kegiatan yang dipakai adalah
nomenklatur hasil penataan informasi Kinerja.

4. | Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ALOKASI ANGGARAN DENGA SUMBER DANA
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran dengan sumber
dana SBSN telah sesuai dengan ketentuan.

1. | Dapatkan dokumen pendukung lainnya berupa Daftar Prioritas Proyek
yang ditetapkan Kementerian PPN /Bappenas.

2. | Pastikan nomenklatur program/kegiatan telah ~menggunakan
nomenklatur program/kegiatan hasil penataan informasi kinerja.

3. | Pastikan kegiatan yang dibiayai melalui SBSN telah sesuai dengan Daftar
Prioritas Proyek yang ditetapkan Kementerian PPN/ Bappenas.

4. | Pastikan akun belanja yang digunakan dalam ADK RKA-K/L telah
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun
Standar.

5. | Pastikan kegiatan yang dibiayai melalui SBSN telah mencantumkan
register ~yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko-Kementerian Keuangan.

6. | Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ALOKASI ANGGARAN DENGA SUMBER DANA PNBP
(BUKAN SATKER BLU)

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran dengan sumber dana
PNBP bukan satker BLU telah sesuai dengan ketentuan.
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Dapatkan dokumen pendukung lainnya:
a. PP mengenai tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari
kegiatan tertentu;
b. KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal
dari PNBP.

Teliti apakah nomenklatur kegiatan telah menggunakan nomenklatur
kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada aplikasi RKA-K/L.

Teliti apakah penuangan kegiatan dan besaran anggaran dalam

RKA-K/L telah berpedoman pada:

a. PP mengenai tata cara penggunaan PNBP yang bersumber dari
kegiatan tertentu;

b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan
sebagian dana yang berasal dari PNBP; dan

c. Angka pagu penggunaan PNBP berdasarkan penetapan Menteri
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

Teliti apakah dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk
kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dan/atau sesuai dengan ketentuan tentang persetujuan penggunaan
sebagian dana yang berasal dari PNBP.

Pastikan kebenaran penggunaan akun pembayaran honor pengelola
kegiatan PNBP (honor atasanlangsung bendahara, bendahara, dan
anggota sekretariat) menggunakan akun belanja barang operasional,
yaitu honor yang terkait dengan operasional satker, sedangkan honor
kegiatan non- operasional yang bersumber dari PNBP menggunakan
akun honor yang terkait dengan Keluaran (Output) Kegiatan.

Lakukan pengujian atas kepatuhan penerapan baik standar biaya
keluaran, standar biaya masukan dan standar struktur biaya.

7.

Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS PENYUSUNAN RKA UNTUK BADAN LAYANAN
UMUM (BLU)

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk BLU telah
sesuai antara lain Rencana Bisnis Anggaran (RBA) beserta Ikhtisar RBA,
Rencana Strategis BLU, Standar Pelayanan Minimal BLU.
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1. | Dapatkan data dukung lainnya berupa :

a. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) beserta Ikhtisar RBA;
b. Rencana Strategis BLU; dan

c. Standar pelayanan minimal BLU.

2. | Pastikan penyusunan RBA telah mengacu kepada rencana strategis
bisnis BLU yang disertai prakiraan RBA tahun berikutnya.

3. | Pastikan RBA telah memuat seluruh program, kegiatan, anggaran
penerimaan / pendapatan, anggaran pengeluaran / belanja, estimasi
saldo awal kas dan estimasi saldo akhir kas BLU.

4. | Pastikan bahwa RBA telah disusun berdasarkan basis Kinerja dan
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan kebutuhan
dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari
layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama,
penerimaan lain yang sah.

5. |Teliti apakah RBA disusun berdasarkan basis Kinerja dengan
memperhatikan efisiensi dalam pencapaian

Kinerja (kuantitas dan kualitas yang terukur), yaitu dari:

Pengalokasian anggaran berorientasi pada Kinerja;

Alokasi didasarkan pada tusi Unit Kerja;

Fleksibilitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas; dan
Penggunaan indikator Kinerja, dan tidak melebihi standar biaya
masukan.

oo T

6. | Pastikan pagu dana pada ikhtisar RBA dengan sumber dana berasal
dari PNBP dan Rupiah Murni telah sama dengan alokasi anggaran pada
Pagu Anggaran K/L.

7. | Pastikan bahwa setiap perubahan RBA/DIPA BLU yang
mengakibatkan perubahan pagu belanja harus
mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

8. | Lakukan pengujian atas kepatuhan penerapan baik standar biaya
keluaran, standar biaya masukan dan
standar struktur biaya.

9. | Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS KEPATUHAN DALAM PENCANTUMAN
PENANDAAN ANGGARAN (PAADA LEVEL KELUARAN (OUTPUT)
KEGIATAN)

Tujuan:

Untuk memastikan kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran
pada level Keluaran (output)Kegiatan.
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Dapatkan rekap penandaan anggaran (budget tagging)

Pastikan kepatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran Keluaran
(Output) Kegiatan.

3.

Buat Kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN YANG MENGGUNAKAN
MEKANISME KONTRAK TAHUN JAMAK

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran pengadaan telah dilengkapi dengan ijin
multi years contract dan dokumen pendukung lainnya.

1.

Dapatkan Data Dukung lainnya, berupa:

a. Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) dari
Menteri Keuangan untuk pengadaan yang membebani dana APBN
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme
multi years contract;

b. Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari
Menteri  Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar yang
menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun
Jamak.

Pastikan komposisi pendanaan antar tahun dari Kontrak Tahun Jarak
telah sesuai dengan komposisi pendanaan dalam persetujuan kontrak
tahun jamak (multi years contract) dari Menteri Keuangan termasuk
Struktur Biaya.

Apabila K/L melakukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun
dari kontrak tahun jamak maka pastikan telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Keuangan.

Bila data dukung berupa:

e Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) dari
Menteri Keuangan untuk pengadaan yang membebani dana APBN
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme
multi years contract; dan

e Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari
Menteri  Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar yang
menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun
Jamak, tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L,
maka cantumkan dalam CHR.

Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN PENGADAAN
BANGUNAN/ GEDUNG

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran pengadaan gedung/bangunan (1)
luasnya telah sesuai dengan RKBMN Hasil Penelaahan, (2) tidak melebihi
perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan
Umum setempat, dan (3) telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. | Dapatkan Data Dukung lainnya, berupa:

a. Status kepemilikan tanah;

b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/
gedung negara dari  Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat;

c. Persetujuan penghapusan bangunan/gedung dari Pengelola
Barang (bila dibangun di tanah yang sudah ada bangunan/ gedung
lama);

d. Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) dari Menteri
Keuangan untuk pembangunan yang membebani dana APBN lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme multi
years contract;

e. Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari Menteri
Keuangan, apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan
tertundanya penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun Jarmk; dan

f.  Untuk rumah negara, brosur rumah dari developer (lebih dari satu
brosur).

2. | Pastikan luas gedung kantor atau tipe rumah negara yang akan dibangun
tidak melebihi RKBMN Hasil Penelaahan.

Untuk K/L yang belum menyusun RKBMN menggunakan standar
kebutuhan sesuai PMK No. 248/PMK.06/2011 sebagaimana telah
diubah dengan PMK No. 7/PMK.06/2016 tentang Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan atau
Bangunan.

3. | Pastikan alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan TOR/RAB

tidak melebihi data dukung perhitungan kebutuhan biaya perbangunan
bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Khusus wuntuk rumah negara dengan metode pembelian, tidak
melebihi data dukung berupa brosur rumah dari developer.
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Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya
konsultan pengawas/ manajemen konstruksi, biaya penyedia Jasa
konstruksi (fisik), biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).
Khusus untuk rumah negara dengan metode pembelian, struktur biaya

terdiri dari biaya rumah dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan
PPHP).

Pastikan alokasi anggaran pada angka 4 tidak melebihi interpolasi sesuai
dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pastikan kewajaran harga (Rp/m2) antara harga satuan renovasi
gedung kantor dengan harga satuan renovasi rumah negara.

Pastikan telah dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan
penghapusan bangunan/ gedung ke pengelola barang (bila dibangun
di tanah yang sudah ada bangunan/ gedung lama).

Untuk kontrak tahun jamalk, teliti apakah atas kontrak tahun jamak telah
disertai surat persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract)
dari Menteri Keuangan dan alokasi anggarannya telah sesuai untuk
tahun berkenaan termasuk struktur biaya terdiri dari biaya konsultan
perencana, biaya konsultan pengawas/manajemen konstruksi, biaya
penyedia jasa konstruksi (fisik), biaya pengelola kegiatan.

Bila data dukung berupa:

e Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/ gedung
negara dari Kementerian

e Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan
Umum setempat;

* Persetujuan kontrak tahun jamak (multi years contract) dari Menteri
Keuangan untuk pembangunan yang membebani dana APBN lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran dan menggunakan mekanisme multi
years contract; dan

e Surat persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari
Menteri  Keuangan, apabila  terjadi keadaan kahar yang
menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun
Jamak, tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L,
maka cantumkan dalam CHR.

10.

Buat kesimpulan.
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PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN
BARANG MILIK NEGARA UNTUK TANAH

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran pengadaan tanah telah sesuai dengan
RKBMN hasil penelaahan dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. | Dapatkan data dukung lainnya, antara lain:

a. Surat Penawaran Tanah dan Surat terkait Status Kepemilikan Tanah;

b. Surat Keterangan Harga Pasar Tanah (minimal dari Kantor
Kecamatan) atau Harga Pasar Tanah berdasarkan Laporan Hasil
Penilaian Jasa Penilai (appraisal) yang terdaftar di Kementerian
Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional;

d. Surat Keterangan Tanah Tidak Sedang Dalam Sengketa (minimal
dari Kantor Kecamatan); dan/atau

e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2. | Pastikan apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan
RKBMN Hasil Penelaahan.

3. | Pastikan kesesuaian alokasi anggaran dalam ADK RKA-K/L dengan
TOR/RB dan data dukung lainnya.

4. | Pastikan alokasi anggaran dalam ADK RKA-K/L tidak melebihi NJOP
atau Surat Keterangan Harga Pasar Tanah (minimal dari Kecamatan)
atau Harga Pasar Tanah berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Jasa
Penilai (Appraisal) yang terdaftar di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

5. | Pastikan kesesuaian biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP)
serta honorarium dengan standar biaya sesuai ketentuan PMK
mengenai Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBN.

6. | Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya perencanaan, biaya
operasional dan biaya pendukung (BOBP), biaya pelaksanaan (harga
total tanah), biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).
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Bila data dukung berupa:

a. Surat Penawaran Tanah dan Status Kepemilikan Tanah;

b.  Surat Keterangan Harga Pasar Tanah (minimal dari Kantor
Kecamatan) atau Harga Pasar Tanah berdasarkan Laporan Hasil
Penilaian Jasa Penilai (appraisa yang terdaftar di Kementerian
Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional;

c. Surat Keterangan Tanah Tidak Sedang dalam Sengketa (minimal
dari Kantor Kecamatan); dan

d. NJOP, tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L,
maka cantumkan dalam CHR.

8.

Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN REHABILITASI/RENOVASI
GEDUNG KANTOR/RUMAH NEGARA

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran tidak melebihi perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum Setempat dan
telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1.

Lakukan Penelaahan atas TOR, RAB, ADK RKAK/L dan data dukung

lainnya:

Untuk satker yang berada di Indonesia

a. Status kepemilikan tanah; dan

b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/
gedung negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.

c. Untuk satker perwakilan yang berada di luar negeri

a. untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang
mengubah struktur bangunan dari sebelumnya, perhitungan
kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara
atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau dari konsultan perencana negara setempat;
dan

d. untuk pekerjaan renovasi bangunan/gedung negara yang tidak
mengubah struktur bangunan dari sebelumnya, perhitungan
kebutuhan biaya pembangunan/renovasi gedung negara atau
yang sejenis dari konsultan perencana negara setempat.
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2. | Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKAK/L dengan
TOR/RAB dan tidak melebihi data dukung perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan bangunan/ gedung negara dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum
setempat atau perhitungan kebutuhan biaya pembangunan / renovasi
bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana
negara setempat (untuk satker perwakilan di luar negeri).

3. | Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya
konsultan pengawas/ manajemen konstruksi, biaya penyedia jasa

konstruksi (fisik), dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan
PPHP).

4. | Pastikan alokasi anggaran sesuai struktur biaya tidak melebihi
interpolasi sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

5. | Pastikan kewajaran harga (Rp/ m2) antara harga satuan renovasi
gedung kantor dengan harga satuan renovasi rumah negara.

6. | Bila data dukung berupa:

e perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung
negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
atau Dinas Pekerjaan Umum setempat; dan

e perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi
bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari konsultan
perencana negara setempat (untuk satker perwakilan di luar negeri),
tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi Anggaran K/L, maka
cantumkan dalam CHR.

7. | Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN PENYELESAIAN GEDUNG
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran tidak melebihi perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan Umum Setempat dan
telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. | Dapatkan data dukung lainnya, berupa:

a. Hasil Penilaian Kelayakan Gedung dari Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pemukiman Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Puslitbangkim PUPERA); dan

b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung
negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.
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Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan
TOR/RAB dan tidak melebihi data dukung perhitungan kebutuhan biaya
pembangunan bangunan/gedung negara dari Kementerian Pekerjaan

Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya
konsultan pengawas / manajemen konstruksi, biaya penyedia jasa
konstruksi (fisik), dan biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).

Pastikan alokasi anggaran sesuai struktur biaya tidak melebihi interpolasi
sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 45/2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Bila data dukung berupa:

e Hasil Penilaian Kelayakan Gedung dari Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pemukiman Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Puslitbangkim PUPERA); dan

e perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung
negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
atau Dinas Pekerjaan Umum setempat, tidak tersedia sampai dengan
reviu Alokasi Anggaran K/L, maka cantumkan dalam CHR.

6.

Buat kesimpulan.

PENELAAHAN ATAS ALOKASI ANGGARAN PENGADAAN

PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI (PERSONAL
COMPUTER (PC), LAPTOP, PRINTER, SERVER, SCANNER, MESIN FC,
(LIQUID CRYSTAL DISPLAY/INFOCUS, CLOSED-CIRCUIT TELEVISION
(CCTV))

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan hasil identifikasi
kebutuhan BMN dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. | Dapatkan data dukung lainnya, berupa:

a. hasil identifikasi kebutuhan BMN (antara lain printer, PC, laptop,
scanner, server);

b. pricelist/brosur / e-katalog;

c. roadmap kebutuhan aset dalam 5 (lima) tahun ke depan (khusus
pengolah data/peralatan IT); dan/atau

d. standar spesifikasi teknis/ standar barang (bila ada)

2. | Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan
TOR/RAB dan tidak melebihi data dukung price list /brosur/ e-catalog.

3. | Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya pengadaan barang dan biaya
pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).

4. | Buat Kesimpulan.
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PENELAAHAN  ATAS  ALOKASI ANGGARAN  PENGADAAN
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (MEUBELAIR, GENSET,
LEMARI BERKAS, AIR CONDITIONER (AC), DISPENSER, MESIN
PENGHANCUR KERTAS)

Tujuan:

Untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan hasil identifikasi
kebutuhan BMN dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. | Dapatkan data dukung lainnya berupa:

a. hasil identifikasi kebutuhan BMN (antara lain meubelair, genset,
lemari berkas, AC, dispenser, dan mesin penghancur kertas);

b. pricelist/brosur/e-katalog; dan/atau

c. standar spesifikasi teknis/standar barang (bila ada)

2. | Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada ADK RKA-K/L dengan
TOR/RAB dan tidak melebihi data dukung price list/brosur/
e-katalog.

3. | Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya pengadaan barang dan biaya
pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP).

4. | Buat Kesimpulan.
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Lampiran IV:
Standar Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Revisi Anggaran

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan kumpulan peraturan yang dibuat
untuk mempermudah tugas yang akan dikerjakan. Pada instansi pemerintahan,
SOP berfungsi untuk memudahkan petugas/pegawai pemerintahan bekerja
sesuai dengan pokok dan fungsinya pada masing-masing unit kerja. SOP adalah
penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh
siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lain-lain yang
semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. Saat
ini masih banyak Kementerian/Lembaga yang belum mempunyai SOP,
akibatnya banyak pekerjaan tidak terlaksana dengan baik, seperti tidak punya
tanggung jawab terhadap pekerjaan, ada kelalaian kerja, kesimpangsiuran,
kesalahan, yang mengakibatkan resiko kerugian besar bagi organisasi.

SOP bukan hanya merupakan pedoman prosedur kerja rutin yang harus
dilaksanakan, tetapi SOP juga berfungsi untuk mengevaluasi pekerjaan yang
telah dilakukan, apakah pekerjaan tersebut telah dikerjakan dengan baik atau
tidak, kendala apa yang dihadapi, mengapa kendala tersebut terjadi, sehingga
kita dapat mengambil keputusan yang tepat melalui SOP.

Agar SOP dapat dilaksanakan, maka perlu dibuat jabaran SOP secara teknis yang
tertuang dalam instruksi kerja pada suatu unit kerja, dalam bentuk dokumen dan
formulir, serta jejak rekam dokumen yang berfungsi sebagai kontrol bahwa
pekerjaan telah dikerjakan dengan baik. Jejak rekam berguna untuk analisis data
dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Untuk itu, Bagian Perencanaan
dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dituntut untuk
mempunyai SOP terkait Penyelesaian Revisi Anggaran, karena dengan adanya
SOP maka akan lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dan
pekerjaan.

B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PANDUAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN [143



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5948);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 192, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Persuratan
di Lingkungan Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang
Tatacara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019.

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian
Agama;

C. Tujuan

Tujuan disusunnya SOP revisi anggaran ini adalah:

1. Untuk memberikan pedoman, petunjuk, secara umum dan khusus
kepada sebuah lembaga atau instansi dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing.

2. Untuk menjaga konsistensi tingkat penilaian kinerja dalam
melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.

3. Untuk menghindari kesalahan dalam proses penyelesaian revisi
anggaran.

4. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari
petugas/pegawai yang menyelesaikan proses revisi anggaran.

5. Sebagai parameter untuk menilai mutu pelayanan.

6. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan
proses kerja bila terjadi suatu kesalahan administratif lainnya.
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D. Fungsi
Fungsi disusunnya SOP revisi anggaran ini adalah:

1. Memperlancar tugas para petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi kesalahan prosedur.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam
bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
E. Manfaat

Manfaat disusunnya SOP revisi anggaran ini adalah:

1.

2.

Sebagai standarisasi yang dilakukan petugas/pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaan revisi anggaran serta mengurangi kesalahan.
Membantu petugas/pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak
tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi
keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung
jawab khusus dalam melaksanakan tugas.

Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan
petugas/pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta
membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan.
Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien, efektif dan dikelola
dengan baik.

Menyediakan pedoman bagi setiap petugas/pegawai di unit kerja dalam
memberikan pelayanan revisi anggaran sehari-hari.

Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam memberikan
pelayanan.

Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural
dalam memberikan pelayanan revisi anggaran.

Menjamin proses pelayanan revisi anggaran tetap berjalan dalam
berbagai situasi.

F. Prinsip-Prinsip

1.

PANDUAN

Konsisten

SOP Revisi Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke
waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi apapun oleh seluruh unit kerja
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Komitmen

SOP Revisi Anggaran harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari
seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
baik di pusat maupun daerah.

Perbaikan berkelanjutan

SOP Revisi Anggaran harus terbuka terhadap penyempurnaan-
penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien
dan efektif.
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4. Mengikat
SOP Revisi Anggaran harus mengikat petugas/pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah
ditetapkan.

5. Seluruh unsur memiliki peran penting
Seluruh petugas/pegawai mempunyai peran tertentu dalam setiap
prosedur yang distandar- kan. Jika petugas/pegawai tertentu tidak
melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu
keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses
penyelenggaraan organisasi pemerintahan.

6. Terdokumentasi dengan baik
Seluruh prosedur SOP Revisi Anggaran yang telah distandarkan harus
didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi
bagi setiap mereka yang memerlukan.

BAB II
MEKANISME PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN

A. Batasan Revisi
1. Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
mengenai:

a) Petunjuk penyusunan, penelaahan Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA- K/L) dan pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA.

b) Tata cara perencanaan, penelaahan dan penetapan alokasi anggaran
BA BUN dan Pengesahan DIPA BUN sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara perencanaan,
penelaahan dan penetapan alokasi anggaran BA BUN serta
pengesahan DIPA BUN.

2. Revisi anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Petikan dan/atau DIPA

BUN ditetapkan.

3. Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan
pengurangan alokasi anggaran terhadap:

a) Alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji kecuali untuk
pemenuhan belanja pegawai pada komponen 001 pada Satker yang
sama dan/atau untuk pemenuhan alokasi gaji dan tunjangan yang
melekat pada gaji pada satker lain sepanjang pergeseran tersebut
tidak mengakibatkan pagu minus.

b) Pembayaran berbagai tunggakan.

c) Rupiah Murni Pendamping (RMP) sepanjang paket masih berlanjut
(on-going).

d) Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan
anggarannya sehingga anggarannya menjadi minus.
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Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target

kinerja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Tidak mengubah sasaran program.

b) Tidak mengubah keluaran (output) kegiatan yang sudah terealisasi.

c¢) Tidak mengurangi volume keluaran (output).

d) Tidak menyebabkan volume keluaran (output) yang telah ditetapkan
menjadi tidak terca  pai.

B. Ruang Lingkup Revisi
Di bawah ini merupakan skema ruang lingkup revisi:

. Pagubertambah

Pagu Berunah
T~ Pagu berkurang
Pergeseran calam 1
‘_ RrOgram
i v' - 2
PamyTetap < Porgeseran Antar frogram
Pagu Tatap. << & HOOR Kewenangan/
’ T~ _ dengan
= persetujunn
Pergeseran antar 84 DPR
__—— kesdlaban administrasi
© IRevisi )
Administratit
N
N perubahan rumusan yang
tidak terkait dengen anggaran
"\ pamenuhian persyaratan dalam
rangka pencalran anggaran

PANDUAN

Revisi Anggaran terkait Pagu Anggaran Berubah

Penambahan atau pengurangan pagu anggaran, termasuk pergeseran

rincian anggarannya, meliputi:

a) Perubahan anggaran belanja uang bersumber dari PNBP.

b) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah
luar negeri dan dalam negeri, termasuk pemberian pinjaman/hibah.

c) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk
penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada
tahun-tahun sebelumnya.

d) perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk
pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar
negeri yang telah closing date.
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10

e) perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran
sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter,
tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan kewajiban.

Petugas/Pegawal Mutu Baku
Aktifitas | Direktorat/ | . Bagian
Difjen  Sekretarls o slenaken Waktu | oeput
wm(“: Pendis  Ditjen b PiA Dips Kelsngkapat) [ )

Mengusulkan revisi Surat Usulan Revis| 2hari
snggaran y don Data Dukung
Meneruskan viulan - Disposisl usulan 1 hati
Tevisi revisi
Menindaklanjuti usulan = Disposisi usulan

P 1 hari
rovisi revisi

b 4
Menerima dan Tidah ‘: Dokumen usulan har f.':‘“:(:e;“
memeriksa usulan revisi revisi greap

Va dokumen
Surat Usulan Revisi,
Copy Dipa Terakhir,
e s Tidak Matrik Semula SN =i
mem P e Menijadl, RKA Form
usulan revisi B, ADK. TOR & RAB anggaran
Ya (kegiatan baru)
Melakukan penyelesaian Dispoalsi Draftsurat
usulan revisi dan - ; penyelesalan 2 han usulan revig
perubahan HKA-KL usulan revisi ke DJA
Meog (isufian revis! -- ’ Draft surat usulan Surat usulan
'
smanhe A revisi ke DJA Vhan | evisi ke DIA
s Surat usulan revisi
Menyetujul/ menalak e ¥ Tanda térima
o B n dokumen 1 harl 3
usulan revisi satker pendukung usulan revis
¥a !
Munsahkan usulan revisi Syt DIEVH Pengesahan
pagu anggaran berubah dandokieneh Btiar) DIPA
pendukung »
Surat usulan revizl Hasit revisi
Proses selesal dan dokumen 1 hari A TN
disahkan
pendukung

Gambar: Revisi Anggaran terkait Pagu Anggaran Berubah

2. Revisi Anggaran terkait Pagu Anggaran Tetap

a) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola
Belanja Lainnya) ke BA K/L atau antar sub bagian anggaran dalam
Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

b) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama atau antar
program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari
Rupiah Murni (RM) untuk memenuhi kebutuhan belanja
operasional.

c) Pergeseran rincian anggaran untuk satker Badan Layanan Umum
(BLU) yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP).
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PANDUAN

d)

u)

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban
pembayaran kegiatan/proyek yang dibiayai melalui Surat Berharga
Syari‘ah Negara (SBSN) yang melewati tahun anggaran sesuai
dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).

Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama atau antar
program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi
kebutuhan Ineligible Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari
pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pergeseran anggaran antara program lama dan pogram baru dalam
rangka penyelesaian dokumen DIPA sepanjang telah disetujui
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama dalam
rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs.

Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama dalam
rangka penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama atau antar
program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan
dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga.
Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak
dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang.
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama atau antar
lokasi dan/atau antar kewenangan dalam rangka tugas
pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi.

Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru.
Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana.
Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar
tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak.

Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Sisa Anggaran
Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang dilakukan dalam 1
(satu) Program yang sama.

Pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kewajiban negara
sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi
internasional.

Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan
dalam DIPA BUN.

Pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas
penggunaan anggaran.

Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA
berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran,
penggunaan keluaran (output) cadangan dan/atau tunggakan.
Penggunaan dana keluaran (output) cadangan.
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v) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama atau antar
program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi
penyelesaian kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan
penghematan anggaran tahun sebelumnya.

w) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam 1 (satu) keluaran
(output) yang sama atau antar keluaran (output), dalam 1 (satu)
kegiatan yang sama atau antar kegiatan, dalam 1 (satu) satker yang
sama atau antar satker, dan/atau dalam 1 (satu) program yang sama
atau antar program dengan ketentuan masing-masing.

Petugas/Pegawai Muitu Baku
Dirjun  Sekretaris y Waktu

Mergus ullan revlst - Surat Usulan Rewlst 2Han
anggasan

Meneruskan usulan - Disposiel sl Thart
ravisi revish

dan Data Dukung

Disposisl wsulan

Manindaklan)ut) usalan _— - 14 S
revisd ‘ revisi Vi
! Tidak Bult ke-
Mesirima dati - Dohurnan usulan vhar | ‘Sengkspan
Ya

mermerikea usdlan rovisi reviil doku

Surat Usulan Reviv,

ey - S s
memarintahkan pross L e Merjadi, KA Form " hae Tevisl
usulan reviy 5

Mengusullan revish

8, ADK. TOR & AN napen
Ya (kogiatan baru)
Molakukan penyslasaisn Disposts) Draft yurat
usilan revisi dan petiyzlesaian Tharl  usulan r=vis
parubahan RKAKL wsulan revisi ke DIA

Dratt surst usulan Surat usulan

i ool revisike OIA Thar L pvivike 1A
Tictah sur Lo co1ish
Menyatujul/ menoink ey Tando tenma
wsulan ravil satkar = Oy oo That tan revist
Y pendukung
v
Menmahkan usulan revisi - ::‘a;u:ulm.:‘evli 3hart Pengrsahan
pagu anggaran beadsah pandubiing [+
v Surat usulan reyis

Prosns DIA selesai ‘ S | dan dokumen 1 hari :;ﬁ::::ﬂ

pendukung
KPA sathar Surat usulin revisl Surat
menindaklan|ut ke DIPB dan dokumen tTharl  pengesahan

pendukung DiPA
Mencotak. konsep revisi ADK Hard copy
DA LIPA Patikan

Surat usulan revish Hasil
M.x:::zru:m? dan dokumen Tharl  permehonan

(Ve pendukung revist
|

Hasll permohonan Hasi) revisi
Proses DJPE selesai revhi Vhar i hkan
Vpdate data hasil proses. Swrat Pengantar 1 hari Upstate
ravigl dan ADK " database

Gambar: Revisi Anggaran terkait Pagu Anggaran Tetap
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3. Revisi Kesalahan Administrasi

PANDUAN

a)
b)

c)

Ralat kode kewenangan
Ralat kode bagian anggaran dan/atau satker
Ralat volume, jenis, dan satuan keluaran (output) yang berbeda
antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau hasil
kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah.
Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi
sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk
yang mengakibatkan perubahan jenis belanja.
Ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Ralat kode lokasi satker dan/atau lokasi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan
dalam halaman III DIPA.
Ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk pemberian pinjaman,
serta perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN.
Ralat cara penarikan SBSN serta perubahan/penambahan cara
penarikan SBSN.
Ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN.
Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian
atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA.
Perubahan/penambahan nomor register PHLN/ PHDN.
Perubahan/penambahan nomor register SBSN.

Perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L
DIPA.
Perubahan pejabat penandatangan DIPA.
Perubahan nomenklatur bagian anggaran, program/kegiatan,
dan/atau satker.
Perubahan pejabat perbendaharaan.
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Gambar: Revisi Anggaran terkait Kesalahan Administrasi

Menerima dan
3 menindaldanjuti usulan
revisd

PANDUAN

Surat Usiian fevisi
| danDataDukung  2n0
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Surat Usulan
wh‘"‘m Thart  Revisiden
i DataDukung
Bk ik Hukt ke~
bt el Thari  lengkapan
dokumen
Surat Unlan flevisi, Haill analisa
¥ Vhad  usulan revisi
Munjadi, TOR & RAS. anggaran
(keglatan baru) i
) = Drafy surat
Ockumun hasil xlidardes
analiss usulan revidl 2 han \antie
| - i  matrikfevisi
Draft surat Paral sueat
pengesahanusulan  thar  persetujuan.
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BAB III
SOP PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN YANG MELIBATKAN ESELON I

A. Revisi Anggaran Kewenangan KPA

Petugas/Pegawai Mutu Baku'
= DU i | Satars 0O i B Waki
Kanwil m Ditien F!'_'. nes- DIA DIPB Kelengkapan : Output
’ o PN T ‘ '~ naan | ,
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anggaran | dan Data Dukung
Menerlma dan |
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revisi
Menerima dan ’ . Surat Usulan
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revisi 1 Data Dukung
-
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perOhRO AL | matrik revist
Draft surat
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Meneluah, Ticdalk Surat usulin revisi Hasil analisa
10 menyetujul/menolak g dan dokumen 1 harl permohonan
wsulan revisi Y pendukung usufan revis
Y&
l Pengesahan
S > - Dokumen dokumen
I [ permohonan Thari  cevisidan
revig usulan revist prtubaban
ADK
“ Cetak petikan
12 Proses revich salesal Hagl revis DIPA dan FOK
revisi
13 Updata data hasil proses Surzt pengantar That Update
revisi dan ADK database
Catatan

A. Dokumen usulan revisi berupa

1.

Ll

PANDUAN

Surat usulan revisi

1.

Matrik perubahan (semula menjadi)

RKA Form B

2.

SPTJM (tidak mengakibatkan pagu

minus)

@

Deskripsi alasan revisi 4.
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B. Dokumen revisi berupa

Surat persetujuan/pengesahan

revisi

Matrik perubahan

menjadi)
POK revisi
ADK revisi

(semula
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A. Dokumen usulan revisi berupa B. Dokumen revisi berupa
6. TOR dan RAB (usulan kegiatan

baru)
7. Dokumen pendukung lainnya

B. Revisi Anggaran Kewenangan DJPB

PetugbsiPegawal h‘ﬁq«'lal'n
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Dokumen
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o ravis — PorsOTUjuan evish Vhan pqr_zuumu-
! i
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e e Kanwil DPE — P Tl R T wsnlan revis
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Pengesahan
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eviE
- Updats dats haail proses Surat peogantar Yoms Update
revis dan ADx darabase
Catatan
o« o o o
A. Dokumen usulan revisi berupa B. Dokumen revisi berupa
1. Surat usulan revisi 1. Surat persetujuan/pengesahan
Matrik perubahan (semula menjadi) revisi

RKA Form B 2. Matrik perubahan (semula
SPTIM (tidak mengakibatkan pagu menjadi)
minus)
Deskripsi alasan revisi
6. TOR dan RAB (usulan kegiatan
baru)
7. Dokumen pendukung lainnya
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C. Revisi Anggaran Kewenangan DJA
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Deskripsi alasan revisi
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baru)

Dokumen pendukung lainnya
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Yanda tevima

usailan revis
»

Hasil analisa
permohionan
unudan revisl

Pengesahan
dokuman
Vil dan

perastuabisiy
ADK

Cetak petikan
QIFA dan FOK
revin

Surat persetujuan/pengesahan

revisi

Matrik  perubahan

menjadi)
RKA Form B
SPTJM  Eselon

I

(semula

(tidak

mengakibatkan pagu minus)

ADK revisi

PENGANGGARAN
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D. Revisi Penggunaan Saldo Awal Kas BLU

Petugas/Pegawai Mustu Baku
i Ll P Waku
Kanwil/ Pendis Difen Perenca- DA DIPB Kelengkapan Output
PTKIN : naan
Mengusulkan revisi Surat Usulan Revisi ,
1 anggaran . l danDataDulung har
Menerima dan W . Bukti ke-
k
2 menindakdanjuti usulan L ‘ mm i lengkapan
revisi ! dokumen
12
l Surat
Pengasahan dokumen pengesahan
g revisi - Zhal revisidan
ADK Online

Surat
4 Menerima pengesahan pengesahan
teyisi revisl dan

‘ ADK Onlie
Y
¢ Penyampalan hasil revisi . ' Dokumen hasil $hat
revisi
Catatan
A. Dokumen usulan B. Dokumen revisi C. Dokumen
revisi berupa berupa penyamaan data
revisi ke Pendis
berupa
1. Surat usulan revisi 1. Surat persetujuan/ 1. Surat Pengantar
2. Matrik perubahan pengesahan revisi 2. Dokumen usulan
(semula menjadi) 2. ADKrevisi (online) revisi
3. SPTIM (tidak 3. Surat pengesahan
mengaki- batkan revisi

pagu minus)

4. Deskripsi alasan
revisi

5. Rencana Bisnis dan
Anggaran Revisi

6. Dokumen
pendukung lainnya
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E. Revisi Penambahan Anggaran PNBP

Fatagas/Pegawal Mutu Saku
pian  Plien g enca.  Sellen)  pp 1 Ketoghapen VA gupu
Mengusuiian revist Suret Usulan Bevisi
1 purismbabian target Lurget punesimann 2han
ponerimaan dan pagu dan pagu PNEP
PHEN | sorta Data Dubung
Menarima dan
2z menerashan usulan - :’ nlf:: i il 1 han
revisi
Memetihaa dan Ticlak " 1 Dkt e
3 menyetujuilicdak usalan = :"‘3::""“ Vnitan moggy/| lengkapen
Yevisl e dolasman
Menindakianjunl serta 1 Strat usilan
" manyatijui proset —“- S::::?’h‘ S mnggy  revisi don
uniddan revisl data dukung
Mengusilban ravivi Surst Usulan Revisl
s penambaban target i} pagu weita data 1 harl
penerimann dan pagu dukung
PNBP
Meninrima ian - Dokumun hasil
© menarekan uiulan - { anallsa usulan rowisl | 1 harnt
revist ‘
H :
Menerima dan Disposiyl udulan Surat unulan
7 menindakianguth usulin 1 - - revint 1 harni cewlyldpn
revind ‘ data dukung
: { 3
% Surst peamotan an
. Mernigajuban reeiu rvisl cwvil ravist Pagu s hart Dafrar yavis|
Pagu Panggunaun PNER NP Pagu INBEP
|
{
ik
Reviu revis pagu
I it oo oM ‘ Data Dukiing Yhart | Hasll swvits
| Ya
Orinl surat
Dokumen hasil
Malakukan penyalesalan -‘ = -, I peErietujuan &
10 psniracagnifs anallss usulan revisl - 2 har Temptran
roatrib revist
’ Pengesahan
Dokuman dokamen
1" ::u" sehian dokdinmt L L- premahonan 1 bk ravis) dan
" : usuilary pevist peeubatiarn
| ADK
Surat wsulan reulsl
Ak
(] PR Uil il ‘ dan dokuman 1 han h‘u‘:un‘“"“‘l:
Yo pendukung b it
l Panguiahan
Pofijesstinng dokumend Rohumen Ak ro-
12 -— purmahanan 1 havl
wvish Gtadt e lat Visk iy prav
ubahan ADK
Catatan

A. Dokumen usulan revisi berupa

1.

Ll

o

PANDUAN

Surat usulan revisi

B.
1.

Matrik perubahan (semula menjadi)

RKA Form B

2.

SPTJM (tidak mengakibatkan pagu

minus)
Deskripsi alasan revisi

»

TOR dan RAB (usulan kegiatan

baru)
Dokumen pendukung lainnya

PERENCANAAN &

PENGANGGARAN

Dokumen revisi berupa

Surat persetujuan/pengesahan
revisi

Matrik perubahan
menjadi)

RKA Form B

SPTIM  Eselon I  (tidak
mengakibatkan pagu minus)
ADK revisi

(semula
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F. Revisi Penambahan Hibah

Surat usul
an buka
Mengusulan
§ | pembukadnrekening m"’""’“" 2hart :::ﬁfn
dan nomor register i ienktet
" i | Surat usulan dan Bukti ke-
2 | Jibeh akte petjanjian 1 har lengkagpan
hibah dokumen
Menelash dan Dokiamen Hasil ::"'.""“‘
3 menyetujulidok tefaah usulan 3 hari frenor.
usulan hibah hitsah ::nwumy &
" . Surat pengantare Parsatuju.
4 paw:’:ru‘: nwrmk POLSTAIRY 1 harl A0 RpEmer
Kening & register nomor rekening whaning &
& ragister togister
Surat usul-
Persetujuan
Mengusulian ravist " an penam
$ penambahan hibah :m Pbahvdad | ¥ har bahan
hibah
Menerima dan b
6 meneruskan usulan hitah Lusiien 1 hart
hibah
Surat usul-
Masiediena.din Dispoitkl usulsn oan hibah
7 menindakianjuti hibah 1 hari Rt
vsutan hibah duking
Suratusulan, Draf surat
matrik semuta persatuju-
Melakulan proses T
ARty L ‘ menjad, B6A  Thart  andan
Form 8, TOR dan hasi|
Ya RAB analisa
Paraf surat
kuman hasi| N
g | frozespengusahan ::-Iiu ::ulan 1 hart pessesii:
usutan hital hitsah an usulan
hibah
! Surat per-
Dakumen
10 :mmhw usulan NI, N E—| potgetuusn 1 harl unm;m
usulan hinah
] | 1 1 ~ hibah
Mengitimkan I Dokumen Tanda teri-
1 dob i o persetujusn 3hari mausulsn
hibah hibah revis
Dokumen per
Menyetujui/tidak Hasll ana-
12 menyetujul usulan Y Mobonanwsetan | vy fisa usulan
penambahan bk
Bl hibah
Ya
Pangesah:
an panam-
Dakumen
Pengesahan bahan
2 penambahan hibah | penembuhan Y hibah dan
parubahan
| AD’(
i Upidate data hasil Sitatpungantar ot Updatw
prnambahan Hitsah dan ADK databaie
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Lampiran V:

Contoh Template Penyusunan Anggaran Pada Aplikasi RKA-K/L

CONTOH TEMPLATE PENYUSUNAN ANGGARAN PADA APLIKASI

RKA-K/L

A. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN UNTUK AKUN-AKUN
TERTENTU

1. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN

AKUN OPERASIONAL

(KOMPONEN 002)
KODE URAIAN/DETIL KEGIATAN VOLUME KETERANGAN
1 2 3 4
002 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
A Penyelenggaraan Operasional
Perkantoran
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
* Honor Biaya Satpam, Cleaning Service,
Sopir dan Pramubakti (...... Org) 1Thn/12 Bln SBM
* Internet 1 Thn/12 Bln SBM
* Belanja Keperluan Sehari - hari
Perkantoran 1Thn/12 Bln SBM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja
¢ Kuasa Pengguna Anggaran Y orang x 12 bln SBM
* Pejabat Pembuat Komitmen Y orang x 12 bln SBM
* Pejabat Penanda tangan SPM Y orang x 12 bln SBM
* Bendahara Pengeluaran Y orang x 12 bln SEM
Staf Pengelola Keuangan/Bendahara
Pengeluaran Pembantu/ Petugas Y orang x 12 bln SBM
Pengelola Adminstrasi Belanja Pegawai
* Staf Pengelola Y orang x 12 bln SBM
* Pejabat Pengadaan Y orang x 12 bin SBM
* Perangkat UKPBJ Y orang x 12 bin SBM
* Bendahara Penerimaan Y orang x 12 bln SBM
¢ Petugas Penerimaan
PNBP/ Anggota Y orang x 12 bln SBM
* Pengelola SAI Y orang x 12 b In SBM
* Pengurus/Penyimpan Barang Milik Y orang x 12 bln SBM

PANDUAN
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501811 giz;rrlf; I]ia::;isrllﬁn I_Slintuk Persediaan
501813 E/féig:i%fgrii ;’eesrsediaan Pita Cukai,
e Materai dll 1 Thn
B Koordinasi Konsultasi
524111 Belanja Perjalanan Biasa
Biaya Perjalanan untuk
Koordinasi/Konsultasi (Luar Kota) 1 Thn
e Transport Y org x Y harix )
* Hotel Y org xwz hari x )
e Uang Harian Y org sz hari x )’
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota '
e Transport Y orgx Y harix )
e Uang Harian Y org x Y harix )
Biaya Perjalanan untuk 1 Thn
Koordinasi/Konsultasi (Dalam Kota)
e Transport Y org x Y harix )
¢ Uang Harian Y org sz hari x )’
C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan '
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan
* Biaya pemeliharaan Gedung Y m2 SEM
* Biaya pemeliharaan Halaman Y m2 SBM
523112 Belanja Barang Persediaan
Pemeliharaan
* Belanja Barang Persediaan
Pzriell?ha&rlaanGeedls;C; Ezlaan Bangunan 1Thn/12 Bln
D Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan
523121 dan Mesin
¢ Kendaraan Bermotor Roda 2 Y unit SBM
¢ Kendaraan Bermotor Roda 4 Y unit SBM
¢ Kendaraan Bermotor Roda 6 Y unit SBM
* Komputer / Notebook Y unit SBM
* AC Y unit SBM
* Printer Y unit SBM
e dIl (Masuk dalam BMN) Y unit
523123 Belanja Barang Persediaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
* Belanja Barang Persediaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1Thn/12 Bln

160] PANDUAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN



E Langganan Daya dan Jasa
522111 | Belanja Langganan Listrik
* Biaya Langganan Listrik 1 Thn/12 Bln
522112 | Belanja Langganan Telepon
* Biaya Langganan Telpon 1 Thn/12 Bln
522113 | Belanja Langganan Air
* Biaya Langganan Air 1 Thn/12 Bln
C Sewa Rumah Dinas dan Sewa
Kendaraan
522141 | Belanja Sewa
* Sewa Rumah Dinas Y unit x bln SBM
* Sewa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Y unit x bln SBM

2. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN AKUN 51
(Uang Makan, Lembur, Tunjangan Kinerja perlu dirinci sesuai ketentuan
masing-masing)

KODE URAIAN/DETIL KEGIATAN VOLUME KETRANGAN
1 2 3 4
001 Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS
* Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN
* Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 THN
* Kenaikan gaji 6% 1 THN
511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN
* Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN
. ]f;)lanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 1 THN
511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN
* Belanja Tunj. Suami/Istri
PNS 1 THN
* Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 1 THN
13)
* Kenaikan gaji 6% 1 THN
511122 | Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN
* Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN
* Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 THN
* Kenaikan gaji 6% 1 THN
511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN
* Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN
. 1B§)Ian]a Tunj. Struktural PNS (gaji ke 1 THN
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511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN
* Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN
. ]f;)lan]a Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 1 THN
511125 | Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN
* Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN
* Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 THN
* Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1 THN
* Belanja Tunj. PPh PNS (Tukin) 1 THN
* Belanja Tunj. PPh PNS (Tukin ke 13) 1 THN
511126 | Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN
* Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN
511129 | Belanja Uang Makan PNS 1 THN
* Belanja Uang Makan PNS Gol I Y org x Y harix ) SBM
* Belanja Uang Makan PNS Gol 11 Y org x Y harix ) SBM
* Belanja Uang Makan PNS Gol III Y org x Y harix ) SBM
* Belanja Uang Makan PNS Gol IV Y orgx ) harix SBM
511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS
* Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN
* Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 1 BLN
ke 13)
512211 | Belanja uang lembur
* Uang Lembur Golongan I Y orang x Y SBM
* Uang Lembur Golongan II Y orang x Y SBM
* Uang Lembur Golongan III Y orang x Y SBM
* Uang Lembur Golongan IV Y orang x ) SBM
* Uang Lembur Pegawai Non ASN Y orang x Y SBM
* Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Y orang X Y SBM
Petugas Kebersihan, dan Pramubakti | jam x ) hari
* Uang Makan Lembur PNS GolonganI |} orangx ) SBM
dan II jam x ) hari
* Uang Makan Lembur PNS GolonganI |} orangx ) SBM
dan II jam x ) hari
* Uang Makan Lembur PNS Golongan | ) orangx ) SBM
111 jam x ) hari
* Uang Makan Lembur PNS Golongan | ) orangx ) SBM
v jam x ) hari
* Uang Makan Lembur Pegawai Non Y orang x ) SBM
ASN jam x ) hari
* Uang Makan Lembur Satpam, S orang x ¥
Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan o X Zghari SBM
Pramubakti J
Belanja pegawai (Tunjangan
>12411 Khusus/Kegiatan)
* Belanja Tunjangan Kinerja PNS 1Thn/ ) orang x ) PMA 11 2019
(Grade 3) bln
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* Belanja Tunjangan Kinerja PNS 1Thn/ ) orang x ) PMA 11 2019
(Grade 5) bln

* Belanja Tunjangan Kinerja PNS 1Thn/ ) orang x ) PMA 11 2019
(Grade 6) bln

* Belanja Tunjangan Kinerja PNS 1Thn/ ) orang x ) PMA 11 2019
(Grade 7) bln

* Belanja Tunjangan Kinerja PNS 1Thn/ ) orang x ) PMA 11 2019
(Grade 9) bln

* Belanja Tunjangan Kinerja PNS 1Thn/ ) orang x )
(Grade 11) bln PMA 112019

* Belanja Tunjangan Kinerja PNS 1Thn/ ) orang x )
(Grade 13) bln PMA 112019

* Belanja Tunjangan Kinerja PNS 1Thn/ ) orang x )
(Tukin ke 13) bln PMA 112019

B Pembayaran Profesi Dosen
511153 | Belanja Tunjangan Profesi Dosen
* Belanja Tunjangan Profesi Dosen tl)l;llhn/ L orang x ), PMA 11 2019

3. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN AKUN 524114
(FULLBOARD MEETING DALAM KOTA [PENYELENGGARA]

NO. KOMPONEN BIAYA B;EAE(AUI\II\I]A VOLUME KETERANGAN
. . Transpor perjalanan PP dari
1. B;;ya Transportasi Peserta Y Peserta daerah asal ke tempat tujuan
(PP) —_— (at cost)
2. Paket Fullboard Meeting Y Peserta x hari | Harga satuan mengacu SBM
3. Uang Harian Fullboard Y Peserta x hari Harga satuan mengacu SBM
Honorarium Narasumber
4. (jika ada) 521213 Y Org x Jam Harga satuan mengacu SBM
Penginapan Narasumber .
5. (jika ada) Y Org x Hari Harga satuan mengacu SBM
504114 Harga satuan mengacu SBM
. Biaya Transportasi 5 Or Transpor perjalanan PP fiari
: Narasumber (PP) (jika ada) & daerah asal ke tempat tujuan
(at cost)
7. Biaya Sewa (Jika ada) 524114 Y. Unit x satuan | Harga satuan mengacu SBM
Biaya non operasional lain-
8. nya (jika ada, mis: capacity 521219 Y Org/pax Sesuai kontrak
Building [kontraktual])
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4. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN AKUN 524119
(FULLBOARD MEETING LUAR KOTA [PENYELENGGARA]

AKUN
NO. KOMPONEN BIAYA BELANJA VOLUME KETERANGAN
) ) Transpor perjalanan PP
1. | BiayaTransportasi Peserta Y Peserta dari daerah asal ke tempat
(PP) 524119 tujuan (at cost)
2. Paket Fullboard Meeting Y Peserta x hari Harga satuan mengacu
3. Uang Harian Fullboard Y Peserta x hari Harga satuan mengacu
Honorarium Narasumber Harga satuan mengacu
4. (jika ada) 521213 Y Org x Jam SBM
5 P.?nginapan Narasumber Y Org x Hari Harga satuan mengacu
. (jika ada) SBM
524119
6 Biaya Transportasi Y Org Harga satuan mengacu
' Narasum- ber (PP) (jika ada) SBM Transpor perjalanan
7. Biaya Sewa (Jika ada) 524114 Y Unit x satuan Harga sa’rsu];all\'l/[mengacu
Biaya non operasional lain-
8. nya (jika ada, mis: capacity 521219 Y Org/pax Sesuai kontrak
Building [kontraktual])
5. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN AKUN 531111
(PENGADAAN TANAH)
NO,KOMPONEN BIAYA AKUN VOLUME KETERANGAN
| BELANJA
Transpor perjalanan PP dari
Biaya Koordinasi daerah asal ke tempat
L dan Konsultasi >4l 2. Orang tujuan (at cost) dan uang
harian
- Transport Y org x Y hari x ) Keg
- Uang Harian Y org x Y hari x ) Keg
Biava Pembebasan Harga satuan mengacu
2. Lagan 531111 Sesuai sertifikat peraturan pemerintah
setempat atau apraisal
Harga satuan mengacu
3. | Honor Tim Tanah 531111 Y orang x bulan PMK tentang pengadaan
tanah
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Biaya operasional
(termasuk
pengurusan IPL)

531111

1 kegiatan

Harga satuan mengacu
PMK tentang pengadaan
tanah

6. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN AKUN 532111 (PENGADAAN

PERALATAN DAN MESIN)
NO,KOMPONEN BIAYA AKUN VOLUME KETERANGAN
| BELANJA
1 Biaya Survey Harga 532118 Y Orang x hari Transpor perjalanan PP
' Y y & & survey dan uang harian
- Transport Y org x Y harix ) Keg
- Uang Harian Y org x Y hari x ) Keg
Biaya Pengadaan Per-
alatan (termasuk . Harga satuan mengacu
2 biaya overhead dan 532111 X Unit harga pasar atau e-katalog
pajak)
Honor Pejabat
3 Pen- gada.an atau 539111 Y Orang x Paket Harga satuan mengacu SBM
Pokja
Honor Pejabat /
Pani- tia penerima Y Orang x Paket Harga satuan mengacu SBM
4. . . 532111
Hasil Pekerjaan

7. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN AKUN 533111
(PENGADAAN GEDUNG DAN BANGUNAN)

AKUN
NO., KOMPONEN BIAYA BELANJA VOLUME KETERANGAN
Harga satuan mengacu
Biaya Pengadaan peraturan yang berlaku ttg
L Gedung dan Bangunan 53311 2 m2 indeks harga satu- an bangunan
Gedung Pemerintah
5 Biaya Konsultan Per- 533111 Paket Indeks mengacu Permen PU 45
encana Tahun 2007
Biaya Konsultan Pen- Paket Indeks mengacu Permen PU 45
3. | gawas 533111 Tahun 2007
Biaya Manajemen Paket Indeks mengacu Permen PU 45
4. | Konstruksi (bila ada) 533111 Tahun 2007
Biaya Administrasi Indeks mengacu Permen PU 45
5. | Proyek 533111 Paket Tahun 2007
Honorarium Pejabat S Orang x
6. Pengadaan atau Pokja 533111 Paket Harga satuan mengacu SBM
Konsultan
Honorarium Pejabat / S Orang x
Panitia Penerima Hasil & Harga satuan mengacu SBM
7. . 533111 Paket
Pekerjaan Konsultan
Honorarium Pejabat Y. Orang x Harga satuan mengacu SBM
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8. | Pengadaan atau Pokja 533111 Paket
Pengadaan Gedung
Honorarium Pejabat / S Orang x
Panitia Penerima Hasil 533111 & Harga satuan mengacu SBM
9. . Paket
Pekerjaan Gedung
Honorarium Pengelola Y Orang x
10.| Tehnis PU 533111 Bulan Harga satuan mengacu SBM
Transportasi Lokal Y Orang x
11.| Pengelola Teknis PU 533111 Har Harga satuan mengacu SBM

B. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN DALAM BENTUK KEGIATAN

1. CONTOH TEMPLATE KEGIATAN WORKSHOP/FGD/SEMINAR/

LOKAKARYA
NO, KOMPONEN BIAYA AKUN VOLUME KETERANGAN
| BELANJA
Belanja Bahan
* ATK (dirinci sesuai
kebutuhan) 521211 Y Orang x ) Keg
L e Konsumsi 521211 Y Orang x ) Keg Harga satuan mengacu
* Pembuatan Laporan
Kegiatan 521211 Y Eks x ) Keg
Honorarium Panitia Kegiatan (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku)
* Penanggung Jawab 521213 Y Org x Keg Harga sat;;a;}[mengacu
5 | * Ketua/Wakil Ketua 521213 Yy Org x Keg Harga saglg&mengacu
* Sekretaris 521213 Y Org x Keg Harga sa’ngall\l/[mengacu
« Anggota 521213 Y Org x Keg Harga satuan mengacu
SBM
3 Honorarium Narasumber 509151 > Orgx) Jamx ) Harga satuan mengacu
" | (jika ada) Keg SBM
4 Penginapan Narasumber Y Org x ) Harix ) Harga satuan mengacu
" | (jika ada) 524114 (jika di Keg SBM
dalam kota)
Biaya Transportasi 524119 (ika di Transpor perjalanan PP
5. | Narasum- ber (PP) (jika luar kota) Y Org x ) Keg dari daerah asal ke
ada) tempat tujuan (at cost)
6. | Biaya Sewa (Jika ada) 522141 Y Unit x satuan Harga satuan mengacu
Biaya non operasional
lainnya (jika ada, mis: .
7. capacity Building 521219 Y Org/pax Sesuai kontrak
[kontraktual])
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2. CONTOHTEMPLATE KEGIATAN PENGIRIMAN DELEGASI

KEGIATAN KEMAHASISWAAN*

PANDUAN

PERENCANAAN &

AKUN
NO., KOMPONEN BIAYA BELANJA VOLUME KETERANGAN
Belanja Bahan
* ATK (dirinci sesuai Sesuai kebutuhan dan
kebutuhan) 521211 2. Orang x ) Keg kewajaran
Lo, Konsumsi 521211 > Orang x ) Keg Harga satuan mengacu
SBM
* Pembuatan Laporan Sesuai kebutuhan dan
Kegiatan 521211 L Eks x ) Keg kewajaran
Konsumsi
R . Harga satuan
Mahasiswa 521211 Y Org x Keg mengacu SBM
Catatan:
1. Jika memakai akun
524111, maka Uang
Harian Perjalanan
Dinas dikurangi
untuk mem- biayai
2. konsumsi;
* Dosen/Pegawai 524111/ 2. Jika memakai akun
(Pendamping Y Org x Keg 524119, maka biaya
. 524119 -
Mahasiswa) konsumsi include
pada anggaran paket
meeting (biaya
kontribusi yang dipu-
ngut penyelenggara);
3. Untuk biaya paket
meeting mengacu
pada SBM.
3 Biaya Kontribusi Sesuai Ketentuan dari
" | Peserta/pendamping 521219 Y Org x ) Keg Penyelenggara
. . Harga satuan mengacu
4. | Transportasi Mahasiswa 521219 Y Org x ) Keg SBM (at cost)
Catatan:
1. untuk biaya Transpor
perjalanan PP dari
. . daerah asal ke tempat
| Do TrmpoasDosn | sy ||
' awe pihg 524119 & & 2. Untuk biaya taksi dari
Mahasiswa) .
bandara tujuan ke
lokasi kegiatan PP;
3. Harga satuan
mengacu SBM
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Uang Harian
6 Dosen/Pegawai 552244111 11 9/ > Org x ) Harix ) é{él;/%a satuan mengacu
" | (Pendamping Mahasiswa) Keg
Catatan:
1. Harga satuan
mengacu SBM
7 Penginapan Dosen/Pegawai 524111/ > Orgx) Harix) |2. Apabila memakai
" | (Pendamping Mahasiswa) 524119 Keg akun 524119, maka
biaya penginapan
sudah termasuk
konsumsi
6. | Biaya Sewa (Jika ada) 522141 Y Unit x satuan I;S;fa satuan mengacu
Biaya non operasional
lainnya (jika ada, mis: biaya Sesuai ketentuan yang
7 asuransi peserta, dll) 521219 2. Org/pax berlaku

*) Contoh template ini untuk pengiriman delegasi kegiatan kemahasiswaan.
Untuk pengiriman delegasi dosen/pegawai, maka menggunakan contoh
template pada poin A.3 dan A.4 atau menggunakan akun 524111 (Belanja
Perjalanan Biasa - Dalam Negeri)

C. CONTOH TEMPLATE ANGGARAN AKUN PENDUKUNG
OPERASIONAL (OUTPUT 2132) SUMBER DANA BLU/PNBP

CONTOH TEMPLATE INSENTIF TUGAS TAMBAHAN DOSEN
(SESUAI ORTAKER MASING-MASING PTKIN)

- Kegiatan 2132 (Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam)
- Output 002 (Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan

Islam)

- Sub Output 401 (Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM
(PNBP/BLU)

- Komponen 051 (Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan
SDM)
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NO.

KOMPONEN BIAYA

AKUN
BELANJA

VOLUME

KETERANGAN

» Pimpinan Rektorat

/Fakultas/
Pascasarjana
- Direktur Pascasarjana 521219 Y orang x 12 bln Harga Sat;];s[mengacu
- Asisten Direktur Harga satuan mengacu
Pascasarjana 521219 2, orang x 12 bln SBM
- Ketua Program Studi Harga satuan mengacu
Pascasarjana 521219 2, orang x 12 bln SBM
- Sekretaris Program Harga satuan mengacu
Studi Pascasarjana 521219 2. orang x 12 bln SBM
> Lembaga Badan
- Ketua/kepala/ Harga satuan mengacu
Direktur 521219 Y orang x 12 bln SBM
- Sekretaris/ Wakil Harga satuan mengacu
Direktur 521219 Y orang x 12 bln SBM
» Pusat
- Kepala 521219 Y orang x 12 bin Harga satuan mengacu
SBM
- Sekretaris/ Wakil / Harga satuan mengacu
Koordinator Bidang 521219 ). orang x 12 bln SBM
» Unit Pelaksana /
Penunjang Teknis
- Ketua 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM
- Sekretaris 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM
» Ma'had
- Direktur / Pimpinan Harga satuan mengacu
Ma’had 521219 Y orang x 12 bln SBM
- Sekretaris / Wakil 521219 Y orang x 12 bln Harga Satélglil/[mengacu
- Pengasuh / Muwajih Harga satuan mengacu
Ma’had 521219 > orang x 12 bln SBM
- Koordinator Bidang/ Harga satuan mengacu
Ma’had 521219 > orang x 12 bln SBM

» Jurusan
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- Ketua 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM

- Sekretrais 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM

» Program Studi

- Ketua 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM

- Sekretaris 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM

» SPI

- Ketua 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM

- Sekretaris 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM

» Senat

- Ketua 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM

- Sekretaris 521219 Y orang x 12 bln Harga satuan mengacu
SBM

- Ketua Komisi 521219 Y orang x 12 bln Harga satglglil/[ mengacu

> Kopertais

- Koordinator 521219 Y orang x 12 bln Harga sa?;;l mengacu

- Wakil / Sekretaris 521219 Yorangx12bln | 1182 Satsugl\r;[mengacu

» Kepala laboratorium 521219 Y orang x 12 bln Harga Sat;l;ilil/[mengacu

Honorarium Sidang Senat

521213

Y orang x Keg

Harga satuan mengacu
SBM
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